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BUPATI LAMPUNG SELATAN

bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Anggaran
berbasis kinerja, maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009, '

hahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a d'atas, periu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung
Selatan.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undarg-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956, Undangz-Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l Termasuk Kota Praja
dalam lingkungan D~crah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun
“1959 Nomer 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(1.embaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ),

Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 )

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
[raciah (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



Menetapkan

11.

12

13.

125, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagdimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undnag Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tuhun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentahg Pembagian
Urusan Pemerintahan, anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737} ; .

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyusunan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2009 ;

Pcraturan Dacrah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun
2007 tentang  Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAFI KABUPATEN [LAMPUNG SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2009.



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

I3
2,

Dacrah adalah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelrngara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan,

3. Bupati adalah Bupati Lampung Sclatan.

10.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Sclatan.

Dinas adaluh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dmas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Dacrah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kckayaan daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Dacrah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabuprten Lampung Selatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten Lampung
Sclatan sclaku pengguna anggran/pengguna barang,

Organisasi adalah unsur petnerintah yang terdiri dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja
Perangkat Dacrah Kabupaten Lampung Selatan.

. Kebijakan Umum  APBD  ying sclanjutnya discbut KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanjz dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk pcnodc | (satu)
tahun.

. Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksima! anggaran yang diberikan kcpada Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) sebelum mendapat persetijuan Dewan Perwakilan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Dacrah (RKA-SKPD)  scbagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan ini.

Pasal 3

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran (PPA)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

Kode dan klasifikasi Urousan Pemerintahan Dacrah, Organisasi dan Unit
Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.



——

Pasal 5

Susunan Akun Kecuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV Peraturan inj,

Pasal 6
Kode Program dan Kegiatan Standar sebagiamana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 7

Kode dan Program Kegiatan Unik/Khusus sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 8 .

Kode Rekening Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 9
Kode Rekening Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalm Lampiran
VIII I'eraturan ini.

Pasal 10

Kode Rckening Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 11

Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
X Peraturan ini.

Pasal 12
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundaugan
Peraturan Bupati ini dengan memempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten La:apung Selatan. '

-

Ditetapkan di Kalianda
Padatanggal &§ September 2008

BUPATI LAMPUNG SELATAN

WENDY MELFA
Diundangkan di  Kalianda

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RUSDI MALIKI

BERITA DAERAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 06.A TAHUN 2008
TANGGAL : g SEPTEMEER 2008
PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

PEDOMAN UMUM

1

2)

3)

4

5)

6)

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

didasarkan pada Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan

menitikberatkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan-Prioritas dan Plafon Anggaran

(PPA) sesuai dengan hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Rakorbang Kabupaten.

Jumlah anggaran yang diusulkan oleh masing-masihg Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

tertuang didalam RKA-SKPD yang di dalamnya memuat:

a. Ringkasan Angparan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satwan Kerja Perangkat
Dacrah (Fo ‘mulir RKA-SKPD).

b. Rincian Angaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 1).

c. Rincian Angaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir
RKA-SKPD 2.1).

d. Rincian Anggaran Belanja Langsung .nenurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Formulir RKA-SK P} _2.1.! ).

e. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (Formulir
RKA-SKPD 2.2).

f. Rincian Penerimaan Pembiayaan (Formulir RKA-SKPD 3.1).
g. Rincian Pengeluaran Pembiayaan (Formulir RKA-SIIPD 3.2).

Program dan kegiatan yang tertuang didalam Formulir RKA SKPD-2.1.1 dan Formulir

RKA-SKPD 2.2 terdiri dari program dan kegiatan standar dan program dan kegiatan

unik/khusus.

Program dan kegiat~n standar adalah program dan kegiatan yang dapat dianggarkan oleh
setiap SKPD (lihat Lampiran V) dan memiliki kode program mulai dari nomor 01 sampai
denga.n nomc‘)r 14.

Program dan kegiatan unik/khusus adalah program dan kegiatan yang hanya dapat
dianggarkan oleh SKPD tertentu sesuai dengan kode urusan pemerintahan dan organisasi
(lihat Lampiran VI ) dan memiliki kode program inulai dari nomor 15 ke atas. _
RKA-SKPD di susun berdasarkan RKA dari Unit Kerja (Unit Pelaksana Teknis Daerah —
UPTD). Dari RKA Unit Kerja digabung ke dalam RKA SKPD, olch karena itu sctiap Unit
Kerja sccara berjenjang menurut tingkatan tanggung jawab organisasi menyusun anggaran
masing-masing sesuai dengan Renstra Satuan Kerja induknya dengan menitikberatkan pada
KUA dan PPA.
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7) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan
pencapaian hasil kerja atau tujuan yang ditetapkan. Konsekuensinya setiap kegiatan yang
diusulkan dalam RKA-SKPD mencantumkan tolok ukur dan indikator kinerja, yaitu berupa
masukan (Inputs), Keluaran (Outputs), dan hasil (Outcomes).

8) Jumlah anggaran belanja yang diusulkan dalam RKA-SKPD berpedoman pada Analisa
Standar Belanja (ASB) yang terdapat dalam pedoman ini dan standar biaya (harga satuan
barang) yang ditctapkan olch Pemicrintah Kabupaten Lampung Selatan,

9) SKPD yang akan menyusun RKA-SKPD untuk Tahun 2009 harus sesuai dengan Kode
Urusan Pemerintahan dan Organisasi yang dapat dilihat pada -Lampiran III.

10) Program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD harus sesuai dengan program dan
kegiatan yang berada pada kewenangan Urusan Pemerintahan yang berkenaan.

11)RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dacrah akan
dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Dacran (TAPD).

12) Rancangan APBD (RAPBD) dibuat berdasarkan hasii penggabungan RKA-SKPD seluruh
SKPD sampai dengan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang selanjutnya
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD yang

jadwalnya akan ditentukan kemudian.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN, KOORDINATOR PENGENDALI KEGIATAN, PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN.

1) Kuasa Pengguna Anggaran

a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang dibeii kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

b. Pe¢jabat yang bertindak sebagai kuasa pengguua anggaran adalah setiap Kepala Unit
Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki Unit Kerja
dibawnhnya, seperti Kepala Sckoleh pada Dinas Pendidikan, Puskesmas pada Dinas
Kesehatan, dan seterusnya.

e. SKPD yang tidak memiliki Unit Kerja tidak diperkenankan memiliki Kuasa Pengguna
Anggaran.

d. Perkecualian untuk huruf ¢ diatas adalah bagi Sckretariat Daerah, dapat ditunjuk Kuasa
Pengguna Anggaran untuk masing-masing Bagian. Bupati dan Wakil Bupati dengan
Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Kepala DPPKAD.

2) Bendahara Pencrimaan
a. Seliap satuan kerja yang menurut tugas pokok dan fungsinya melakukan pemungutan

pendapatan daerah  diangkat satu bendahara  pencrimaan dan beberapa  pembantu

bendahara penerimaan.



3)

d.

Bendahara penerimaan diangkat dengan Keputusan Bupati dan pembantu bendahara
penerimaan diangkat dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

Jumlah pembantu bendahara penerimaan didasarkan pada pertimbangan besaran SKPD,
beserta besaran jumlah uvang yang dikelola, beban kerja, tokasi, kompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bendaharw  penerimaan dan pembantu bendahara  penerimaan memperoleh
tunjangan/honor sctiap bulannya yang besarannya diatur dalam Analisa Standar Biaya
(ASB) dan klasifikasinya dikelompokkan dalam belanja langsung dengan jenis belanja

pegawal.

Bendahara Pengeluaran

il.

Pada setiap Satuan Kcrja diangkat satu bendahara pengeluaran dan beberapa pembantu
bendahara pengeluaran,

Bendahara pengeluaran diangkat dengan Keputusan Bupati dan pembantu bendahara
pengeluaran diangkat dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

Khusus untuk pengelolaan anggaran Bupati dan Wakil Bupati diangkat masing-masing 1
(satu) orang bendahara pengeluaran dan beberapa pembantu bendahara pengeluaran yang

berasal dari pejabat/pegawai pada Diras Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

'Dacrah Dacrah Kabupaten Lampung Selatan.

Khusus untuk pembantu bendahara pengeluaran pada anggaran Bupati dan Wakil Bupati
diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah (DPPKAD).

Jumlah pembantu bendahara pengeluaran didasarkan pada pertimbangan besaran SKPD,

jumlah program dan kegiatan bescrta besaran jumlah vang yang dikclt‘)la, beban kerja,

lokasi, kompetensi d;:;/atau reiang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Scbagai pedomin namun tidak mengikat, jumlah pembantu bendahara pengeluaran

adalah sebanyak jumlah kegiatan yang unik/khusus ditambah 5 pembantu bendahara

pengeluaran (Kasir, Juru Bayar Gaji, Petugas Pembukuan, Petugas Pembuat Dokumen

Pengeluaran Uang, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran yang khusus menangani

pengeluaran untuk seluruh kegiatan standar).

1) Khusus untuk DPPKAD, sclain pembantu bendahara pengeluaran di atas diangkat
juga pembantu bendahara pengeluaran yang menangani Belanja Tidak Langsung
sclain Belanja Pegawai.

2) Khusus kecamatan, pembantu bendahara pengeluaran hanya diperbolehkan 1 (satu)

orang.

3) Khusus untuk sckolah, pembantu bendahara pengeluaran tidak diperbelehkan lebih
dart 2 (dua) orang,

1) Khusus intuk puskhesmas, pembantu bendahara pengeluaran tidak  diperbolebkan

lebih 2 (dua) orang.
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5) Khusus untuk  Sckretariot Dacrah. pembantu  oendahara  pengeluaran  hanya
diperbolehkan 1 (satu) orang untuk setiap Bagian.
Bendahara  pengeluaran dan pembaniu bendahara pengeluaran memperoleh

tunjangan/honor setiap bulannya yang besarannya diatur dalam SAB dan klasifikasinya

dikelompokkan dalam belanja fangsung dengan jenis belanja pegawai.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

d.

(o3

Seluruh program dan kegiatan standar (kode program mulai dari nomor 01 sampai

denpan 14}, ditunjuk 1 (satu} orang pelaksana teknis kegiatan, 1 (satu) sekretaris kegiatan,
dan beberapa staf kegiatan,
Khusus untuk program dan kegiatan yang unik/khusus {(kodc program mulai dari nomor

135 ke atas), setiap kegiatan yang unik/khusus ditunjuk 1 (satu) orang pelaksana teknis

kegiatan, 1 (satu) sekretaris kegiatan, dan beberapa staf kegiatan.

PPTK, sckretaris keglatan, dan stat kegiatan diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD.
Jumlah staf kegiatan didasarkan pada pertimbangan besaran jumlah program dan
kegiatan 1cserta beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektil lainnya.

PPTK, sckretaris kegiatan, dan staf kegiatan memperoleh tunjangan/honor yang
besarannya diatur dalam ASB dan klasifikasinya dikclompokkan dalam belanja langsung
dengan jenis belanja pegawal,

Khusus untuk PPTK, sckretaris kegiatan, dan staf kegiatan yang mengelola seluruh
program dan kegiatan standar memperoleh tunjangan/honor setiap bulan yang
dianggarkan pada salah satu kegiatan standar dalam kelompok belanja langsung dengan
jenis belanja pegawan®”

Bila tunjangan/honor untuk PPTK, sekretaris kegiatan, dan staf kegiatan yang mengelola
seluruh program dan kegiatan standar telah dianggarkan pada 1 (satu) kegiatan standar
mal:a diiarang menganggarkan tunjangan/honor pada kegiatan standar lainnya.

Untuk PPTK, sekretaris kegiatan, dan staf kegiatan yang mengelola kegiatan yang
unik/khusus meriperoleh tunjangan/honor selama jumlah waktu pengelolaan kegiatan
unik/khusus tersebut dengan batasan minimal dan maksimal sebagaimana diatur dalam
ASB cdu‘run Ini.

Bagi pegawai yang menjabat sebagai PPTK, sckretaris kegiatan, dan staf kegiatan yang
mengelola lebih dari satu kegiatan khusus/unik dan atan selain mengelola seluruh
program dan kegiatan standar juga mengelola kegiatan khusus/unik dapat diberikan
tunjanganhonor maksimum 2 (dua) kali yang dianggarkan pada belanja pegawai
kegiatan khusus/unik yang berkenaan sepanjang pegawai yang bersangkutan memiliki
uraian tugas/pekerjnan dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan Keputusan Pengguna

Angaran temang pengangkatan PPTK, sckretaris kegiatan, dan atau staf kegiatan.




5) Koordinator Pengendali Kegiatan

a.

Khusus untuk program dan kegiatan yang wajib/pilihan (kode program mulzi dari nomor
15 ke atas), seluruh program dan kegiatan pada satu sub bidang/sub dinas_ditunjuk

I (satu) orang koordinator pengendali kegiatan.

Koordinator pengendali kegiatan diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD,

Koordinator pengendali kegiatan memperoleh tunjangan/honor yang besarnya diatur
dalun ASB dan klusiﬁka;sinyu dikclompokkan dalam belanja langsung dengan jenis
belanja pegawai. »

Untuk koordinator pengendali kegiatan yang mengendalikan kegiatan pilihan/wajib
memperolch tunjangan/honor selama jumlah waktu pengelolaan kegiatan wajib/pilihan
tersebut dengan batasan minimal dan maksimal sebagaimana diatur dalam ASB edaran
ini.

Bagi pegawai yang menjabat koordinator pengendali kegiatan yang mengendalikan lebih
dari satu PPTK pada setiap kegiatan wajib/pilihan dapat diberikan maksimum 2 (dua)
tunjangan/honor yang dianggarkan pada belanja pegawai kegiatan wajib/pilihan yang
berkenaan, sepanjang pegawai yang bersangkutan memiliki uraian tugas/pekerjaan dan
tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Keputusai. Pengguna Anggaran tcnta.r;g

pcngangkatan koordinator pengendali kegiatan.

6. Pecjabat Penatausahaan Keuangan

a.

Untuk melaksanakar anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD

menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai
PPK-SKPD.

. PPK-SKPD tidak dipgrbolehkan merangkap sebagai Koordinator Pengendali Kegiatan

atau Pelaksanaa Teknis Kegiatan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas PPK-SKPD, kepala SKPD menetapkan 2 (dua) orang
staf sebagai Pembtantu Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Pembantu PPK-SKPD tidak diperbolehkan mcrangkap scbagai Pembantu Bendahara

Pencrimaan/Pengeluaran.

. Untuk PPK dan Pembantu PPK n.emperoleh tunjangan/honor selama jumlah waktu

pengelolaan kegiatan unik/khusus tersebut dengan batasan minimal dan maksimal

sebagaimana diatur dalam ASB edaran ini.

KODE REKENING
Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, setiap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

harus menggunakan kode rekening yang terdir. dari:

1) Kode Urusun Pemerintahan

a.

Kode urusan pemzrintahan terdin dari 3 digit (X.XX).



Satu digit pertama untuk Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan dua digit terakhir
untuk Kode Urusan Pemerintahan sesuai dengan Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
yang berkenaan.

Kode urusan pemerintahan dapat dilihat pada Lampiran L

2) Kode Organisasi

Kode organisast terdiri dari 2 digit (XX).

Dua digit pertama untuk kode Satuan Kerja sesuai dengan Kode Urusan Pemerintahan
yang berkenaan. Dua digit terakhir untuk kode Unit Kérja/UPTD sesuai dengan Kode
Satuan Kerja yang berkenaan.

Kode Organisasi dapat dilihat pada Lampiran I11.

3) Kode Program

4)

Kode program terdiri dari 2 digit (XX).
Kode program dengan nomor 0@ sampai dengan nomor 14 adalah program yang dapat

dilaksanakan olch seluruh SKPD kecuali diatur lain olch Edaran ini selanjutnya

disebut Kode Program Standar dan kode program 15 ke atas adalah kode program yang
hanya dapat dilaksanakan ol¢h SKPD tertentu yang berada pada Kode Urusan

Pémerintaban yang berkenaan selanjutnya disebut Kode Program Khusus/Unik.

Kode program hanya diisi untuk kelompok belanja langsung sesuai dengan kode
programnya yang bersesuaian. Sedangkan nntuk kelompok belanja tidak langsung kode
program diisi 00,

Kode program dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI.

Untuk SKPD yang ‘menganggarkan pendapatan dan pembiayaan daerah kode program
ditutis 00.

Kode Kegiatan

a

b.

d.

Kode kegiatan terdiri dari 2 digit (XX).

Kode kegiatan dapat bernomor dari 01 sampai dengan nomor 99. Kegiatan terdiri dari
kegiatan yang standar dan kegiatan yang khusus/unik.

Kegiatan standar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh SKPD kecuali
diatur lain olch Edaran ini. Suatu kegiatan disebut kegiatan standar apabila kegiatan
tersebul terdapat didalam program yang standar.

Kegiatan unik/Khusus adataly kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan oich SKPD
tertentu.  Suatu kegiatan disebut kegiatan yang unik/khusus apabila kegiatan tersebut

terdapat didalam program yang khusus/unik.
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5)

6)

7

8)

9

e. Kode kegiatan hanya diisi untuk kelompok belanja langsung sesuai dengan kode kegiatan

yang berscsuaian. Sedangkan untuk kelompok belanja tidak langsung kode kegiatan diisi
00.

f. Kode rekening untuk kegiatan standar dan kegiatan khusus/unik dapat dilihat pada
Lampiran V dan Lampiran VI.

g. Untuk SKPD yang mengangparkan pendapatan kode kegiatan ditulis 00.

Kode Akun
a. Kode akun terdiri dari 1 digit (X).
b. Kodc akun dapat di lihat puda Lampiran [V.

Kode Kelompok

a. Kode kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 digit (X).

b. Kode kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daecrah dapat di lihat pada
Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX.

Kode Jenis

a.  Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 digit (X).

b.  Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan dacrah dapat di libat pada Lampiran
VI, Lampiran VIII, dan Lampiran X.

Kode Objck

Kode objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII,

Lampiran VIII, dan Lampiran IX. '

Kode Rincian Objek

Kode rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran

VII, I:umpiran VIII, dan Lampiran IX.

10) Contoh Kode Rekening

Berikut ini contoh kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan asumsi-

asumsi sebhagai berikut;

Nama satuan kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kab. Lampung Selatan

Nama Program :Program  Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Kcuangan Daerah.

Nama Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
Pendapatan : Penerimaan dari Dana Alokasi Umum
Belanja : Pengeluaran untuk Pembelian Kertas
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Penerimaan Pembiayaan @ Pencrimaan pinjaman dari Bank

Pcngcluaran‘ Pembiayaan  : Pengeluaran untuk Penyertaan Modal pada Bank Lampung

Dari asumsi di atas make Kode Rekening Pendapatan adwiah:

““136_ T‘_l.20 6 Woo 00 \ 4 2 2 01 01

Kode Rekening Belanja adalah:

1.20 1.20{ 06 j 17 ozj 5 } 2 2 01 |01

Kode Rekening Penerimaan Pembiayaan adalah:

rl.zu 1.20 Jf{m i on 00 6 1 4 ‘ 03 ’01

Kode Rekening Pengeluaran Pembiayaan adalah:

120 | 120 | 06 00 00 6 2 2 02
B | J

]

IV. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAII

1) Pctunjuk Umum

i,

Penyusunan anggaran pendapatan daerah didasarkan pada perkiroan pendapatan yang
akan diterima dan diperoleh pada tahun anggaran 2009.

Anggaran pendapatan hanya disusun oleh Satuan Kerja sesuai dengan tugas pokok dan
(ungsinya harus memungut, menerima, mencatat, dan menyetorkan pendapatan dacrah ke
rc‘l-u.:ning kas dacrah.

Anggaran pendapatan daeral ditwangkan dulam Formulir RKA-SKPD |,

2) Klasifikasi Pendapatan

Klasttfikasi pendapatan menurut kelompok pendapatan dacrah terdin dari:

a.

Pendapatan Asli Dacrah

Pendapatan Asli Dacrah menurut jenis pendapatan daerah terdiri dari:
1) Pajak Dacrah

2) Retribusi Dacrah '

3) Tasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan

4) Lain-lain Pendapatan Ash Dacrah yang Sah

Dana Perimbangan

Dara Perimbangan menurut jenis pendapatan terdiri dari:

Uy Dana hagt hasil;

2) Dana Alokast Umum; dan



3) Dana Alokasi Khusus,

Lain-Luin Pendapatan Dacrah yang Sah

Lain-lain Pendapuatan Dacrah yang sah menunut jenis pendapatan terdiri dari:

1) Hibah  yang  berasal  dari Pemerintah, Pemerintah Daerzh  Lainnya,
Badan/Lembaga/Orpanisasi Swasta Dalam Negeri, Kelompok
Masyarakat/Peroranpan, dan Tembapa Loar Negen Yang Tidak Mengikat;

2) Dana Darurat dari Pemenntah Jalam rangka penanggulangan korban/kerusakan
akibat bencana alam;

3) Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;

4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

5) Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

V. PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

1) Petunjuk Umum

a.

Pengklasifikasian suatu belanja ke dalam kelompok belanja adalah dengan cara
mengidentifikasi apakah belanja yang dikeivarkan tersebut termasuk kedalam kelompok
belanja tidak langsung atau belanja langsung.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak -dipengaruhi secara langsung oleh
adanya suatu program atau kecgiatan schingga kcberadaannya bukan merupakan
konsckuensi ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Karena tidak berkaitan
dengan program dan kegiatan maka belanja tidak langsung tidak memiliki kode program

dan kode kegiatan. Belanja tidak langsung dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.1,

Bcelanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu
program atau kegiafan schingga keberadaanya merupakan konsekuensi karena adanya
suatu program atau kegiatan terscbut.  Karena berkaitan dengan program dan kegiatan
maka belanja langsung harus memiliki kode program dan kode kegaitan. Belanja
langsung dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.1.1.

Belanja Tidak Langsung meaurut jenis belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja
Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

Khusus untuk SKPKD (DPPKAD) belanju tidak langsung dianggarkan dengan 8
{delapan) jenis belanja yang lengkap pada Formulir RKA-SKPD 2.1. Sedangkan untuk

SKPD (Satker selain DPPKAD), belanja tidak langsung hanya Belanja Pegawai, dan
diluar - belanja tiduk langsung  adalah Belanja Langsung  yang  penganggarannya

dituangkan dalam Fermulir RKA-SKPD 2.1.1.

Belanju Langsung memiliki 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang

dan Jasa, dan Belanja Modal.
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g. Diagram alur (flowchart) untuk mengidentifikasi belanja ke dalam kelompok belanja,
dapat ditihat dibawah ini.

HELANIA

l

Apakah

Apakah SKPD '\

RKA-SKPD 2.1
Berhubungan yANR Menyusun Tidak
Langsuny Belnmya Tudab £ angsuny anuposan mlalsh Hanys
e .
dongan nren? Belaya Pegawm
S ——
Keguatun?

Belanja Langsung

RKA-SKPD 2}
- Langk. p denpan 8 jenia
l Dolarya.
|. Belanja Pegawm
2. Bunga
3 Subadi
RKA-SKPD 24} 4 Hibah
Terdin dant 5 Banluan So3mi
1 Belarpa Pegawm & Dclangs Baws |lan|
1 Delanja Barany dan Jasa 7 Belanjs Bantuan
1, Belunja Modal % Belunjn Tk Terduga
e

2) Indikator Kinerja dan Klasifikasi Belanja
a. Indikator Kincrja
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dari suatu kegiatan yang menggambarkan
tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra.
Untuk penilaian kinerja digunakan ukuran penilaian yang didasarkan pada indikator

scbagai berikut:

1)' Masukan (Inputs) :
Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber, baik sumber
Dana, Sumberdaya Manusia, Material, yeknologi dan sebagainya yang dilaksanakan
untuk melaksnakan program atau kegiatar.

» Cantumkan Jumlah Dana untuk setiap jenis masukan;

» |Indentifikasi Jumlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan

kegiatan, baik jumlah pengelola maupun yang dikelola bila ada (contoh: peserta

pelatiban).
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2) Keluaran (Outputs) :
Tolak uku: kinerja berdasarkan produk (Barang atau Jasa) yang dihasilkan dan

program atau kegiatan sesuai masukan yang digunakannya, misalnya :
e Panjang saluran irigasi yang dibangun (m).

e Panjang jalan yang dibangun (km).

¢ Luars areal sawah yang dicetak (hektar)

« Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang), dsb.

3) Hasil (Outcomes) .
Tolak ukur kinerja yang berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai
berdasarkan keluaran kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya:
¢ Jumlah anak sckolah yang dapat ditampung,.
o Peningkatan jumlah lLus'sawah yang beririgasi teknis.

e Jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan, dsb.

Indikator Kincrja hendaknya

e Spesifik dan jelas.

¢ Dapat diukur secara obyektif.

e Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukan pencapaian
keluaran, hasil, manfaat, dun dampak,

e Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan.

o Efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolch, dan dianalisis datanya secara efisien dan

efektif.

b. Klasifikasi Belanja Dacrah
Klasifikasi belanja dacrah menurut kelompok belanja adalah sebagai berikut:
1) Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung menurut jenis belanja terdiri dari:
a) Belanja Pegawai
(1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri
sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk
didalamnya uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD
serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta
penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Belanja Gaji dan Tunjangan Dihitung  berdasarkan ketentuan peraturan

kepegawaian yang berlaku.
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b)

d)

(3) Gaji  dan  scgala  jenis  tunjangan  lainnya  diangparkan berdasarkan
daltar gagi bulan Oktober 2008 di ka'i 13 bulan ditambah Accres 5 %.

(4) Belanja Pegawai supaya diperhitungkan kenaikan Gaji Pokok 15 % dengan
prioritas para pegawai golongan bawah, untuk pembayaran gaji ketiga belas
van termasuk dalam rangka pengisian Formasi Pegawai dalam Tahun 2009,

(3) Untuk CPNS dihitung sebagai PNS (dihitung penuh)

(6) Formusi pejabat  struktural yang belum  terisi pada  tahun 2009 tetap
dianggarkan penuh.

(7) Termasuk dalam angparan adaiah perhitungan PPh 21 yang ditanggung oleh
pemerintah.

(8) Anggaran untuk pegawai honor daerah (honda) dianggarkan dalam anggaran

Sckretariat _Dacrah schingpa masing — masing satuan kerja tidak

menganggarkun paji pegawai honor pada RKA-SKPD, Kecuali Kantor Polisi
Pamong Praja, Dinas Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum.
Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang
dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan
perjanjinn pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat banyak.
11ibah
Belanja hibaf digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
dan kelompok musyarakat/peroranpgan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya.
Bantuan Sosial
(1) Bantuan sosial digr.akan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam
bentuk  vang  dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk
peningkatan kesejuhteraan masyarakat.
(2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap
tahun anggura'm sclektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaarnya,
Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang
bersumber dari pendapatan pemeriniah dacrah kepada pemerintah desa atau

kepada pemerintah dacrah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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g) DBantuan Keuangan

(1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari pemerintah dacrah kepada pemerintah desa
dan pemerintah  daerah  lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan daerah.

(2) Bantuan keuangan yuang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya
discrahkan sepenubnya kepada pemerintah dacrah/pemerintah desa penerima
bantuan,

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya
diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah dacrah pemberi bantuan.

h) Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa

atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan

bencana sosial yang tidak diperkirakan scbelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2) Belanja Langsung

Belanja Langsung menurut jenis belanja terdiri dari:

a) Belanja Pegawai
Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung digunakan untuk pengeluaran
honorarium/upah dalam melaksanakain program dan kegiatan pemerintah daerah.

b) Bel.nja Barang dun Jasa

(1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bular dan/atau
pemakaidn jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

(2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja
barang puakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan,
kendaraan bermolor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,
sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan
kanter, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,
pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas
pindah tugas dan pemulangan pegawal.

(3) Pembelian/pengadaan barang diklasifikasikan ke dalam belanja barang dan
jasa apabila h:urga satuan barang tersebut lebih kecil dari Rp. 300.000,00 (Tiga
Ratue Ribu Rupiah).  Pengecualian dilakukan atas barang yang menurut
klasifikasinya masuk kedalam kelompok belanja modal sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Barang tersebut harus diklasifikasikan
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kedalam kelompok belanja modal walaupun nilai satuannya lebih kecil dari
Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan yang termasuk kedalam jenis belanja barang dan jasa
adalah belanja  pemeliharaan  untuk mempertahankan fungsi pelayanan
minimal dari aset milik Pemerintah Daerah, Namun demikian, tidak termasuk
pemeliharaan yang merupakan rchabilitasi berat schingga aset milik
pemerintah dacrah bertambah fungsi, manfaat, serta umur ekonomisnya.
Pemeliharaan yang masuk kategort rehabilitasi berat bila nilainya diatas 25 %
dari perolehan aset tersebut, Pemeliharaan demikian harus dianggarkan
kedalam jenis belanja modal.

¢} Belanja Modal.

(1) Belanja modalldigunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan  atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, pcralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya.

(2) Nilai pembeciian/pengadaan atau pembangunan asct tctap berwujud yang
dianggart an dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset
tersebut.

(3) Belanja  honorariumi  panitia pengadaan  dan  administrasi  pembelian/
pembangunan untuk memperoleh setiap aset vang dianggarkan pada belanja

modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa,
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VI. PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1) Petunjuk Umum
a. Pcmbiayaan dacrah hamya dianggarkan pala RKA-SKPD Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.
b. Karena dalam penganggaran pembiayaan daerah tidak dikenal program dan kegiatan,
maka kode program dan kegiatan ditulis 00.
¢. Penerimaan Pembiayaan daerah dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 3.1 dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 3.2

2) Klasifikasi Pembiayaan

Klasifikasi pembiayaan daerah menurut kclompok pembiayaan daerah terdiri dari:

a. Penecrimaan Pembiayaan Daerah
Klasifikasi Penerimaan Pembiayaan Daerah menurut jenis penerimaan pembiayaan
terdiri dari:
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa);
2) Pencairan Dana Cadangan,
3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjanian; dan
6) Penerimaarn viutang Dacrah,

b.  Pengeluaran Pembiayaan Daecrah
Klasifikasi Pengeluaran Pembiayaan Dacrah menurut jenis pengeluaran pembiayaan
terdiri dari:
1) Pembentukan Dana Cadangan;
2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
3) Pembayaran Pokok Utang; dan

4) Pemberian Pinjaman Daerah.

V1. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN BENTUK FORMULIR
1. Prosedur Konversi RASK Sesui dengan Kepmendagri 29/2002 Menjadi RKA-SKPD
Sesuni dengan Permendagri 13/2006 atau Permendagri 59/2007
n. Prosedur penyusunan anggaran yang tertuang didalam RASK Satuan Kerja sesuai dengan

Kepmendagri 29 Tahun 2002 meliputi:
1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi (Formulir S1)

2) Program (Formulir §2)
3) Program dan Kegiatan (Formulir S2 A)

4) Ringkasan Anggaran (Formulir $3)
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5) Rekapitulasi Anggaran Pendapatan (Formulir §3 A)

6) Anggaran Pendapatan per Kegiatan (Formulir S3 A1)

7) Rekapitulasi Anggaran Belanja (Formulir S3 B)

8) Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung (Formulir 83 B1)

9) Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan (Formulir 83 B1.1)

10) Rincian Anggaran Belanja Langsung per kegiatan (Lampiran Formulir 83 B1.1/LK)
11) Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Formulir S3 B2)

12) Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung (Lampiran Formulir S3.B2/LK)

. Agar Formulir RASK sesuai dengan Kepmendagri 29 Tahun 2002 menjadi Formulir

RKA-SKPD sesuai dengan Permendagr 13 Tahun 2006 perlu dilakukan konversi sebagai

berikut:

1} Seluruh informasi yang terdapat dalam formulir S1, S2, dan S2A tidak dicantumkan
dalam penyusunan RKA-SKPD. Khusus untuk program dan kegiatan sudah
ditentukan pada proses pembuatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran (PPA).

2} Formulir 83 memuat ringkasan anggaran sampai dengan gbjek belanja. For;nulir
yang scrupa adalah Formulir RKA-SKPD yang memuat ringkasan anggaran sampai
dengan jenis belania,

3) Dalam pcnyusunan RKA-SKPD tidak terdapat Formulir 83 A, yang ada adalah

Formulir yang serupa dengan Fermulir 83 A1 (anggaran pendapatan per kegiatan)
yaitu Formulir RKA-SKPD 1.

4) Seluruh informasi dalam Formulir S3 B dan Formulir 83 B1 tidak dicantumkan
datam pcnyusunan RKA-SKPD. '

5) Formulir 83 B!l dan Lampiran Formulir S3 BI1.1/LK Anggaran Belanja

Langsung Per Kegiatan dikonversi ke dalam Formulir RKA-SKPD 2.1.1 yang
memuat belanja per kegiatan dalam satu program yang bersesuaian dan rekapitulasi
Program dan Kegiatan dicantumkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.

6) Formulir S3 B2 dan Lampiran Formulir S3 B2/LLK Anggaran Belanja Tidak

Langsung dikonversi ke dalam Formulir RKA-SKPD 2.1 yang memuat belanju

tidak langsung. Untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah belanja tidak langsung

. terdint dari 8 jenis belanjo sesuad dengan penjelasan pada Bab V angka 1) huruf e,
sedangkan untuk SKPD selain Badan Pengelola Keuangan Dacrah belanja tidak
langsung hanya Belahja Pegawai.

7) Anggaran belanja pada Formulir 83 B2 terdiri dari Belanja Administrasi Umvm

yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan,
dan Belanja Perjalanan Dinas. Dalam Formulir RKA-SKPD 2.1, setiap SKPD

selain, DPPKAD hanya menganggarkan Belanja Pegawai saja, sedangkan Belanja

Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas harus
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dianggarkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.1.1 pada program dan kegiatan yang

standar.

2. Proscdur Penyusunan RKA-SKPD
Formulir RKA-SKPD

il,

REKA SKPIL L 1

RKA SKPD 2.1

RKA SKi"1> 2.1} RKA SKPPIY 2.2 RKA SKIPD

RKA SKPD 3.1

RKA SKPD3I2 —

Berdasarkan diagram di atas prosedur penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

Y

2)

3)

Sctinp SKPD yang memiliki fungsi pengelolaan pendapatan dacrah membuat

Formulir RKA-SKPD 1 tentang Rincian Angaran Pendapatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah. Formulir RKA-SKPD 1 memuat anggaran sampai rincian objck
pendapatan daerah.

Selanjutnya setiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPD 2.1 tentang Rincian

Angaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah. Khusus untuk
SKPKD yaitu DPPKAD (PPKD), unggaran belanja tidak langsung terdiri dan 3
{delapan) jenis belanja sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab V angka 1) huruf e,
dan SKPD sclain DPPKAD hanya menganggarkan Belanja Pegawai.  Formulir
RKA-SKPD 2.1 memuat anggaran sampai rincian objek belanja daerah.

Sclanjutnya sctiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPD 2.1.1 tentang Rincian
Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Davcrah. Befanja Lingsang, dalam Formulir RKA-SKPD 20101 terdiri dari
belanja kegiatan standar dan kegiatan unik/khusus. Kegiatan standar memiliki kode
program mulai dari nomor 01 saumpai dengan 14 dan kegiatan unik/khusus memiliki
kode program mulai dari nomor 15 ke atas sesuai dengan kode program pada Urusan
Pemerintahan dan Organisasi masing-masing SKPD. Formulir RKA-SKPD 2.1.1
menniat anggaran sampai ringian objek belanja dacrah,
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4)

0)

D

Sclanjutnya setiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPID) 2.2 tentang Rekapitulasi
Aungparan Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Formulir RKA-
SKPD 2.2 mcrupakan rekapitolast dari Formulir RKA SKPD 2.1.1.

Selanjutnya DPPKAD selaku SKPKD membuat Formulir RKA-SKPD 3.1 tentang

Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Formulir RKA-SKPD 3.2 tentang Rincian

Pengeluaran Pembiayaan. SKPP sclain DPPKAD tidak perlu membuat Formulir
RKA-SKPD 3.1 dan Formulir RKA-SKPD 3.2, Tormulir RKA-SKPD 3.1 dan

Formulir RKA-SKPD 3.2 memuat anggaran sampai rincian objek pembiayaan
daerah.

Sclanjutnya dari seiuruh formulir RKA-SKPD di atas dirckapitulasi menjadi

Formulir RKA-SKPD tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Dacrah.  Formwulir RKA-SKPD  memuat

anggaran hanya sampai jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

b. Rckapitulasi RKA-SKPD tingkat SKPD dan Se-Kabupaten

Berikut ini diagram penyusunan RKA-SKPD baik untuk tingkat SKPD maupun se-
Kabupalcn.
Rekapitulasi RKA Tingkat SKFD
RKA-U 1D
RKA-SKi*1)
RKA-UPTD
RKA
HTDANGAIAGIAN
. RANCANGAN
RKA-SKPD APED

RKA
BIDANG/BAGIAN

RKA
BIDANG/HAGIAN

RKA-SKI'KD }\
RKA '
RIDANCG/BAGIAN M

Rekapitulnsi RKA Sc-Kabupaten
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2)

3

4)

Berdasarkan diagram di atas, rancangan Perda APBD disusun berdasarkan seiuruh
RKA-SKPD yaitu RKA-SKPD non SKPKD dan RKA-SKPD SKPKD. Sedangkan
RKA-SKPD baik RKA-SKPD non SKPKD maupun RKA-SKPD SKPKD disusun
berdasarkan RKA Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), misalnya RKA-

SKPD Dinas Pendidikan disusun berdasarkan rekapitulasi RKA-SKPD Dinas

Pendidikan (anggaran Dinas Pendidikan diluar anggaran SMU dan SMP) ditambah

RKA-Unit Kerja SMA ditambah RKA-Unit Kerja SMP. RKA-SKPD Sekretariat

Daerah disusun berdasarkan rekapitulasi RKA-Unit Kerja masing-masing

Bidang/Bagian pada Sekretariat Daerah.

Program dan Kegiatan Standar

a) Kegiatan standar dapat dianggarkan pada masing-masing Unit Kerja pada SKPD
scpanjang hal tersebut memang diperlukan. '

b) Jumlah dan besaran kegiatan standar untuk masing-masing Unit Kerja diatur oleh
Pengguna Anggaran. .

¢) Jumlah dan besaran kegiatan standar pada SKPD yang dituangkan dalam
Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan rekapitulasi kegiatan standar dari RKA-
SKPD Unit Kerja 2.2.1.

Program dan Kegiatan Unik/Khusus

a) Unit Kerja pada SKPD tidak dapat menganggarkan kegiatan unik/khusus apabila
sudah dianggarkan oleh Unit Kerja yang lain.

b) Bila suatu kegiatan unik/khusus pelaksanaannya melibatkan banyak Unit Kerja
pada suatu SKPD, maka penganggarannya hanvya dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit
Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang paling mendekati atas kegiatan
terscbut.
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3. Format Formulir RKA-SKPD
a. Sampul Depan RKA-SKPD

LOGO |
DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN-

RENCANA KERJIA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJIA PERANGKAT DAERAH

IRKA-SKFID]}

TAHUN ANGGARAN 2009

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Pengguna Anggaran :

a. Nama e
b. NIP
C. Jabatan
KODE NAMA FORMULIR
RKA-SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat
RKA-SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Daerah

RKA-SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA-SKPD 2.2

« | « Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuar

RKA-SKPD 2.2.1

Rincian Apggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Dacrah

RKA-SKPD 3.1

Rin<ian Penenmaan Pembiayaan Daarah

RKA-SKPD 3.1

Rincian Pengeluaran Pembtayaan Daerah
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b. Formulir RKA-SKPD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah)

weo  RENCANA KERIA DAN ANGGARAN | )
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BI(ASI(I'I]
TAHUN ANGGARAN 2009 U

Urusan Pemerintahan @ X. XX ...l

Organisasi A - S ¢ S

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE JUMLAH
REKENING URAIAN (RP)
1 2 E]
4 PENDAPATAN
5 BELANJA

SURPLUS / (DEFISIT) :

—

6 PEMBIAYAAAN

- Kalianda, ....cccooereceens 2008
KEPALA SKPD
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¢. Formulir RKA-SKPD 1 (Rincian Angaran Pendapatan Satuan Kerja Perargnat

Dierah)

.. RENCANA KERIA DAN ANGGARAN
™ SATUAN KERIA PERANGKAT GAERAH

FORMULIR

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

1

Urusan Pemerintahan @ X XX ... ...
Organisasi TOX XX
RINCIAN PERHITUNGAN .
KODE URAIAN JUMLAR
REKENING Volurme Satuan Tarit/Harga* (RP)
3 4 5 6= x5

JUMLAH PENDAPATAN

Kallanda. .......oeeeceene 2008
KEPALA ,.oeveerneee:
NIP e
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasll Pembahasan
1
2.
\Dst
NIP JABATAN TANDA TANGAN
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d. Formulir RKA-SKPD 2.1 (Rincian Angaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja

Perangkat Dacrah)

1 RENCANA KERIA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

KABUPATF': LAMPUNG SELATAN

¢ .
L
o
A

1

TAHUN ANGGARAN 2009 *
Urusan Pemerintahan X L
Organisasi X000 XX L.
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
TAHUN 2000
KOoDE URAIAN - TANUN
REKENING Yolume | Satuan | Harga Satusn Jumlah 2009
- {Rp)
N — H 3 1 5 A — 7
| |
JUMLAH BELANIA TIDAK LANGSUNG
Kallanda. . U . 1| .
KEPALA .....cvinnne
LI(etefanqan © -
Tanggal Pembahasan
Catalan Hasi! Pembahasan
1.
1.
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAM
_Mo_| - “NAMA __NIP JABATAN TANDA TANGAN
v
2|
3
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c.Fermulir RKA-SKI'D  2.1.1

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Dacrah)

(Rincizan Anggaran Belanja Langsung menurut

LOGO
DAERAH
A

" RENCANA KERIA DAN ANGGARAN
SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH

“FORMULIR

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

RKA-SKPD .
221

Pemerintahan O RKX
aasi XXM XXX XX
m DN MNNR XX XX XX
n CONRX XXX XX XX
akegiatan .
Tahun 2007 : Rp L S, )
Tahun 2008 : Rp D T ]
h Tahun 2009 . Rp S U T }
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Tahun 2008 -
wan Program
an |
Aran
!
ompok Sasaran :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KCDE URATAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
REKENING Volume | Sawan |Harga Satuan {Rp)
i
| 2z k] 4 5 =3x8}
- Jumlah Belanju Langsung
Kalianda, ...ovvvviinnrennn . 2008
KEPALA ..oovrvrnriiniine
Zan
Pembahasan

tasil Pembahasan

Fim Angguran Pemeriniah Daerah

Nawa NIP JABATAN




f. Formulir RKA-SKPD 2.2 (Reksapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( . FORMULIR - -
SATUAN KERJIA PERANGKAT DAERAH - nn_sm;n

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN o 22
TAHUN ANGGARAN 2009 i

Urusan Pemerintahan D ¢ S
Organisas| HEP W5+ 5 65 3 A o QUSRS
— —
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kooe LOKAS TARGET ERJ JumMLAn
1 A KIMERJA

. URAIAN TAHUN n

PROGRAM | KEGIATAN KEGIATAN AT AR e ANIA PEGAWAI | SELANIA BARANG & 34S] Belanja Modal Jumish TAHUN 2009
1 Z 3 ] 5 3 7 ] 9= Seh+7 10
{
|
JUMLAH
- Kakanda, ....ccoeeeear " 2008

NIP oo _




g. Formulir RKA-SKPD 3.1 {(Rincian Penerimaan Pembiayaan)

S b

RENCANA KERIA DAN ANGGRRAN |
SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH ||

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Urusan Pemerintahan  © X. XX .o

Organisasi D O ¢ '+ QO

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

JUMLAH
Kode Rekening URAIAN (RP)
1 2 3
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAA
Kalianda, ........coure.en.. 2008
KEPALA ..ovcernenisns
NIP woreevrrsirarisananas
KETERANGAN
TANGGAL PEMBAHASAN
CATATAN HASIL PEMBAHASAN
1.
2 o
dst,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No Nama NIP JABATAN TANDA TANGAN
1
2
dst

Formulir RKA-SKPD 3.2 (Rincian Pengeluaran Pembiayaan)



T

RENCANA KERIA DAN ANGGARAN
SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Urusan Pemerintahan T XXX

Organisasi D O ¢ S5 ¢ SR

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

JUMLAH
Kode Rekening URAIAN (RP)
1 2 2

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Kallanda, ..o 2008
KEPALA .vcieuanasior
NIP nieiniminins
KETERANGAN
TANGGAL PEMBAHASAN
CATATAN HASIL PEMBAHASAN
1.
2.
dst. _
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH _
No Nama NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 }
2
dst -
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
WENDY MELFA
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47

e

RINGKASAN PROYEKS! APBD TAHUN 2009

LAMPIRANI1: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

16. A TAHUN 2008
5 SEPTEMBER 2008

NOMOR :
TANGGAL

Jumiah Bertambah/ {8erkurang)
Uraian
TA (n-1} Proyehst TA (n} Rp %
PENDAPATAN DAERAH 980.653.463.244,00 822.992.186,715,00 139.649.412.491.67 14,24
Pendapatan Asli Daerah 50.370.555.902,00 87.649.876.702,67 37.279.320.800,67 74,01
Pajak Daerzn 12.025 000.000.00 7.520.000.000,00 {4.505.000.000,00) -37,46
Retribu:. Daerah 11 113.000 000.00 10.023.500.000,00 (1.088.500.000,00) -9,80
Hasil Pengelolaan Daerah yang 5.132.625 102,00 3.342.500.000,00 (1.790.125.102,00) -34,88
dipisahkan 1
Lain Jain PAD yang Sah : 22.099 930.800,00 66.763.876 702.67 44.663 945.902 67 202,10
Dana Perimbangan 8218.159.293.342,00 §96.677.010.012,33 56.828.405.691,00 6,66
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 102.296.643,342,2¢ 74.692.170.012,33 {27.604.473.329,67) (26,98)
Dana Alokasi Umum £58,043.650.000,00 444 677.840.000,00 (213.365.810.9200,00) -32,42
Dana Alckasi Khusus 77.819.000.000,00 77.307 000 000,00 {512.000.000,00} 0,66
Lain-Lain Pendanatan -
Daerah Yang Sab 92,123.614.000,00 138.665.300.000,00 46.541.686.000,00 60,52
Hibah 4.500.000 000,00 10.200.000.000,00 5.700.000.000,00 -
Dana Darurat - -
Dana Bagi hasil Pajak Dari 81.780.246.000,00 58.365.300.000,00 (23.414.946.000,00) (28,63)
Propinsi & Pemda Lainnya
Dana Penyesuaian Olsus §.743,368.000,00 70.000.000.000,00 64.256.632.000,00 1.118,80
135 |Baniuan Keuangan dari Prop. 100.000.000,00 100.000.000,00 - -
atau Pemda Lainnya
Jumlah Pendapatan 980.653.462,244,00 822.992,186.715,00 139.649.412.451,67 14,24
2 BELANJA DAERAH 975.199.952.899,63 T772.473.186.680,00 {202.726.766.219,63) {20.79)J
2.t |Belanja Tidak Langsung 591.028.843.134,63 502.208,268,825,00 (88.822.674.309,63) (16,03)
2.1.1 |Belanja Pegawai - 461.495.752.111,51 426.262.930.320,00 (36.232.821.791,51) (7,85)
2.1.2 |Belanja Bunga - .

[ 21.3 |Belanja Subsidi 100.000.000.C0 - {100.000.000,00) -
21.4 [Belanja Hibah 55.412.980.000,00 25,136 985.000,00 (30.275.995.000,00) {54,64)/
215 |Belanja Bantuan Sosial 41,628.658.354,00 6.141.325.000,00 (35.487.333.354,00) {89,25)
21.6 |Belanja Bagi Hasil kepada - - -

Provinsi/Kab/Kota & Pem.des
2.1.7 |Belanja Bantuan Keuangan 31.984.229.000,00 36.662.550.000,00 4,678.321.000,00 14,63
kepada Provinsi/Kab/Kota dan
Pemerintahan Desa
2.1.8 |Belanja Tidak Terduga 407.223 669,12 9.002.478.505,00 8.595.254,835,88 2.110,70
22 |Belanja Langsung 384.171.109.766,00 270.2¢6.917.855,00 {113.904.191.910,00) {29,85)
2.2.1 [Belana Pegawai 60 124.019.200.00 41.810.582.300.00 (18.313.436.900,00) (30.456)
22.2 |Belanja Barang dan Jasa 121 649.152.040,00 77.435.611.410,00 (44.213.547.630,00) {36,35
223 |Belanja Modal 202.397.931.52¢ 00 151.020.724,145.00 {51.377.207.380,00} (25,38)
Jumlah Belanja 975.199.952 899,63 772.473,186.680,00 {202.726.76€.219,63) (20,79)
Surplus/(Delisit) 5.453.510.344,37 $0.519,000.035,00 {45.065.489.690,63)|  (8286,36)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 |Penerimaan Pembiayaan 8.005.198,260,63 13,125.000.000,00 5.119.801.739,37 63,96
SILPA Tahun Anagaran sehelumnya 7 750 198 260.63 13 000 000 000,00 5.249.801.739,37 67,74

'encaban Dana Cadangan
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Jumiah Bertambah/ (Berkurang)
No. Uraian
TA (n-1) Proyeksi TA {n} Rp %
Hasil Penjualan Kekaynan - - - -
Daerah yang Dipasarkan - - - -
Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -
Peneriman Kembati Pembenan 255.000 000 125 000.000,00 {130.000.000,00)
Piniaman
Peneriman Piutang Daerah - . - -
Jumiah Penerimaan Pembiayaan 8.005.198.260,63 13.125.000,000,00 5.119.801.738,37 83,96
312 |Pengeluaran Pembiayaan 13.468.708.605,00 63.644 000.035,00 50.185.291.430,00 172,88
321 |Pembentukan Dana Cadangan - © .
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 3.006.000.000,00 1,000.000.000.00 (2.000.000.000,00) {66,67)
Pembayaran Pokok Utang 10.333.708.605.00 62.644.000.035,00 52.310.291.430,00 506,21
Pemberian Pinjanian Daerah 125.000.000,00 - - -
Jumlah Pengelyaran Pembiayaan 13.458.708.605,00 £3.644.000.035,00 50.185.291.430,00 372,88
Pembiayaan Neto {5.453.510.344,37) {50.619,000.036,00) {46.065.489.690,63) 826,36
Sisa Lebih Pembayaran Anggran 0,00 0,00 (0,00) -
Tahun Berkenan
BUPATI LAMPUNG SELATAN.
WENDY MELFA

an




URUSAN PEMERINTAH DAERAI, ORGANISASI, DAN UNIT KERJA

LAMPIRAN 1N PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMJOR 6
TANGGAL. : é

08

.A TAHUN
SEPTEMBER 2008

KODE DAN KL ASIFIKASI

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1] o Pendidikan . |
1101 ] 1 |01 01| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1] 02 Keschatan
1102 | | |02] Ol | Dinas Kesehatan
1102 1 |02] 02| Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda
1| 03 Pekerjaan Umum
o3|t Toafon Dinas Pekerjaan Umum
Ll 06 Perencanaan Pembangunan
1106 | 1 |06 01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1] 07 Perhebungan
1107 | 110701 | Dinas Perhuvbungan, Kumunikasi dan Informatika
1| 03 Lingkungan Hidup
(1[08 1 /08 0Ol | Badan Lingkungan Hidup Daerah
| 1[08 | 1 |08 02 | Dinas Pasar dan Kebersihan
l: 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
1{10 | 1t | 10| 01 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi!
(1| | || Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ]
L[ 1P|t 01| Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
" |
AL LE 2 O O T L L _
1113 | 1 113 0l | Dinas Soaial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
s I Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
L1 1s T T1sT o1 [ Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha
Kecil Menengah
1116 Penanaman Modal
1116 | 1 | 16| 0] | Kantor Penanaman Modal
LI l}l_;-llill;ﬁl_llg\.l dan Politik Dalam Negeri o
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
1119 [ 19 01
D ] Masyarakat ]
1] 19 ] 1 [ 19] 02 | Kantor Saturi Pol, PP
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KODE’ URUSAN PEMERINTAH DAERAH
11 20 Otonomi Dacrah, Pemermtahan Umum, Administrasi
Keuangan

1120 | T |20] 0! | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |‘
1|20 ) 1 |20] 02 | Bupati dan wakil Bupati
1120 | 1 120/ 03 | Sckretariat Dacrah Kabupaten

| [ 20 | 1 |20 04 | Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dinas Pend : ) .

11201 1 120! 05 b Ks Dl)e apatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1120 | 1 )20 06 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuatngan dan Asset Daerah:[
120 [ 1 |20 07 | Inspektorat —‘
1120 | 1 [ 20| 08 | Badan Pendi-itkan dan Latihan

1120 | 1 |20 09 | Badan Kepegawaian Daerah

1120 | 1 |20 | 1G | Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1120 1 |20 11 | Kecamatan Natar

1120 [ 1 [20] 12 | Kecamatan Tanjung Bintang

1] 20 | 1 [20] 13 | Kecamatan Jati Agung

1120 | 1 |20 14 | Kecamatan Katibung

1120 | 1 |20} 15 | Kecamatan Merbau Mataram

1120 | 1 [20] 16 | Kecamatan Sidomulyo

1{20 | 1 |20} 17 | Kecamatan Candipuro

120 | 1 |20 18 | Kecamatan Kalianda

1120 | 1 {201} 19 | Kecamatan Raja Basa

L[ 20 | 1 |20]| 20 | Kecamatan Palas

1|20 | 1 |20 2] | Kecamatan Sragi

1120 | 1 |20 22 | Kecamatan Penengahan

1120 | 1 |20} 23 | Kecamatan Ketapang

1120 | 1 |20 24 | Kecamatan Way Panji

1120 | 1 |20! 25 | Kecamatan Way Sulan

1|20 | 1t |20 26 | Kecamatan Bakauheni

1120 | 1 |20] 27 | Kecamnatan Tanjung Sari

1] 21 Ketahanan Pangan

1121 | 1 |21 01 | Badan Ketahanan Pangan

1|22 Pemberdzyaan Masyarakat dan Desa

1122 [ 1 [22] 01 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
1023 ] Statistik

1123 | 1 |23 0l | Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

1] 26 Perpustakaan
1126 | 1 20| 01 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

2 URUSAN PILIHAN

2| 01 Pertanian

2101 | 2 101] 01  Dinas Perkebunan

21000 2 |01 02| Dinas Peternakan -

2101 2401 O.L‘ Dinas Pertanian Tanaman I’angz;n dan Hortikultura
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URUSAN PEMERINTAII DAERAH

2l o1 | 2 ]701 04 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan -

2] 02 R “l\{l:l_l—lllilll:lll o |
E 02 | 2 102 01 | Dinas Kehutanan

2|03 Energi dan Sumber Daya Mineral |

2103 | 2 [03| 0l | Dinas Pertambangan dan Energi |

2] 04 Pariwisata

2104 | 2 04| 0l | Dinas Pariwista dan Kebudayaan

2] 05 | Kelautan dan Perikanan

2| 05 | 2 | 05| o1 | binas Kelautan dan Perikanan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

36



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR
TANGGAL

16. A TAHUN 2om
5. SEPTEMBER 2008

SUSUNAN AKUN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

KODE |

URAIAN

) Ascl

Kewajiban

Ekuitas Dana

Pendapatan

Belanja

S [l ] B

Pembiayaan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

WENDY MELFA
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :
TANGGAL :

st ) nggm;:;

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN STANDAR

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Kade Rekening Program dan Kegiatan
—
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
x | xx | xx | 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x | xx | xx | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
x | xx | xx | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
X | xx | xx | O | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X | xx | xx | 01 |04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
X | xx | xx | 01 | 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan
X | xxpxx | 01706 dinas/opcrasional
x | xx | xx | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
x | xx | xx | 01 | 08 | Penycediaan Jasa Kebersihan Kantor
X | xx | xx | 01 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerija
X | xx | xx | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor
x | xx | xx | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
X x| xx | 01 ) 12 | Penyediaan Komponen instalasi listrik
x | xx | xx | 01 @ Pe@cdiaaﬁ peralatan dan perlengkapan kantor )
X | xx [ xx | 01 | 14 | Penyedinan peralatan rumah tangga |
x | xx [ xx | 01 | 15 | Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x | xx | xx [ 01 | 16 | Penyediaan bahan logistik kantor
X | xx | xx | 01 | 17 | Penyediaan bahan makanan dan .ninuman
x | xx | xx | OF | 18 | Rapat-rapat Loordinast dan konsultasi ke luar dacrah
x [ xx | xx |0l [19]Dst ...
x| xx | xx | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
| x | xx [ xx | 02 | 01 | Pembangunan rumah jabatan
x| xx |xx|02|02] Pembangunan rumah dinas
X_| xx | xx | 02 | 03 | Pembangunan gedung kantor
X | xx | xx | 02 | 04 | Pengadaan mabil jabatan o
D xxX | xx | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
X | Nx | xx | 02 ] 06 | Pengadaan perlengkapen rumah jabatan/dinas |
x | xx | xx|02]07 I’Engadahn ptﬁngkapun gedung kantor
X | xx | xx | 02 | 08 | Pengadaan periengkapan rumah jabatan/dinas
X | xx | xx | 02 | 09 { Pengadaan peralatan gedung kantor
TT xx | xx | 02| 10 Pengadaan meubeleur
| x [ xx | xx |02 11 | Pengadaan .. ..
o s/d *
x | xx | xx|02]19 Dst....._ o
X j}\\\_ﬁz 20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
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x | ax [ xx [ 02| 21| Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas B

x | xx [ xx [ 02 [ 22 | Pemeliharaan rutin/berhala gedung kantor

x [ xx | xx | 02| 23 [ Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

x | xx | xx | 02| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

X | xx xx | 02 ] 25 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan
X RN xx | 02 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
| X | xx [ ax | 0227 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

x | xx | xx | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

X | Xx | xx | 02 | 29 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan meubeteur

N[ xx | xx | 02| 30 | Pemeliharaan rutin/berkala . ‘

a s/d ]

X [ xx | xx |02 [39|Dst.......

x | xx | xx | 02 | 40 | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

x | xx | xx | 02 | 4) | Rehabtilitasi sedang/berat rumah dinas

X [ xx | xx | 02 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

x | xx | nx | 02 | 43 | Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

X | XX | xx | 02 | 44 | Rchabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/jabatan

x xx | xx|02|as|Dst

x | xx | xx | 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x | xx | xx | 03 | 01 | Pengadaan mesin kartu absensi

X | xx | xx | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

X | xx | xx | 03 | 03 | Pengadaan pakaian kerja lapangan

X | xx | xx | 03 | 04 | Pengadaan pakaian KOPRI

X | xx | xx | 03 | 05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

X XX |Xxx |03 |06 Dst_ . . .

X[ xx | xx | 04 Program fasiliZas pindah/purna tugas PNS

X | xx [ xx | 04 | 0] | Pemulangan pegawal yang pensiun

X | xx | xx | 04 | 02 | Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

X | XX | xx | 04 | 03 | pemindahan tugas PNS

x | xx|xx|04|04|Dst. .. .

X | xx | xx | 0§ Program Peaingkatan Kapasitas Suinber Daya Aparatur
| x [ xx | xx |05 01 | Pendidikan dan pelatihan formal

x | xx [ xx | 05 [ 02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan

x | xx | xx | 05 | 03 | Bimbingan teknis implementast peraturan perundang-undangan
| X XX | xx | 0504 | Dst.......

x | xx | ax | 06 I’rug-rmn ;.)cni.ugkal:m pengembangan sistem p_clapornn

o | capaian Kinerja dan keuangan
< s | xx | 06 t; Ifc'nyusul'mn l-nﬁa'—;ﬂl_zrpaian Kinerja dan ikhthisar realisasi kinerja
B

X | XN yx | 06 ) 02| Pepyusunan laporan keuanzan semesteran

X I XX | xx ] 06 | 03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

NO[NX [ XX | 06 04| Penvasunan pﬁl:iiﬁn‘n:fl-;éuuné@ akhir tahun

N wx P xx [ 06|05 [ Dst T -
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x| xx | xx | 09 Programdst........
| sd o
x [xx | xx | 14 Program dst....... )
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
WENDY MELFA
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

rancoaL 80" sébrEAEN 2oe

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN UNIK/KHUSUS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening

Program dan Kegiatan

1 URUSAN WAJIB
110 Pendidikan e
1 061 | XX 15 Program pendidizan anak usia dini
1101 | XX | 15 | 01 | Pembangunan gedung sekolah
1] 01 | AX | 15 | 02 | Pembangunan rumah dinas Kepala sekolah, guru, penjaga sekalah
101 | XX | 15 | 03 | Penambahan ruang kelas sekolah
1 101 | XX | 15 | 04 | Penambahan ruang quru sekolah
1 | 01 | XX | 15 | 05 | Pembangunan ruang locker siswa
1 |01 | XX |15 | 06 | Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1 | 01 | XX | 15 | 07 | Pembangunan sarana dan prasarana bermain
1 |01 | XX | 15 | 08 | Pembangunan ruang serba guna/aula
1 [ 01| XX |15 | 09 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 | 01 | XX | 15 | 10 | Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1101 | XX | 15 | 11 | Pembangunan ruang ibaah
1 [ 01 | XX | 15 | 12 | Pembangunan perpustakaan sekoiah
1 | 01 | XX | 15 | 13 | Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1 [ 01 | XX |15 | 14 | pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
1 | 01 | XX | 15 | 15 | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1 | 01 | XX | 15 | 16 | Pengadaan pakaian seragam sekolah
1 | 01 | XX | 15 | 17 | Pengadaan pakaian olah raga
1 | 01 | XX | 15 | 18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1 ] 01 [ XX | 15 | 19 | Pengaoaan meubeleur sekelah
1 | 01 | XX | 15 | 20 | Pengadaan perlengkapan sekolah
1 | 01 | XX | 15| 21 | Pengadaan alat rumah tangga sekolah - 7
1 | 01 ] XX ] 15 | 22 | Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1 101 [ XX | 15 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1 | 01 | XX | 15 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sekolah, guru, penjaga sekolah
1 | 01 | XX | 15 | 25 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1 | 01 | XX | 15 | 26 | Pemeliharaan rutin/berkata ruang guru sekolah
1 101 | XX |15 | 27 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1 | 01 | XX | 15 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1 | 01 [ XX [ 15 | 29 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
1 | 01 | XX | 15 | 30 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1 [ 01 [ XX [ 15 | 31 | Pemeliharaan rutin/berkala iapangan upacara dan fasilitas parkir
1 01 | XX | 15 | 32 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1 | 01 [ XX | 15 | 33 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1 21 | XX | 15 | 34 | Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrix sekolah dan
101 XX 115135 pertengkapannya s
1 | 01 | XX | 15 | 36 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1 01 | XX [ 15 | 37 | Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1 | 01 | XX | 15 | 38 | Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur sekolah
1101 | XX | 15 | 39 | Pemcliharaan rutin‘berkala pertengkapan sekolah
1 | 01 | XX | 15 | 40 | Pemeliharaan rulin/berkala alal rumah tangga sekolah
1 | 01 | XX | 15 | 41 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
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1 101 | XX | 15 | 42 | Rehabililas sedang/berat bangunan sekolah
1 1 01 | XX | 15 | 43 | Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1 | 01 | XX | 15 | 44 | Rehabilitas sedang/berat asrama siswa
1 101 | XX | 15 | 45 | Rehabilitas sedang/berat ruang keias sekolah
1 | 01 | XX | 15 | 46 | Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekglah
1 | 01 | XX [ 15 | 47 | Rehabilitas sedang/berat ruang locker siswa
1 | 01 | XX | 15 | 48 | Rehabilitas sedang/berat sarana olah raga
1 | 01 | XX | 15 | 4% | Rehabilitas sedang/berat sarana bermain
1 |01 | XX [ 15 | 50 | Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula
1 | 01 | XX | 15 | 51 | Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 | 01 | XX | 15 | 52 | Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1 | 01 | XX | 15 | 53 | Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah
1 | 01 [ XX | 15 | 54 | Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah
1 1ot | xx!| 15358 E:r?:r?g::; ::::anglberal Jearingan instalasi listrik sekolah dan
1 1 @ | XX | 15 | 56 | Rehabilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1 | 01 | XX | 15 | 57 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1 | 01 | XX | 15 | 58 | Pengembangan pendidikan anak usia dini
1] 01| XX | 15 | 59 | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1 |1 01| XX | 15 | 60 | Pcngembangan data dan infonnaci pendidikan anak usia dini
1 | 01 | XX | 15 | 61 | Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini
' Pengembangan kurikulum bahan ajar dan modal pembelajaran pendidikan
1|01 | XX 1562 anal? usia digi j P j i
1 [ 01 | XX | 15 | 63 | Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini
1 | 01 | XX | 15 | 64 | Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dinl
1 |01 | XX | 15 | 65 | Publikesi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
1 101 [ XX | 15 | 66 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 | 01 | XX | 15 | 67 Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)
1 |01 | XX |16 Program Waijib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 [ 01| XX | 16 [ 01 | Pembangunan gedung sekolah
1 [ 01 [ XX | 16 [ 02 [ Pembanguan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
1 | 01 | XX | 16 | 03 | Penambahan ruang kelas sekolah
1 | 01 | XX | 18 | 04 | Penambahan ruang guru sekolah
T | 01 | XX | 16 | 05 | Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1 101 [ XX ] 16 | 06 | Pembangunan ruang locker siswa
1 [ 01| XX |16 | 07 | Pembangunan sarina dan prasarana oleh raga
1 101 [ XX 116 | 08 | Pembangunan ruang serba guna/aula
1 01 | XX | 16 | 09 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 | 01| XX | 16 | 10 | Pemmbangunan ruang unit kesehatan sekolah
1 | 01| XX | 16 | 11 | Pembangunan ruang ibadah
1 [ 01| XX |16 | 12 | Pembangunan perpustakaan sekolah
1 | 01 | XX | 16 | 13 | Pembangunan jaringan instalasi listrik
1 | 09| XX | 16 | 14 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1 | 01 | XX | 18 | 15 | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1 01 | XX | 16 | 16 | Pengadaan pakaian seraga sekolah
1 [ 01 | XX | 16 | 17 | Pengadaan pakaian olah raga
1 | 01 | XX | 16 | 18 | Pengadaan alat praktik dan alat praga
1 | 01| XX | 16 | 19 | Pengadaan meubeleur sekolah
1 101 [ XX | 16 | 20 | Pengadaan perlengkapan sekolah
1 | 01 [ XX | 16 | 21 | Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1101 | XX | 16 | 22 | Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1 01 | XX | 16 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1 ] 01 | XX | 18 | 24 | Pemelihorann rutisvberkala rumah dinas sekolah, guru, penjaga sekolah
1 |01 | XX |16 | 25 | Pemeliharaan rulin/berkala ruang kelas sekolah
"1 | 01| XX | 18 | 26 | Pemeiiharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
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1 | 01 | XX | 18 | 27 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa

1 01 | XX | 18 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

1 101 | XX | 16 | 29 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain

1 | 01| XX | 18 | 30 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

1 101 | XX | 16 | 31 | Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasi''tas parkir

1 | 01 | XX | 16 | 32 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah

1| 01 | XX | 16 | 33 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah

1] 01| XX | 16 | 34 | Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan

101 XX ) 1635 perlengkapannya i

1 | 01 | XX | 16 | 368 | Pemeliharaan rutinfberkala sarana air bersih dan sanitary

1 | 01 | XX | 18 | 37 | Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa

1 101 ]| XX | 16 | 38 | Pemeliharaan rutin/berkaia Meubeieur sekolah

1101 | XX | 16 | 39 | Pemeliharaan rutin/berkala periengkapan sekolah

1 ] 01| XX | 16 | 40 | Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah

1 | 01 | XX | 16 | 41 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

1 | 01| XX | 16 | 42 | Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah

1 | 01| XX | 16 | 43 | Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1 [ 01| XX | 16 | 44 | Rehabilitas sedang/berat asrama siswa

1 [ 01 | XX | 16 | 45 | Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah

1 | 01 | XX | 16 | 46 | Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekotah

1 | 01 | XX | 16 | 47 | Rehahilitas sedang/berat ruang locker siswa

1 | 01 [ XX | 16 | 48 | Rehabililas sedang/berat sarana olah raga

1 | 01 | XX | 18 | 49 | Rehabilitas sedang/berat sarana bermain

1 | 01 | XX | 16 | 50 | Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula

1 | 01 | XX | 16 | 51 | Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 {91 | XX | 16 | 52 | Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah

1 | 04 | XX | 16 | 53 | Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah

1 | 01 | XX | 16 | 54 | Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah
Rehabilitas sedang/terat Jaringan instalasi listrik sekoiah dan

1 01 | XX'| 16 | 55 perlengkapannya | ’

1 |1 01 | XX | 18 | 56 | Rehabilitas sedang/bers! sarana air bersih dan sanitary

1 | 01 [ XX | 16 | 57 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1 | 01 | XX | 16 | 58 | Pelaliran kompetensi siswa berprestasi

1 101 | XX | 16 | 59 | Pelatihan penyusunan kurikulum

1 | 01 | XX | 16 | 60 | Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

1 |01 | XX | 16 | 61 | Pembinaan SMP lerbuka

1 01 | XX | 16 | 82 | Penampahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
Penyediaan bantuan operaslonal sekolah (BOS; Jenjang SD,MI,SDLB dan

1 | 01 | XX | 16 | 63 | SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islamsetara
SD dan SMP

1 ] 01| XX | 16 | 64 | Penyediaan biaya operasional madrasah

1 ] 01| XX | 16 | 65 | Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

1 | 01 | XX | 16 | 66 | Fenyediaan dana pembangunan sekolah unutk SD dan Ml dan SMP/MTS

1 | 01 | XX | 16 | 67 | Penyelenggaraan paket A setara SD

1 01 | XX | 16 | 68 | Penyelenggaraan Paket B setara SMP

1 Lot xx!16 |69 Pemb.inaan‘kelemb_agaan dan manajemen sekolah'dgngan penerapan
manajemen berbasis sekolah (MBS) sisatuan pendidikan dasar

1 | 01 | XX | 16 | 70 | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

1 | 01| XX | 16 | 71 | Pembangunan komprehensif teaching and leaning

1 o1 | xx| 18 | 72 Pengembangan materi ‘belajar mengajar dan metode pembsalajaran dengan
mengunakan teknologi informasi dan komunikasi

1 | 01| XX | 18 | 73 | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dasar

1 | 01 [ XX | 16 | 74 | Penyediaan beasiswa retrival untuk anak putus sekolah

1 | 01 | XX | 16 | 75 [ Penyediaan t :asiswa transisi
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1101 | XX | 16 |.76 | Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1| 01 | XX | 16 | 77 | Penyelenggaraan multi grade teaching di daerah terpencil
1 01 | XX | 16 | 78 | Monitoring evaluasi dan pelaporan
1| 01 | XX | 16 | 79 | Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran TK/SD
1101 ] XX | 16 | 80 | Rehabilitasi SD/MI melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
1] 01| XX | 16 | 81 | Peningkatan kesejahteraan guru SPD terpencil
1| 01| XX | 16 | 82 | Penilaian Kinerja Sekolah (PKS)
1101 | XX |16 | 83 | PenerapanK TSP
1 101 [ XX ] 16 | 86 | Lomba kreativitas dan sains sekolah dasar
1 |1 01 | XX | 18 | 87 | Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran TK/SD
1101 | XX |17 Program Pendidikan Menengah
1101 [ XX ] 17 | 01 | Pembangunan gedung sekolah |
1101 | XX |17 | 02 | Pembanguan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
1101 | XX | 17 | 03 | Penambahan ruane kelas sekolah
1 |1 01| XX | 17 | 04 | Penambahan ruang guru sekoiah
1 | 01| XX | 17 | 05 | Pembangu'nan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1 | 01t XX |17 | G6 | Pembangunan ruang locker siswa
1 | 01 | XX | 17 | 7 | Pembangunan sarana dan prasarana oleh raga
1 |01 | XX | 17 | 08 | Pembangunan ruang serba guna/auia
1 | 01 | XX | 17 | 09 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 [ 01 | XX |17 | 10 | Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1 01 | XX | 17 | 11 | Pembangunan ruang ibadah
1 | 01 | XX | 17 | 12 | Pembangunan perpustakaan sekolah
1 101 | XX | 17 | 13 | Pembangunan jaringan instalasi listrik
1 101 | XX | 17 | 14 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1101 | XX | 17 | 15 | Pengadaan buku-buku dan ala: tulis siswa
1 | 01 | XX | 17 | 18 | Pengadaan pakalan seraga sexolah
1 01 | XX | 17 | 17 | Pengadaan pakaian olah raga
1 01 | XX | 17 | 18 | Pengadaan alat praktik dan alat praga
1 | 01| XX | 17 | 19 | Pengadaan meubeleur sekolah
1 01 | XX | 17 | 20 | Pengadaan perlengkapan sekolah
1 01 | XX | 17 | 21 | Pengauaan alat rumah tangga sekolah
1 | 01 | XX | 17 | 22 | Pengacaan sarana mobilitas sekolah
1101 [ XX | 17 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1101 | XX | 17 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sekolah. guru, penjaga sekolah
1 [ 01 [ XX'|17 | 25 | Pemelinaraan rutin/berkala ruang kelas sekolah N
1 01 | XX | 17 | 26 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1 ] 01 [ XX | 17 | 27 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1 | 01 | XX | 17 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1 01 | XX | 17 | 29 [ Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
1 | 01 | XX | 17 | 30 | Pemeliharaan ruiin/berkala ruang serba gunafauia
1 | 01 | XX |17 | 31 | Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitas parkir
11 01| XX |17 | 32 | Pemeliharaan rutinfberkala ruang unit kesehatan sekolah
1 01 | XX | 17 [ 33 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1 ] 01 | XX | 17 | 34 | Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan
101 XX 17135 perlengkaannya g
1 01 | XX | 17 | 38 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1 | U1 | XX | 17 | 37 | Pemeliharaan rulin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1 01 | XX | 17 | 38 | Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur sekolah
1] 01 | XX | 17 | 39 | Pemeliharaan rutin/berkala nerlengkapan sekolah
1| 01 | XX | 17 | 40 | Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1 | 01 [ XX | 17 | 41 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
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1 |01 | XX | 17 | 42 | Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah

1 | 01 | XX | 17 | 43 | Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1 1 01 [ XX | 17 | 44 | Rehabilitas sedang/berat asrama siswa

1 101 | XX | 17 | 45 | Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah

1 101 | XX |17 | 46 | Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekolah

1 | 01 | XX | 17 | 47 | Rehabilitas sedang/berat ruang locker siswa

1 | 01 [ XX | 17 | 48 | Rehabiiitas sedang/berat sarana olah raga

1 101 | XX | 17 | 49 | Rehabilitas sedang/berat sarana bermairn

1 [ 01 | XX | 17 | 50 | Rehabilitas sedang/berat ru ing serba guna/auia

1 | 01 | XX | 17 | 51 | Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 [ 01 | XX | 17 | 52 | Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah

1 | 01 | XX | 17 | 53 | Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah _

1 | 01 | XX | 17 | 54 | Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah
Rehabilitas sedang/berat Jaringan instalasi listrik sekolah dan

1] 01| XX |17 135 perlengkapannya | |

1 | 01 [ XX | 17 | 56 | Rehabilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

1 101 | XX | 17 | 57 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1 | 01 | XX | 17 | 68 | Pelatihan penyusunan kurikulum

1 | 01 | XX | 17 | 59 | Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

1 Lot I xx|17 | 60 Pengembangan alt'ernatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah
pedesaan, terpencil dan kepulauan

1 | 01 | XX | 17 | 61 | Penyediaan bantuan operasional manjemen mutu

1 | 01 [ XX | 17 | 62 | Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1 | 01 | XX | 17 | 83 | Penyelenggaraan paket C setara SMU

1 o1 | xx |17 64 Pembjnaan kelemb_agaan dan manajemen sekolah dengan penerapan
manajemen berbasis sekolah

1 o1 |lxx|17 |es Pengempangan melqde pelajar dan mengajar dengan mengunkan teknologi
informasi dan kornunikasi

1 | 01 | XX | 17 | 66 | Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri

1 | 01 | XX | 17 | 67 | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

1 | 01 | XX | 17 | 68 | Penyeleggaraan akreditas sekolah menengah

1 | 01 | XX | 17 | 69 | Monitoring evaluasi dan pelaporan

1 1ot xx|17 170 giﬂn}gembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran SMA,

1 [ 01 | XX | 17 | 71 | Uji kompetensi siswa SMK

1101 | XX | 18 Program Pendidikan non Formal

1 | @1 | XX | 18 | 01 | Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

1 01 | XX | 18 | 02 | Pemberan bantuan operasioal pendidikan non formal

1 | 01 | XX | 18 | 03 | Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1 | 01 | XX | 18 | 04 | Pengembangan pendidikan keaksaraan

1 | 01 1LXX | 18 | 05 | Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

1 | 01 [ XX | 18 | 06 | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

1 | 01 | XX | 18 | 07 | Pengembangan dala dan informasi pendidikan non formal

1 | 01 | XX | 18 | 08 | Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

1 01 | xx | 18 | 0o rl?g:?grrpnt;elzr.\gan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan

1 | 01 | XX | 18 | 10 | Pengembangan setifikasi pendidikan non formal

1 | 01 | XX | 18 | 11 | Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal

1 | 01 | XX | 18 | 12 | Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

1 ] 01 | XX | 18 | 13 | Moniloring evaluasi dan pelaporan

1 | 01 | XX | 18 | 14 | Lomba olah raga dalam rangk» Hari Pendidikan Nasional

1 o1 |xx|18/1s Pembgrantasan Buta Aksara (Keaksaraan fungsional) dan bantuan

- | operasional PNF
1 [ 01 | XX | 18 | 16 | Pembinaan sekolah peduli narkoba
1 | 01 | XX | 18 | 17 | Penyelenggaraan pesantren kilat
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1 101 | XX |18 18| Dst......

1 [ 01 | XX | 18 | 19 | Kegiatan prestasi olahraga tingkat pelajar

1101 | XX ] 18 | 20 | Lomba kompetensi mala pelajaran SD/M

1 101 | XX | 18 | 21 | Pelaksanaan Paskibraka .

1 (01 | XX | 19 Program Pendidikan Luar Biasa

1 [ 01| XX | 19 | 01 | Pembangunan gedung sekolah

1 [ 01 | XX | 19 | 02 | Pembanguan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
1101 [ XX [ 19 | 03 | Penambahan ruang kelas sekolah

1101 | XX | 19 | 04 | Penambahan ruang guru sekolah

1 | 01 [ XX | 18 | 05 | Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

1] 01 [ XX | 19 | 06 | Pembangunan ruang locker siswa

1 | 01 | XX | 19 | 07 | Pembangunan sarana dan prasarana oleh raga

1 |01 | XX| 19 | 08 | Pembangunan ruang serba guna/aula

1 101 | XX ]| 19 | 09 | Pembangunan taman, lapangar upacara dan fasilitas parkir
1 | 01| XX | 19 | 10 | Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

1 |01 | XX]| 19 | 11 | Pembangunan ruang ibadah

1 |01 | XX | 19 | 12 | Pembangunan perpustakaan sekolah

1 101 | XX | 19 | 13 | Pembangunan jaringan instalasi listrik

1 ] 01 | XX | 19 | 14 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1 |1 01 | XX | 19 | 15 | Pengadaan buku-buku dan alai tulis siswa

1 |01 | XX | 19 | 16 | Pengadaan pakaian seraga sekolah

1 [ 01| XX |19 | 17 | Pengadaan pakaian olah raga

1 |1 01 | XX | 19 | 18 | Pengadaan alat praklik dan alal praga

1 | 01 | XX | 19 | 19 | Pengadaai meubeleur sekolan

101 | XX [ 19 | 20 | Pengadaan perlengkapan sekolah

1 101 | XX | 19 | 21 | Pengadaan alat rumah tangga sekolah

1 | 01 | XX | 19 | 22 | Pengadaan sarana mobilitas sekolah

1 | 01 | XX | 19 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

1 | 01 | XX | 19 | 24 { Pemeliharaan rutin/berkata rumah dinas sekolah, guru, penjaga sekolah
1 | 01 | XX | 19 | 25 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah

1 | 01 | XX | 19 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala .uang guru sekolah

1 01 | XX | 19 | 27 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa

1 | 01 [ XX | 19 | 28 | Pemelharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1 | 01 | XX | 15 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

1 | 01 | XX | 19 | 30 | Pemeliharaan rutin/berkala l[apangan upacara dan fasilitas parkir
1 | 01 [ XX | 19 | 31 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah

1 | 01 | XX | 19 | 32 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadabh

1 ] 01 | XX | 19 | 33 | Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah

1 Lot xx!|1s |24 s:rrlr::;hkzr:aa:n?;in!berkala jaringan inslalasi listnk sekolah dan
1] 01 [ XX | 19 | 35 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

1] 01 [ XX | 19 | 36 | Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa

1 ] 01 [ XX | 19 | 37 | Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur sekolah

1 | 01 [ XX | 19 | 38 | Pem=liharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah

1 101 | XX |19 |39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah

1 101 ] XX | 19 | 40 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

1 | 01 | XX | 19 | 41 | Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah

1 101 [ XX | 19 | 42 | Rehabiltas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1 101 | XX | 19 | 43 | Rehabilitas sedang/berat asrama siswa

1 ] 01 [ XX | 19 | 44 | Rehabilitas sedang/berat ruang kefas sekolah

1 | 01 | XX | 19 | 45 | Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekolah

1 [ 01 ] XX | 19 | 46 | Rehabilitas sedang/berat ruang focker siswa

1 01 | XX | 19 | 47 | Rehabilitas sedang/beral sarana olah raga

46



1] 01| XX | 19 | 48 | Rehabilitas sedang/berat sarana bermain

1 | 01 | XX | 19 | 49 | Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula

1 | 01 | XX | 19 | 50 | Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 | 01 | XX | 19 | 51 | Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah

1 01 | XX | 19 | 52 | Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah

1] 01 | XX | 19 | 53 | Rehabtilitas sedang/berat perpustakaan sekolah

1101 xx!| 19|54 Rehabilitas sedang/berat Jaringan instalasi listrik sekolah dan
perlengkapannya

1 101 | XX | 19 | 55 | Rehabilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

1|1 01 | XX | 19 | 56 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

t [ 01 | xx | 19 [ 57 [ Pelatihan Penyusunan kurikulum

1 [ 01| XX | 19 | 58 | Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

1 | 01 | XX | 19 | 59 | Monitoring ev: luasi dan pelaporan

1 |01 | XX| 19|60 dst.......

1 ]01 | XX |20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 4

1 | 01 [ XX | 20 | 01 | Pelaksanaan sertifikasi pendidix —

1 | 01 | XX | 20 | 02 | Pelaksanaan uji knimpetensi pendidik dan tenaga kependidikan

1 | 01 | XX | 20 | 03 | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi ]

1 | 01 | XX | 20 | 04 | Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

1 | 01 | XX | 20 | 05 | Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)

1 | 01 | XX | 20 | 08 | Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)

1 101 |xx|20]07 lI;egrgltijd)ikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (S!

1 1ot xx| 20108 Peng.er.nbangan mutu dan kualitas program pandidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenagikependudukan G dan tenaga
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidi

101 | XX | 20|09 |y o dicikan ° | _

1 Lot | xx|20!10 I;::gizri:bangan sistem penghargaan dan perhngungan terhadap profesi
Pengembangan sistem perencanaan_dan pengendalian program profesi

ot Xxx 20 pendidik dan tenaga kependidikan

1 01 | XX | 20 | 12 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 ] 01 | XX | 20 | 13 | Lomba guru, pengawas sekolah dan kepala sekolah berprestasi

1 [ 01 | xx| 20 | Q4/| Pembinaan sekolah standar nasional (SSN)

1 1ot | xx!|20]15 Pendidikan [anjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi _
(penyetaraan St PGSD)

1T |01 | XX | 21 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 o1 xx! 21|01 Pemgsyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar

1 |01 | XX | 21 | 02 | Pengembangan minal dan budaya baca

1 Lot Ixx!|21]03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan
khusus, perpustkaan sekolah dan perpustkaan masyarakat

1 [ 01 | XX [ 21 | 04 | Pelaksanaan koordianasi pcngembangan perpustkaan

T | 01 | XX | 21 | 05 | Penyediaan bantuan pengeémbangan perpustakaan dan minat baca di dasrah

1 101 | XX |21 |08 | Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

1 01 | XX | 21 | 07 | Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

1 01 | XX | 21 | 08 | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

1 01 | XX'| 21 | 09 | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1 | 01 | XX | 21 | 10 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

101 | XX |21 |11 Dstoiiiiiie

1 |01 | XX | 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 | 01 | XX | 22 | 01 | Pelaksanazn evalusi hasil kesja bidang pendidikan

1 | u1 [ XX | 22 | 02 | Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan

1 | o1 | xx| 22 | g3 | Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efis.ensi dan efektivitas

penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
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1 101 [ XX | 22 | 04 | Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan

1 [ 01| XX | 22 | 05 | Pembinaan dewan pendidikan

1 | 01 | XX | 22 | 06 | Pembinaan komile sekoiah

1 ] 01 | XX | 22 | 07 | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan/iCT

1 1o1|xx|22]08 E:?bz:g:?igsr:azr; r?;;ai:(igin, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang

1 | 01 ] XX | 22 | 09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 | 01 [ XX | 22 | 10 | Peningkatan administrasi perkantoran

1 101 | XX |22 | 11 | Pendataan dan penyusunan profil pendidikan (Padati WEB) dan SIM NUPTK

1 | o1 XX. 2 |12 fi?m?gfnbeé:rluasan informasi dan sosialisasi pendidikan sistem jaringar. komputer

1 ] 01 | XX | 22 | 13 | Ujian akhir sekolah SMA/M V/SMK dan monitoring SMP/SMA/MA/SMK

1] 01 [ XX | 22 | 14 | Bantuan biaya operasional pengawas sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK

1 |1 01 | XX | 22 | 15 | Bantuan biaya operasional PGRI Lampung Selatan

1101 | XX | 22 | 16 | Bantuan penyelenggaraan UAS sekolah dasar dan monitoring

1] 01 [ XX | 22 | 17 | Bantuan penyelenggaraan UAS SMP dan Monitoring

1101 | XX | 22 | 18 | Bantuan penyelenggaraan UAS SMA/MA/SMK dan monitoring

1101 [ XX | 22 | 19 | Bantuan seleksi penerimaan siswa baru SMA/MA/SMK Negeri

1 |01 | XX | 22 | 20 | Bantuan pendamping dana UNICEF

1 101 | XX | 22 | 21 | Bantuan insentif guru honor murni Kabupaten Lampung Selatan

1 |1 01 ] XX | 22 | 22 | Banluan penyelenggaraan ujian Paket A dan B

1 |1 01 | XX | 22 | 23 | Bantuan penyelenggaraan ujian Pzket © dan monitoring

1101 | XX ]| 23 | + | Program PeningkatanSarana dan Prasarana Pendidikan

1101l xx| 23|01 Rehabilitasi sedang/berat banqunan sekolah, penambahan RKB SD/MI, SMP,
SMA dan pengadaan meubelair

1 | 01 | XX | 23 | 01 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penambahan RKB SD/MI, SMP,

1 02 Kesehatan \/P

1 |02 | XX |15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 [ 02 | XX | 15 | 01 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 102 | XX | 15 [ 02 | Peningkatan pemerataan obal dan perbekalan kesehatan

1 1o2!xx!15 /|03 Peningkatan kelerj.angkauan harga obal dan perbekalan kesehatan lerutama
untuk Pedduduk miskin

1 | 02 | XX | 15 | 04 | Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1 | 02 | XX | 15 [ 05 | Peningkatan mutu penggunaan obat dan pembekatan kesehatan

1 | 02 | XX | 15 | 06 | Moniloring evaluasi dan pelaporan

1 1 02 XX | 1§ | 07 | Pembinaan Pengelolaan Obal Poskesdes

1 | 02 | XX | 15 | 08 | Razia pengamanan sediaan farmasi dan makanan

1 [ 02 | XX { 15 | 09 | Penyuluhan Swamedikasi

1 |02 | XX |15 | 10 | Dsyt..... ’

1 02 [ XX]| 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 ] 02 XX | 16 | 01 | Pelayaan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

1 02 | XX | 16 | 02 | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1 o2 | xx!| 16 |02 ;::ir:‘%z(:}iir; . peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesinas dan

1 o2 | xx| 16|04 Penyelenggaraan penyegahan dan pemberantasan penyakit menular dan
wabah

1 | 02 | XX | 16 | 05 | Perbaikan gizi masyarakal

1 |02 | XX | 18 | 06 | Revilalisasi Sistem Kesehatan

1102 | XX | 16 | 07 | Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

1 102 | XX | 16 | 08 | Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik

1] 02 [ XX | 16 | 09 | Sosialisasi Konsil Kesehatan Kecamatan
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1102 | XX | 16 | 10 | Pemilihan Puskesmas Berprestasi Tk. Kab. LS
1 | 02 [ XX | 18 | 11 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1 |02 | XX | 18 | 12 | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1102 | XX | 16 | 13 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
1102 | XX |16 |14 | Dst....
1102 | XX |16 | 15| Dst.....
1102 ) XX | 16 | 16 | Slandar pelayanan minimal bidang kesehatan 2015
1 | 02 | XX | 16 | 17 | Pemulihan tenaga kesehatan teladan (Dokter, Perawat/Bidan, Gizi Kesmas)
1] 02 | XX | 16 | 18 | Sosialisasi konsil kesehatan masyarakat
1102 | XX | 16 | 20 | Perlemuan evaluasi kinerja puskesmas
1 | 02 | XX | 16 | 21 | Bhakli sosial sunatan masal dalam rangka HKN
1 | 02 | XX | 16 | 22 | Sosialiasi bahaya penyakit kanker ;
1 | 02 | XX | 16 | 24 | Penyusunan profit kesehatan
1 |02 | XX | 16 | 25 | Pengembangan sistem inforrnasi kesehatan
Review sistem pencatatan dan pelaporan tingkat desa puskesmas dan
1|02 | xx| 6|26 | 0 P pelap g P
1 | 02 | XX | 16 | 27 | Pelatihan ICD-10 bagi petugas puskesmas dijakarta
1 | 02 | XX | 16 | 29 | Pelatihan petugas puskesmas surveylen berbasis masyarakat
1102 | XX |17 Program Pengawasan Obat dan Makanan )
Peningkatan pemberdayaan konsumen masyarakat dibidang obat dan
1] 02 [ xx |17 |01 | SLnoiaiane y y g
1 | 02 | XX | 17 | 02 | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan beroahaya
1 | 02 | XX | 17 | 03 | Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
1 | 02 | XX | 17 | 04 | Peningkatan penyelidikan dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan
1 102 | XX | 17 | 05 | Monitoring evaluasi dan nelaporan
1 o2 | xx |17 | o8 ;?g‘ijr:g:ﬁlan Mutu, Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Makanan dan
1 | 02| X% | 17 | 07 | Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Kosalkes
1 | 02 [ XX | 17 | 08 | Razla pengamanan sediaan farmasi dan makanan
1 (02| XX| 18 Program Pengembangan Cbat Asli Indonesia
Peningkatan penyebaran dan pengamanan obat tradisional yang berbahaya
102 xx]18 07 bagi ni]as;;aralliaty Pene e ’
1 | 02 | XX | 18 | 08 | Pelatihan petugas puskesmas dan kader TOGA puskesmas
t |02 | XX | 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemeberdayaan Masyarakat
1 102 | XX ]| 19 | 01 | Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1 102 | XX | 19 | 02 | Penyuluhan masyarakat pofa hidup sehat
1 |02 | XX | 19 | 03 | Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1 | 02 | XX | 19 | 04 | Monitoring evaluasi dan pelaporan
1 | 02| XX ]| 19 | 05 | Dts....
1 | 02 | XX | 19 | 06 | Pembinaan lomba bidang kesenatan (PSI/CSI,UKBM,PIKSS, UKS, PHES)
1 102 [ XX |19 | 07 | Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
1 |02 | XX | 19 | 08 | Penyusunan profil kesehatan
1 02 | XX | 19 | 08 | Sigemnas hidang kesehatan
1 (02| XX| 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 | 02| XX |20 | 01 | Pcayusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1 | 02 [ XX | 20 | 02 | Pemberian tambahan makanan dan Vilamin
1 1 02 | XX | 20 |03 | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)..
1 102 ) XX | 20 | 04 | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1 102 | XX | 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1102 XX | 21 | 01, Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
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1] 02 [ XX | 21 | 02 | Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1|02 | XX | 21 | 03 | Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1 | 02 | XX | 21 | 04 | Stimulan jamban keluarga sehat
1 [ 02 [ XX | 21 [ 05 | Peruaikan kualitas air
1 |02 | XX | 21 | 06 | Stimulan jamban dan SPAL sehat di Desa miskin
1 [ 02 | XX | 21 | 07 | Pengembangan klinik sanitasi di Puskesmas
1102 | XX |22 Program pencegahan dan penangqulangan penyakit menular
1102 | XX | 22 | 01 | Penyemprotan sarang nyamuk
1 102 | XX | 22 | 02 | Pengadaan alat foging dan bahan-bahan foging
1102 | XX | 22 | 03 | Pengadaan vaksin penyakit menular
1] 02| XX | 22 | 04 | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1 | 02 | XX | 22 | 05 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1 | 02 | XX | 22 | 06 | Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
1 | 02 | XX | 22 | 07 | Pemusnahan karantina sumber penyebab penyakit menular
1 | 02 | XX | 22 | 08 | Peningkatan Imunisasi
1 | 02 | XX | 22 | 09 | Peningkatan Surveilance Epidemiclogi dan Penanggulangan Wabah
, Peningkatan kemunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan
102 XX 2210 pembgrantasan penyakit P ;
1 | 02 | XX | 22 | 11 | Monitoring, evaluac. dan pelaporan
1 | 02 | XX | 22 | 12 | Peningkatan pemberantasan pe~yakit malaria
1 | 02 | XX | 22 | 13 | Peningkatan pemberantasan penyakit bersumber binatang DBD
1 | 02 [ XX | 22 | 14 | Peningkatan pemberantasan penyakit TB Paru
1 | 02 | XX | 22 | 15 | Eradiksi folio
1 | 02 | XX | 22 | 16 | Pengendalian menghadapi pandemi avian influensa Lampung Selatan
1 | 02 | XX | 22 | 17 | Peningkatan pemberantasan penyakit kusta
1 | 02 | XX | 22 | 18 | Peningkatan pemberantasan penysakit diare
1 102 | XX | 22 | 19 | Peningkatan pemberantasan penyakit ISPA
1 | 02 | XX | 22 | 20 | Pemberantasan penyakit rabies
1 02 | XX | 22 | 21 | Pengendalian menhadapi pandemi Avian Influensa Lam-Sel
1 | 02 | XX | 22 | 22 | Eradikasi folio
1 | 02 | XX | 22 | 23 | Kegiatan pemberantasan penyakit diare
1 ] 02 [ XX | 22 | 24 | Program pencegahan dan pemberantasan penyakit 15°A
1 | 02 | XX | 22 | 25 | Survey SST kelompok resiko tinggi HIV/AIDS
1 | 02 | XX | 22 | 26 | Program pemberantasan penyakit rabies
1 102 XX |23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 ] 02 | XX | 23 | 01 | Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1 | 02 | XX | 23 | 02 | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1 | 02 | XX | 23 | 03 | Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1 | 02 | XX | 23 | 04 | Penyusunan naskah akademis ]
1 | 02 | XX | 23 | 05 | Penyusunan Standar Analisic Belanja Pelayanan Kesehatan
1 02 | XX | 23 | 07 | Peningkatan kinerja Majelis Kesehatan Kabupaten { MKK)
1 02 | XX | 23 | 08 | Pemantapan konsep rancargan Perda, tentang perizinan bidang kesehatan
1 (o2 |xx| 28 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbf:ikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1 | 02| XX | 25 | 01 | Pembangunan Puskesmas
1 | 02 | XX | 25 | 02 | Pembangunan Puskesmas Peimbantu
1 102 | XX | 25| 03| Pengadaan puskesmas persalinan
1 ] 02 | XX | 25 | 04 | Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Induk dan Pembangunan Pagar
1 02 [ XX | 25 | 05 | Pembangunan Polindes / Poskesdes
1 [ 02 | XX | 25 | 06 | Pembangunan Gedung Laboratorium Puskesmas
1102 xx!| 25|07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Penyadaan Alat-alat

Kesehatan \DAK) )
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1|02 | XX | 27 | 03 | Pemeliharan rut'//berkala gudang obat/apotek
1 oz | xx|27 )04 Eglrgsel;lhIalrggnnlllt:r;lberkala ruang rawat inap rumah sakit Sakit (VVIP, ViP,
1 | G2 | XX | 27 | 05 | Pemeliharan rulin/berkala ruang gawat darurat
1 | 02 | XX'| 27 | 06 | Pemeliharar rutin/berkala ruang ICU, ICCU
1 (02 | XX | 27 | 07 | Pemeliharaan Rutfin/Berkala Ruang Operasi
' 1 ] 02 [ xx | 27 | 08 | Pemeliharan rutin/berkala ruang terapi
1 (02 | XX | 27 | 09 | Pemeliaran rulin/berkala 1solasi
1 (02 { XX | 27 [ 10 { Pemeliharan rulin/berkala bersalin
1| 02 | XX | 27 | 11 | Pemeliharan rutin/berkala Inkubater
1102 | XX | 27 | 12 | Pemeliharan rutin/berkala ruang bayi
1 | 02 | XX | 27 | 13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rontgen
1 | 02 | XX [ 27 | 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Laboratorium Rumah Sakit
| 1 ] 02 | Xx | 27 | 15 | Pemeliharan rutin/berkala kamar jenazah
I 1 ] 02 [ XX | 27 | 16 | Pemeliharan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
r‘l 02 | XX | 27 | 17 | Pemeliharaan rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 (02| XX |28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 102 | XX | 28 | 01 | Kemitraan asuransi kesehalan masyarakat
1 |02 | XX | 28 | 02 | Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
1 [0z | XX |28 | 03 | Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
1 | 02 | XX | 28 ) 04 | Kemitraan alih tekhnologi
1 | 02 | XX | 28 | 05 | Kemilraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
1 |02 | XX |29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
| 1 ] 02| xx |29 |01 ] Penyuluhan kesehatan anak balita
1 | 02 [ xX'| 29 | 02 | Imunisasi bagi anak balita
"1 [ 02 | XX | 20 [ 03 | Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balila
1 | 02 | XX | 29 | 04 | Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
| 1 |02 [ XX | 20 | 05 | Pembangunan sarana dan pras..na khusus pelayanan perawatan anak balita
1102 | XX | 29 | 06 | Pembangunan panti asuhar
1 | 02 ] XX | 28 | 07 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 [ 02 [ XX | 20 | L8 | Lomba Balla indonesia Tingkat Kebupaten
| 1] 02| XX |28 | 09 | Pelayanan kesehatan anak dan pembinaan kader
1 102 | XX | 29 | 10 | Pengadaan kohort bayi, anak balita, ibu, buku KIA dan formulir MTBS
1 | 02| XX |30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1 102 | XX | 30 ] 06 | Pelayanan Kesehatan
1 |02 |XX]| 31 Dst...
102 | Xx| 32 Program peningkatan kesetamatan ibu melahirkan dan anak
1102 | XX | 32 | 01 | Penyuluhan kesehalan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1102 | XX | 32 | 02 | Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
1 02 | XX | 32 | 03 | Dst ...
1 102 | XX | 32 | 04 | Sosialisasi perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
1 102 ] XX | 32 )05 ] Pembahasan kasus kematian ibu dan anak
1102 | XX |32 | 06 | Evaluasi program kesehatan lbu
1] 02 | XX | 32 | 07 | Evaluasi program kesehatan anak
1 |02 | XX |33 Program pelayanan kesehztan usaha kesehatan sekolah (UKS)
1 [ 02 ] XX | 33 | 01 | Pembinaan usaha kesehatan sekolah (dokter kecil)
1 | 02 | XX | 33 |02 Dst..
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1 |03 | XX | 22 Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan

1 | 03 | XX | 22 | 01 | Penyusunan sistem informasi database jalan

1] 03| XX | 22 | 02 | Penyusunan sistem informasi database jembatan

1 ] 03 | XX | 22 | 03 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 (03 | XX |[22 |04 (Dst... ..

1 (03 | XX |23 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1] 03 | XX | 23 | 01 | Pembangunan gedung Lalai latihan kebinamargaan

1 03 | XX | 23 | 02 | Pembangunan gedung workshop

1 | 03 | XX [ 23 | 03 | Pembangunan laboratorium kebinamargaan

1 | 03 | XX | 23 | 04 | Pengadaan alat-alat berat

1 [ 03 [ XX | 23 | 05 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

1 [ 03 | XX | 23 | 06 | Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratonum kebinamargaan

1 ] 73 | XX | 23 | 97 | Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan

1 | 03 | XX | 23 | 08 | Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

1 | 03 | XX | 23 | 09 | Rehabilitasi/pemeliharaan Laboratorium kebinamargaan

1 | 03 | XX | 23 | 10 | Rehabilitasi/pemeliharaan slat-alat berat

1 | 03 | XX | 23 | 11 | Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan perlengkapan bengkel
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

1] 03] XX} 2312 kebinamargapan

1 03 | XX | 23 | 13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 |03 | XX |23 (14| Dst........

1 o3| xx!| 2a Pro_gram Penge(nbanggn dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya

1 | 03 | XX | 24 | 01 | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1 03 | XX | 24 | 02 | Perencanaan pembangunan jaringan air bersih, air minum

1 | 03 | XX |.24 | 03 | Perencanaan pembangunan reservoir

1 | 03 | XX | 24 | 04 | Perencanaan peinbangunan pintu air

1 | 03 [ XX | 24 | 05 | Perencanaan normalisasi saluran sungai

1 ] 03 | XX | 24 | 06 | Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Dana Dak non DR

1 (03 [ XX | 24 | 07 | Pembanguan reservoir

1 [ 03 | xx | 24 | 08 | Pembangunan pintu air

1 | 03 | XX | 24 | 09 | Pelaksarmaan normalisasi aliran sungai

1 | 03 | XX | 24 | 10 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1 | 03 | XX | 24 | 11 | Rehabilitasi perneliharaan jaringan air bersih

i | 03 | XX | 24 | 12 | Rehabilitasi pemeliharaan reservoir

1 | 03 | XX | 24 | 13 | Rehabilitasi pemeliharaan pintu air

1 | 03 | XX | 24 | 14 | Rehabilitasi pemeliharaan normalisasi aliran sungai

1 | 03 | XX | 24 | 15 | Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

1 | 03 | XX | 24 | 16 | Pemberdayaan petani pemakal air

1 |1 03 | XX | 24 | 17 | Monitoring, ev aluasi dan pelaporan

1 |1 03 | XX | 24 | 18 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi {( OP )

1 | 03 | XX | 24 | 19 | Rehabilitasi’fPemeliharaan Jaringan Irigasi Dana Loan ADB

1 | 03 | XX | 24 | 20 | Rehabilitasi/Pemneliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK Non-DR

1 103 | XX | 24 | 21 | Rehabilitasi¥Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana Penanganan Pasca Bencana

1 | 03 | XX | 24 | 22 | Pembangunan da:, peningkatan jalan irgasi

1 103 | XX | 24 | 23 | Rehabilitasi jaringan pengairan dana penanganan pasca bencana

1103 (XX | 25 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Dana DAK Non-DR

1 03 | XX | 25 | 01 | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

1 | 03 | XX | 25 | 02 | Rehabilitasi sarana pengambilan dan saluran pembawa

1 ] 03 | XX | 25 [ 03 | Pemeliharaan sarana pengambilan dan saluran pembawa

1 | 03 | XX | 25 | 04 | Pembangunan sumur-sumur air tanah

1 | 03 | XX | 25 | 05 | Peningkatan partisipasi masvarakat dalam pengelolaan air
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1 | 03 | XX | 25 | 06 | Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku dana DAK non DR

1| 03 { XX | 25 | 07 | Pembangunan saran dan prasarana air minum IKK

1 103 | XX | 26 Dst ...

103 XX |27 Dst ...

1 103 [XX]| 28 Dst ...

1 [ 03 XX |29 Dst...

1 |03 | XX| 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 ] 03 | XX ] 30 | 01 | Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 | o3 | xx | 31 ~ | Program Pembangunar Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah
Dana DAK non DR

1 | 03 | XX | 31 | 01 | Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan (Dana DAK non DR)

1 03 | XX | 32 Dst ....

1103 XX | 33 Dst...

1103 XX | 34 Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

1] 03 | XX | 34 | 01 | Perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan infrstruktur

1 |03 | XX |35 Dst .. '_

1 103 | XX |36 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1 | 03 | XX | 36 | 01 | Sistem Pentediaan Air Minum (SPAM)

1 05 Penataan Ruang .

1 |05 | XX | 145 Program Perencanaan Tata Ruang

1 105 [ XX | 15 | 01 | Penvusunan kebijakan tentang penyusunar rencana tata ruang -

1 | 05 | XX | 15 | 02 | Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

1 | 05 [ XX | 15 | 03 ' Sosialisasi peraturan perundang-undangan {eniang rencana tata ruang

1 ] 08 | XX | 15 | 04 | Penyusunan rencana tataruang wilayah

1 ] 05 | XX | 15 | 05 | Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

1 |05 | XX | 16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 | 09 | XX | 16 | 01 | Koordinasi Penilaian Kota S zhat/Adipura

1 05 | XX | 16 | 02 | Penyusunan , norma, standdr dan kniteria pemanfaatan ruang

1 [ 05 | XX | 16 | 03 | Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

1 [ 05 | XX [ 16 | 04 | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1 [ 05 [ XX | 16 | 05 | Survei pemetaan

1 | 05 | XX | 16 | 06 | Pelatihan aparat dalam pemantaatan ruang

1 | 05 [ XX | 16 | 07 | Sosialisasi kebijakan norma, standar prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1 | 05 [ XX | 16 | 08 | Koordinasi dan fasilitasi penyusunan peanfaatan ruang fintas kabupaten/kota

1 | 05 | XX | 16 | 09 | Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

1 [ 05 | XX | 16 | 14 | Peningkatan Peran Sera Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

1 05 | XX | 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 | 05 XX | 17 | 01 | Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

1 | 05 | XX | 17 | 02 | Penvi.sunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
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Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

1105 | XX |17 103 pemanfaatan ruang

1 |1 05 | XX | 17 | 04 | Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

1 | 05 | XX | 17 | 05 | Pengawasan pemanfaatan ruang

1 | 05 | XX | 17 | 06 | Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang linlas kabupaten/kota

1 ] 05 | XX | 17 | 07 | Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 |05 | XX | 18 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 | 05 | XX | 18 | 01 | Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

1 105 | XX | 18 | 03 | Pemantauan Kualilas Lingkungan

1 |1 05 | XX | 18 | 04 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

1 | 05 | XX | 18 | 09 | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)

1 | 05 | XX | 18 | 14 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1 |05 | XX| 19 Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam
Dan Lingkungan Hidup

1 | 05 | XX | 19 | 01 | Pengembangan data informasi lingkungan

1 105 | XX |25 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 ] 05| XX | 25 | 05 | Pengembangan Tehnologi Pengolahan Persampaban

1| 06 Perencanaan Pembangunan /

1 |06 | XX | 15 Program Pengembangan Data/Informasi

3 i isi i i ian target kinerja progra

1 06 | xx | 15 | o1 s;:iléggllz?] Updeting, analisis data informasi capaian targ rja program

1 06 | xx | 15 | 02 Penyusunan dan pengumpulan datafinformasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan {IKK)

1 los!xx!| 15|03 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan dan pembangunan
kawasan rawan bencana

1 | 08 | XX | 15 | 04 | Penyusnan dan data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

1 | 06 | XX | 15 | 05 | Penvyusunan profile daerah tertinggal

1 06 | XX | 15 | 06 | Penyusunan Data Potensi Daerah

1 | 06 | XX | 15 | 07 | Penyusunan laporan-laporan tahunan Bappeda

1 o3| xx| 25108 F;gggusunan indek kemahatan konstruksi Kabupaten Lampung Selatan Tahun

1 | 03 | XX | 25 | 09 | Pemutakhiran peta administrasi Kabupaten Lampung Selatan

1 | 06 [ XX | 16 Program Kerjasama Pembangunan

1 | 06 | XX | 16 | 01 | Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

1 | 06 [ XX | 16 | 02 | Koordinast kerjasama pembangunan antar daerah

1 06 | XX | 16 | 03 | Fasilitas kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

1 ] 06 | XX | 16 | 04 | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

1 | 06 [ XX | 16 | 05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 |06 [ XX | 16 | 06 | Koordinasi dan fasilitasi DAK

1 06 | XX | 16 | 07 | Koordinasi dan fasilitasi program kemiskinan (Program pusat dan daerah)

’ 06 | xx | 16 | o8 :grc:‘rgg::i(ge;r:(g\;aiuasi pasca |, ogram penaggulangan kemiskinan di

1 06 | XX | 16 | 09 | Penyusunan Rensira dan RAD KLA Kabupaten Lampung Selatan

1 | 06 | XX | 18 | 10 | Evaluasi Desa Tertinggal

1 | 0B | XX | 16 | 11 | Koordinasi dan Fasilitasi DAK Bidang Kesehatan dan Pendidikan

1 | 06 | XX | 16 | 12 | Kourdinast dan Fasilitasi Program Pembangunan Daerah Teringgal (PDT)

1 |06 | XX | 17 Program pengembangan wilayah perbatasan

1 | 06 [ XX | 17 | 01 | Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

1 | 06 | XX | 17 | 02 | Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbalasan antar negara
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1 106 [ XX | 17 | 03 | Koordinasi peneiapan rencana tata ruang perbatasan
1] 06 | XX | 17 | 04 | Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
1 | 06 | XX | 17 | 05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1] 06 [XX[17[06]Dst......
[ 1 1os | xx! 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat
Tumbuh
1 1os | xx 18|01 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalarn pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
1 | 06 | XX [ 18 | 02 | Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis
1 06 | xx118 | 03 Penyusunan Perencanaan Pengembanqan Wilayah Strateqis dan Cepat
Tumbuh ( Siudy Kasus 20 Kecamalan di Kabupaten Lampung Sefatan )
|
1 | 06 | XX | 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
1 106 | XX |19 | 01 | Koordinasi pcnyelesaian permasalahan penangganan sampah perkotaan
1 | 08 | XX | 19 | 02 | Koordinasi penyelesaian penyelesaian transportasi perkotaan
1 106 | XX | 19 | 03 | Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
1 | v6 | XX | 19 | 04 | Koordinasi perencanaan penangganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
' 1 |08 | XX | 19 | 05 | Koordinasi perencanaan penangganan pusat-pusat industri
1 | 06 | XX | 19 | 06 | Koordinasi perencanaan penangganan pusatl-pusat pendidikan
1 106 | XX | 19 | 07 | Koordinasi perencanaan penangganan perumahan
1 | 06 | XX | 19 | 08 | Koordinasi perencanaan penangganan perparkiran
1 08 | XX | 19 | 09 | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1 (06 | XX | 19 | 10 | Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
' 1 | 06 [ XX | 19 | 11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 ) 08 | XX | 19 | 12 | Rencara Induk Air Baku Kabupaten Lampung Selatan
1 { 06 | XX | 19 | 13 | Penataan Bakauheni sebagai kawasan wisala
1 |06 | xx | 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 [ 08 | XX | 20 | 01 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1 | 06 { XX | 20 | 02 | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
1 | 08 | XX | 20 { 03 | Bimbingan teknis {entang perencanaan pembangunan daerah
1 | 06| XX 120 |04 |Dzna E)Endamping dan penunjang operasional PIU proyek SCBD
1 | 06 | XX | 20 | 05 | Koordinasi Perencanaan Irigasi Partisipatif
1 |06 | XX | 21 Piogram Perencanaan Pembangunan Daerah
1 1os | xx!|21 o1 Pengembangan parlisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik
"1 | 068 | XX | 21 | 02 7 Penyusunan rancangan RPJPD
1 | 06 | XX | 21 | 03 | Penyelenggaraan musrenhang RPJPD
1 106 [ XX |21 )04 | Penetapan RPJPD
1 | 06 | XX | 21 | 05 | Penyusunan rancangan RPJMD
1 | 068 | XX | 21 | 08 | Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1 108 | XX |21 |07 | Penetapan RFJMD
1 | 06 | XX ] 21 | 08 | Penyusunan Rancangan RKPD
1 06 | XX | 21 | 09 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 ] 06 [ XX | 21 | 10 | Penetapan RKJMD
1 1o | xx!21 111 Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Daecrah (LAKIP)
1106 [ XX | 21 | 12 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban {LKPJ)
1 |06 | XX]| 2113 | Dst ...
1 | 06 | XX | 21 | 14 | Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten
1 | 08 | XX | 21 | 15 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
T [ 08 | XX | 21 | 16 | Penyusunan KUA dan PPA
1 106 | XX |21 |17 | PenyusunanRPJP
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1 |06 | XX |21 |18 Dst..

1 | 06 [ XX | 21 | 19 | Monitoring Tugas Pembantuan di Kabupaten Lampung Selalan

1 | 06 | XX | 21 | 20 | Penyusunan perencanaan desa-desa pusat pertumbuhan

1 | 06 | XX | 22 Program Perenc-.naan Pembangunan Ekonomi

1 106 | XX | 22 [ 01 | Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

1 |06 | XX [ 22 | 02 | Penyusunan indikator Ekcnomi Daerah

1 | 06 | XX | 22 | 03 | Penyusunan perencanaan pengembangan ekanomi masyarakat

1 | 06 | XX | 22 | 04 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi masyarakat

1 | 06 | XX | 22 | 05 | Penyusunan label inpul output daerah

1 | 06 | XX | 22 | 06 | Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

1 06 | XX | 22 | 07 | Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

1 | 08 | XX | 22 | 08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 06 | xx | 22 | os Pola Pengembangan Xomoditas BEerbasis Agribisnis {(Pendukung Program
Propinsi dalam Pengentasan Kemiskinan)

1 06 | xx | 22 | 10 Etatlstlk indikator ekonomi desa tertinggal (Program Siger Mas) Kabupaten

ampung Selatan

1 1o | xx |22 |11 Tirn koordinasi program percepatan penanggulangan hemiskinan (Program
Siger Mas) Kabupaten Lampung Selatan
Tim koordinasi dan forum lerpadu fasilitas komoditas unggulan pisang

1|06 | XX |22 112 Kabupaten Lampung Selalan ’

1 | 06 | XX | 22 | 13 | Revitalisasi pengembangan ekonomi lokal {Program Nasional)

1 1os|xx!| 2214 Inventarisasi (CD profile multimedia) kawasan-kawasan miskin pemukiman
pesisir Kabupaten Lampung Selatan)

1 loexx|2211s Musrenbanglan 2009 sinkronisasi, koordinasi dan fasilitasi perencanaan
sektoral perekonomian Kabupaten Lampung Selatan

1 1os | xx| 22118 Ezziyou:;?an statistik ekonomi daerah Kabupaten Lampung Selatan (Prograrr_z

406 | xx |22 |17 gae;s;lti;si kerja sama program bantuan permodalan Kabupaten Lampung
Inventarisasi aplikasi dan seminarisasi ekonomi kerakyatan Kabupaten

106 XX 2218 Lampung Selatan

1 |08 | XX | 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1 08 | XX | 23 | 01 | Koordinasi masterplan pendidikan

1 | 06 | XX | 23 | 02 | Koordipast penyusunan masterplan kesehatan
Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang

1108 | Xx| 23103 pemerintah sosial budaya

1 ] 06 | XX | 23 | 04 | Monitoning, evaluasi dan pelaporan

1 |06 | XX |23 |05 |Dst......

1 06 | XX | 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

1 | 06 | XX | 24 | 01 | Koordinasi masterplan perhubungan daerah

1 |os{xx!|24 |02 l:(oordinasi penyusunan masierplan pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup

1 | 08 | XX | 24 | 03 | Monitoring, evaluasi dan pesaporan

1 | 06 | XX | 24 | 04 | Perencanaan bidang infrastrukiur Kabupaten Lampung Selatan

1 |06 | XX | 24 | 05 | Koordinasi DAK infrastruktur Kabupaten Lampung Selatan

1 |06 [ XX |24 |06 | Dst ...

1 | 08 | XX | 24 | 07 | Koordinasi penataan ruang Kabupaten Lampung Selatan

1| 07 Perhubungan

[ ]

1 | 07 | XX | 15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1 | 07 | XX | 15 | 01 | Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1 ] 07 [ XX | 15 | 02 | Penyusunan kebijkan noma standar dan prosedur bidang perhubungan

1 07 | XX | 15 [ 03 | Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasili:as perhubungan

1 07 | XX | 15 | 04 | Sosialisasi kebikan dibidang perhubungan
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1 | 07 | XX | 15 | 05 | Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang

11 07 | XX | 15 | 06 | Peningkatan pengelotaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan

1 | 07 | XX | 15 | 07 | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

1107 | XX | 15 | 08 | Monitoring, evaluasi dan pelapcran

1 07 | XX [ 15 |09 | Dst ........

1 107 XX | 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

1 | 07 | XX | 16 | 01 | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alal pengujian kendaraan

1 | 07 | XX | 16 | 02 | Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaran bermotor

1 107 | XX | 18 | 03 | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang

1 ] 07 | XX | 16 | 04 | Mruatoning, evaluasi dan pelaporan

1 Q7 | XX | 16 |05 | Dst ........

1 |07 | XX | 16 |06 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perambuan dan Fasilitas LLAJ

1 | 07 [ XX | 16 | 07 | Pengadaan kelengkapan terminal sementara Bahauheni

1 |07 | XX [ 17 Frogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 107 [ xx!|17 | ot Kegiatan penyuluhan bagi para sopirfjuru mudi untuk meningkatkan
keselamalan penumpang

1 | 07 | XX | 17 | 02 | Kegialan meningkatkan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Kegiatan temu wicara pengoiola angkutan umum guna meningkatkan .

1 07 | XX [17 | 03 kesgeiamatan penumpa%g ? ; ] S

1 | 07 | XX | 17 | 04 | Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

1 07 | XX | 17 | 05 | Kegiatan pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya

1 |07 [ XX |17 |06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyaman penumpang

1 Lot [ xx|17 |07 Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan
periengkapan periolongan pertama

1 | 07 | XX | 17 | 08 | Kegiatan penataan ‘empat-tempat pemberhentian angkutan umum

1 o7 I xx|17 |09 éigjia'::{l mencipiakan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan

1 07 | XX | 17 | 10 | Kegiatan penciptaan pelayanén cepat, tepat, murah dan mudah

1 107 | XX | 17 | 11 | Pengumpulan analisis database pelayanan angkutan

1 | 07 | XX | 17 | 12 | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

1 | 07 | XX | 17 | 13 | Fasilitas perizinan dibidang perhubungan

1 | 07 | XX | 17 | 14 | Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1 lo7 | xx| 17115 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir, juru mudi awak
kendaraan umum angkutan umum teladan

1 107 [ XX | 17 | 16 | Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

1 | 07 | XX | 17 | 17 | Menitoring, evatuasi dan pelaporan -

1 | 07 | XX | 17 | 18 | Pelatihan Peningkatan Kinerja Petugas Operasional

1 |07 | XX | 18 Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan

1 | 07 | XX | 18 | 01 | Pembangunan gedung lerminal

1 | 07 | XX | 18 | 02 | Pembangunan halte Bus

1 | 07 | XX | 18 ! 03 | Pembangunan jembatan penyebrangan gedung temminal

1 |07 [ xx |18 |04 |Dst.....

1 |07 | XX | 19 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

1107 | XX | 19 [ 01 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1 | 07 | XX | 19 | 02 | Pengadaan marka jalan

1 | 07 | XX [ 19 | 03 | Pengadaan pagar pengaman jalan

1 | 07 | XX |19 | 04 | Dst ...

1 | 07 [ XX | 19 | 05 | Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 (07| XX |20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur LLAJ

1 07 | XX | 20 | 01 | Pelatihan peningkatan dan moenitoring kinerja petugas operasional
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1|07 | XX |20 |02l Dst.
1 |07 | x| 20 |03|Dst.
] 1 O7 | XX | 20 | 04 | Dst ..
1| 07 | XX | 20 | 05 | Pengadaan bahan keperluan pengujian kendaraan bermotor
% 1 |08 Lingkungan Hidup /
4108 | XX]| 145 Program Pengemhangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 | 08 | XX | 15 | 01 | Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1 | 08 | XX | 15 | 02 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1108 [ XX | 15 | 03 | Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan
1 ] 08 | XX | 15 | 04 | Peningkatan Operasi dar. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Sersampahan
1 | 08 | XX | 15 | 05 | Pembangunan teknologi pengolahan persampahan
1 | 08| XX | 15 | 06 | Bimbingan teknis persampahan
1 | 08 | XX | 15 | 07 | Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
1 [ 08 [ XX | 15 | 08 | Kerja sama pengelolaan sampah
1 108 | XX | 15 | 09 | Kerjasama pengelolaan sarnpah antar daerah
1 | 08 | XX | 18 | 10 | Sosialisast kebijakan pengelolaan persampahan
1 | 08 | XX'| 18 | 11 | Peningkatan Peran Serla Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
1 08 | XX | 15 | 12 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan ’
Peningkatan Cperasional dun Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
1|08 | XX 115 (13 Persa?npahan P
1 |08 | XX | 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
1 | 08 | XX | 16 | 01 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1 108 | XX|16 |02 | Dst..
: 1 | 08 | XX | 16 | 03 | Pemantauan kualitas lingkungan
1 | 08 | XX | 16 | 04 | Pengawvasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
R 1 |08 | XX | 16 [ 05 | Dst ..
08 | XX | 17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
08 | XX | 17 | 01 | Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
1 | 08 | XX | 17 | 02 | Pantaidan laut lestari
1 o8| xx]17 (03 Pengembangan dan peman!apan kawasan konservasi laut, suaka perikanan
} dan keaneraraganan haysti laut
[ 08 [ 2/ ] 17 [ La ] Pengerilangan eromse's 237 jasa Doghungan
[ 1 1 SB[ Ar 7 L3 Sempencslet SamIEN TeiiteT T
[ 1 ) 28 [ XX 1 *7 1 3F F21p21331a” ke us3e3” Haiat 32 et
bt Z oy 0T T FEamgedat SINRELES IEFET RSt A7 o2 Soe-saher ar
I 4 D gE x4y T JE Zreozaczizs ST IEm@TEIET S04
‘ T XA 1T D5, AICrTTES DETCE0IEaT (T8N AN S2A
1 | 08 | XX | 17 | 10 | Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan ekosistern
1 1 08 | XX | 17 | 11 | Pengembangan dan pengelolaan kawasan world herlage laut
1 o8 | xx | 17 | 12 | Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional
1 08 | XX | 17 | 13 | Koordinasi penge 1dalian kebakaran hutan
=T oF T3 | - £ Searpezat perdt 527F TETYART 2437 IETILTGAT T4 r.orsE e ES SR
I R A
T ot ilt;y_’r:; sl T KESST
N T L TotT st
{
~ 1 708 | XX | 18 Prograin Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam
1 |08 |x*|18 |01 Z;‘;g‘::'g:g tié::j\krenabunasn terumbu karang, mangrove, padang lamun,
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Perencanaan dan penyusunan program pembangunan dan pengendalian
1108 | XX |18 |02 . .
sumber daya alam dan lingkungan hidup

1 | 08 | XX | 18 | 03 | Rehabilitasi hutan dan lahan

1 | 08 | XX | 18 | 04 | Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan

1 | 08 | XX [ 18 [ 05 | Penyusunan p2doman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang
1 | 08 | XX | 18 | 06 | Sosialisasi pedoman slandar den prosedur rehabililasi terumbu karang

1 1oa|xx|18 o7 Peningkatan peran serta masyrakat dalam rehabilitasi dan pemulihan
cadangan SDA

1 | 08 | XX | 18 | 08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 (08 | XX |18 |09 | Dst........

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam
1108 [XX]19 . :
dan lingkungan hidup :

1 | 08 | XX | 19 | 01 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1 | 08 | XX | 19 [ 02 | Pengembangan data dan informasi lingkungan

1 |08 |xx| 1903 Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan nasional
dan daerah

1 | 08 | XX | 19 | 04 | Penguatan jenjang informasi lingkungan pusat dan daerah
1] 08 [ XX | 19 | 05 | Monitofing, evaluasi dan pelaporan
1 |08 | XX |19 |06 | Dst.......

1 (08| XX | 20 Program peningkatan pengendalian Polusi

1|08 | XX | 20 | 01 | Pengujian emisi kendaraan beomolor

1 108 | XX | 20 | 02 | Pengujian emisi polusi udara akfivitas industri

1 | 08 ] XX | 20 | 03 | Pegujian kadar polusi limbah padat cair yang menimbulkan polusi

1 | 08 | XX | 20 | 04 | Pembangunan tempat pebuanganr benda padat cair yang menimbulkan polusi

1 | 08 | XX | 20 | 05 | Penyuluhan dan pengendalian poiusi dan pencemaran

1 | 08 | XX | 20 | 06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 108 XX |20 |07 |Dst........

1 | os | xx! 21 Program pengemba_ngan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-
kawasan konservasi laut dan hutan

1 | 08 | XX | 219 | 01 | Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi

1 | 08 | XX | 21 | 02 | Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata

1 | 08 | XX | 21 | 03 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 108 | XX |21 [04|Dst......

1 | 08 | XX | 22 Program pengendalian kebakaran hutan

1 | 08 | XX | 22 | 01 | Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan

1 108 | XX | 22 | 02 | Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan

1 | 08| XX | 22 | 03 | Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

1 o8| xx| 22|04 ﬁstrég:]uuunan norma standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran

1 | 08 | XX | 22 | 05 | Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan

1 | 08 | XX | 22 | 06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 08 | XX | 22 |07 | Dst........

08 | XX | 23 Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

1

1 | 08 [ XX | 23 | 01 | Pengelolaan rehabilitasi ekosistemn pesisir dan laut

1 | 08 | XX | 23 | 02 | Pengembangan ekosistem pengelolaan pesisir laut

1 |08 XX |23 |03 ]|dst..

1 [ 08| XX | 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

08 | XX | 24 | 01 | Penyusunan kebaikan norma, standar prosedur dan manual pengelolaan RTH
1 | 08 | XX | 24 | 02 | Sosialisasi kebijakan norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
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1 | 08 | XX | 24 | 03 | Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

1 | 08 | XX | 24 | 04 | Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

1 | 08 | XX | 24 | 05 | Penataan Ruang Terbuka Hijau

1 |08 | XX | 24 | 06 | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

1|08 [XX| 285 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

1 | 08 | XX | 26 | 01 | Investasi pembangunan pemasangan lampu jalan di Kabupaten Lam-Sel

1 |08 XX | 28 Program Pengendalian Banjir

1 | 08 | XX | 28 | 07 | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai

11|10 Kependudukan dan Catatan Sipil //

1 |10 | XX [ 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1] 10 | XX | 15 } 01 | Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara {erpadu

1 110 [ xx |15 | 02 Entri data daftar rumah tangga (DRT) menuju sistern informasi administrasi
kependudukan (SIAK)

1110 | xx| 15 | o2 gmgm‘zﬁtaaasri‘)sistem administrasi kependudukan (mambangun updating dan

1 |10 [ XX | 15 | 04 | Pembentukan dan penetaan sislem koneksi NIK

1 [ 10 | XX | 15 | 05 | Koordinasi sistem pelaksanaan kebijakan kependudukan

1 | 10 | XX | 15 | 06 | Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

1 | 10 | XX | 15 | 07 | Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

1 | 10 [ XX | 15 | 08 | Pengembangan database kependudukan

1 | 10 | XX | 15 | 09 | Penyusunan k :biakan kependudukan

1 | 10 [ XX | 15 | 10 | Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

1 |10 [ XX | 15 | 11 | sosialisasi kebijakan kependudukan

1 | 10 | XX | 15 | 12 | Peningkatan kapasitas keseimbangan kependudukan

1 | 10 [ XX | 15 | 13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 | 10 | XX | 15 | 14 | Peningkatan pelavanan akla-akta catatan sipil

1 [ 10 | XX | 15 | 15 | Pengelolaan premi asuransi rumah tangga miskin

1 [ 10 | XX | 15 | 16 | Pemutakhiran data penduduk

1 10 | XX | 16 Program Bidang Kesejahteraan Sosial

1 10 | XX | 16 | 01 | Pelayanan Jan rehabilitasi kessos ( Peningkatan Kualitas Bagi Lanjut Usia )

1 | 10 [ XX | 16 | 02 | Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin

1 | 10 | XX | 16 | 03 | Monitoring, evaluasi dan pelzporan

1 | 10 | XX | 16 | 04 | Pengembangan bakat dan keterampilan anak kurang mampu

1 | 10 [ XX | 16 | 06 | Peningkatan kualitas SDM Kesos bagi Organisasi Sosial Masyarakat (Orsos)

1 (10 | XX | 17 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 10 | XX | 17 | 11 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 | 10 [ XX | 17 | 12 | Peningkatan Kualitas Bagi Lanjut Usia

1 |10 | XX | 18 Program Pembinaan Anak Terlantar

1 10 | XX | 18 | 04 | Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

1 10 | XX | 19 Program Pemberdayaan Keleinbagaan Kesejahteraan Sosial

1 110 [ XX [ 19 | 03 | Peningkatan Kualitas SOM Kesejahteraan Masyarakat

1 ]12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera vV

1 12 | XX | 15 Keluarga Berencana

1 |12 | XX | 15 | 01 | Penyediaan petayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin

1 |12 [ XX | 15 | 02 | Pelayanan KIE

1 |12 | XX | 15 | 03 | Peningkatan perlindungan hak reproduksi indifidu
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12

XX

15

04

Pelatihan PLKB dan PKB Tingkat Nasional

12

XX

15

05

Orientasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana ( PKB)

12

XX

15

06

Penilaian Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana ( PKB)

<]

12

XX

15

o7

Cperasional Pelayanan KB Melalui TMKK

-

12

XX

15

08

Operasional Pelayanan KB/KS Melalui Kesatuan Gerak (Kesrak} PKK - KB -
Kesehatan

12

XX

15

09

Dst ...

12

XX

15

10

Penerangan KB/KS melalui mobil unit penerangan (MUPEN)

12

XX

15

11

Bhakti Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )

12

XX

15

12

12

XX

18

13

Pelayanan KB Keliling {TKBK)

12

XX

15

14

Perlemuan lengkap petugas lapangan K8

12

XX

15

15

Lomba K8 di Lingkungan Perusahaan

12

XX

15

16

Pekan Promosi Program KB/KS dan Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS

12

XX

15

17

Feringatan Harganas Tk. Kabupaten

12

XX

15

18

Pelatihan PLKB dan PKB Tk. Nasignal

12

XX

15

19

Pekayanan KB Keliling (TKBK)

— ] s | ]| 2| ] 2= =]~ =]

12

XX

15

20

Penyediaan mobil penerangan (MUPEN) KB

12

XX

15

21

Penyediaan kendaraan ben yotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB

12

XX

16

Kesehatan Reproduksi Remaja

12

XX

16

01

Advokasi dan KIE

12

XX

16

02

Memperkuat dukungan dan panisipasi masyarakat

— ] = | | =

12

XX

16

03

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Bagi Kelompok Remaja

12

XX

17

Palayanan Kontrasepsi

12

XX

17

01

Pelayanan konseling KB

12

XX

17

02

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

12

XX

17

03

Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis

12

XX

17

04

-tk s | —a ]| | -

12

XX

17

05

Pelayanan sarana pelayanan KB dan klinik KB

12

XX

18

Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB - KR yang
Mandit *

12

XX

18

01

Fasilitas pembentukan kelompox masyarakat peduli KB

12

XX

18

02

Pelaksanaan pendataan keluarga

12

XX

18

03

Koordinasi pengelolaan program

12

XX

18

04

Intensifikasi gerakan pemberdayaan masyarakat desa tertinggal

12

XX

18

05

Pelaksanaan Pendataan Keluarga

— ] b ok | | A A

12

XX

18

06

Penyusunan Analisa dan Dampak Program

—

12

XX

18

o7

Pembentukan dan pelatihan kades P3KSS, Nakerwan dan Pokjanal GSi untuk
persiapan lomba Tk. Propinsi Lampung

12

XX

18

08

Sosialisasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA} di Kecamatan

12

XX

18

09

Operasional pembinaan perempuan tani

12

XX

18

10

Peningkatan Promosi Hasil Pendataan Keluarga

12

XX

18

11

Dst ...

— ] =] -

12

XX

18

12

Pengolahan Hasil Pendataan Keluarga

12

XX

19

Progrim promosi «esehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan dimasyarakat

12

18

01

Penyuluhan kesehatan ibu, bagi anak dan melalui kelompok kegiatan
masyarakat

12

XX

18

02

dst.......

12

XX

19

03

dst.......
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1 |12 [ XX | 20 Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

1 | 12 | XX | 20 | 01 | Pendirian pusat pefayanan informasi dan konseling KKR

1 12 | xx 120 | a2 F?silitas forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya
diluar sekolah

1 12 | XX | 20 | 03 | Pengadaan Sarana KE| Kesehatan Reproduksi Remaja

1 12 | XX | 20 | 05 | Orientasi Bagi Fasilitator PIK - KRR dan SKR

1 112 I xx | 20 | 10 Pembiraan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehalan Reproduksi Remaja
(PIK- KRR)

1 |12 | XX | 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/Aids

1 12 | XX | 21 | 01 | penyuluban penangguiangan narkoba dan PMS disekolah

1T 112 [ XX |21 )02]dst.........

1 |12 | xx | 22 Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak

1112 | xx | 22 | o1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasunan dan pembinaan tumbuh
kembang anak

1 |12 | XX | 22 | 02 | Lomba Bina Keluarga Balita Tingkal Propinsi

1 112 (| XX | 22 | 03 | Dst....

1 |12 | XX | 23 Program dst...

1 |12 | XX | 23 | 01 | Dst...

1 |12 | XX | 24 Program Pengembangan Model Operasional PKB-Posyandu-PAUD

1 12 | XX | 24 | 01 | Studi banding keterpaduan program posyandu, BKB dan PAUS

1 |12 (XX | 24 | 02 | Dst....

1 13 Sosial

1 13 | xx| 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komoditas Adat Terpencil (KTRT}
dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya

1 113 | xx |15 | 01 Peningkatan kemampuan {Capacity Building) petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya )

1 [ 13 [ XX | 15 [ 02 | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

1 [13 | XX | 15 | 03 | Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

1 [ 13 | XX | 15 | 04 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

1 [ 13 [ XX [ 15 | 05 | Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

1 [ 13 | XX | 15| 06 | Dsl...

1 |13 | XX | 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1|13 xx| 18 |01 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi
penyandang cacat dan lansia
Peiayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi karban eksploitasi,

1 |13 | XX | 16 | 02
perdacangan perempuan dan anak

1 113 | xx| 15 | 03 Felaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)

y 13 | xx | 16 | 04 Pelatihan ketempilan dan praktek betajar kerja bagi anak tedantar temmasuk
anak jalanan, anak cacal, dan anak nakal

1 |13 | xx| 18 | 05 Pelayanan psikologis bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban
bencana

1 [ 13 | XX | 16 | 06 | Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center

1 113 | xx |18 | 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS

1 113 | xx| 18 | 12 Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial masyarakat
(Karang Taruna)

1 | 13 | XX | 17 Dst ...
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1113 | XX | 18 Dst .

1 | 13 | XX |19 Dst ..

1 113 | XX | 20 Dst ...

1 (13 XX ]| 21 Dst.

1 [ 13 [ XX | 22 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 13 | xx | 22 | 01 Manev UU No. 4/1980 tentang waijib lapor lowongan kerja perusahaan,
hubungan industrial dan syarat-syarat kerja

1 |13 | XX | 22 | 02 | Dst ... ]

1 |13 (XX | 23 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 (13 | XX | 23 | 01 | Pengawasan perlindungan tenaga kerja dan perselisihan hubungan industrial

1 |13 | XX | 23 | 02| Dst ...

1 113 [ XX | 24 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi

1 |13 | XX | 24 | 01 ; -

, penyandang cacat dan lansia

1 |13 | XX | 24 | 02| Dst..

1 |14 Tenaga Kerja

1 |14 | XX | 1§ Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1 | 14 | XX | 15 | 01 | Penyusunan dalabase tenaga kerja daerah

1 | 14 | XX | 15 | 02 | Pembangunan baigi latihan kerja

1 | 14 | XX | 15 | 03 | Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampiian bagi pencari kerja

1 | 14 | XX | 15 | 04 | Peringkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

1 | 14 | XX | 15 | 05 | Pengadaan bahan dan maten pendidikan dan keterampilan kerja

1 | 14 | XX | 15 | 06 | Pendidikan dan petatihan keterampilan bagi pecari kerja

1 14 | XX | 15 | 07 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

1 | 14 | XX | 15 | 08 | Rehabili{asi sedang/berat sarana dan prasarana BLK

1 | 14 | XX | 15 | 09 [ Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 | 14 [ XX |15 [10|Dst........

1 |14 | XX | 16 Peningkatan Kesempatan Karja

1 | 14 | XX | 16 | 01 | Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1 | 14 | XX | 16 | 02 | Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1 | 14 | XX | 16 | 03 | Kerja sama pendidikan dan pelatihan

1 [ 14 | XX | 16 | 04 | Penyiapan tenaga kerja siap pakai

1 | 14 | XX | 16 | 05 | Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewiraswastaan

1 |14 | xx| 15 | o6 Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat

1 14 [ XX | 16 | 07 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 14 | xx | 16 | 08 Monitoring dan Evaluasi Keppres No.4/1980 tentang Wajib Lowongan Kerja di

’ PT dan Tenaga Asing

1 |14 | XX | 17 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 14 | XX [ 17 | 01 | Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

114 xx |17 |02 Easililqs penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan
industrial

1 14 { xx | 17 | 03 Fasilitas pros|edur pemberian pedindungan hukum dan jaminan sosial
ketenaga kerjaan

1 14 | XX | 17 | 04 | Sosialisasi berbagai poraturan pelaksanana tontang ketenagakerjaan
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Peningkatan pengawasan >erlindungan dan penegakan hukum terhadap

114 XX T {05 keselamatan dan kesehatan kerja

1 | 14 | XX | 17 | D6 | Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja

1114 | XX | 17 | 07 | Pemantauan kingrja lembaga penyalur tenaga kerja

1 | 14 | XX | 17 | 08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 | 14 | XX | 17 | 09 | Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

1 | 14 | XX | 17 | 10 { Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dan Anak

/e

1 114 [ XX | 18 Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

1 [ 14 | XX | 18 | 01 | Peningkatan koordinasi syaral-syaral kerja

1 |14 | XX |18 | 02 | Dst.....

1 14 | XX | 19 Penyediaan Pelayanan Transformasi Ketransmigrasian

114 | xx | 12 | o1 Pembentukan Pelayanan Transfo@asi dan Penyulurfan Ketransmigrasian di
02 v:camatan dalam rangka pengirfiman transmigrasi ke Kalimantan

1 114 [ XX ] 19 | 01 ) Dst....

1 | 14 XX | 20 Program promosi ketenagakerjaan

1 ] 14 | XX | 20 | 01 | Lomba bidang ketenakerjaan dan promosi pembangunan

1 | 14 | XX | 20102|Dst...

1 114 | XX | 21 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1 14 1 XX | 21 | 01 | Bimtek peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja

1 |14 | XX | 21 |02 | Dst....,

1 |15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 |15 | XX | 1§ Program penciptaan iklim uszha-usaha kecil menengah yang kondusif

1 [ 15 | XX | 15 | 01 | Penyusunan kebijakan ientang usaha kecil menengah

1 15 | XX | 15 | 02 | Sosialisasi kebijakan tentang UKM

1 [ 15 | XX | 15 | 03 | Fasilitas kemudah2 i formalisasi badan usaha UKM

1 15 | XX | 15 | 04 | Pendirian unit penangganan pengaduan

1 15 | XX | 15 | 05 | Pengkajian dampak regulasi /kebijakan nasionai

1 | 15 I XX | 15 | 06 | PerenCanaan koordinasi dan pembangunan UKM

1 115 | XX | 15 | 07 | Pengembangan jaringan infrastrukiur UKM

1 |15 | XX [ 15 | 08 | Fasilitas pengembangan porses produksi UKM i

1 |15 | XX | 15 | 09 | Fasilitas permasalahan proses produksi UKM

1 | 15 | XX | 15 | 10 | Pemberian fasilitas pengamanan kawasan UKM

1 [ 15 | XX | 15 | 11 | Monitering, evaluasi dan peiaporan

1 |15 [ XX |15 |12 | Dst.......

1115 | xx | 16 Program Pgngembangan Kewirausahaan dan Keungqulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah

1 | 15 | XX | 16 | 01 | Fasilltas pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

1 18 | XX | 18 | 02 | Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi UKM dengan perusahaan asing

1 15 | XX | 16 | 03 | Memfasilitasi peningkatan kemnitraan usaha bagi usaha micro kecil menengah

1 | 15 | XX | 16 | 04 | Peningkatan kerja sama dibidang HAK]|

1 15 | XX | 16 | 05 | Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi

1 | 156 | XX | 16 | 06 | Penyelenggaraan pelalihan kewirausahaan

1 | 15 [ XX | 16 | 07 | Pelatihan manajemen pegelolaan koperasi /KUD

1 | 15 | XX | 168 | 08 | Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah

1 |15 | xx |16 | 09 Sosiglisgsi dan pelatihgn pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga
kelestarian kawasan mickro kecil menengah

1 | 16 | XX [ 1€ | 10 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
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v l1s | xx | 18 | 11 Bimbingan Penyuluhan Anggota KUKM dan Duikurgan Lomba
i Desa/UKS/P2KSS
1 15 | XX | 16 | 12 | Pengentasan Kemiskinan Melalui Koperasi
1 15 | XX | 16 | 13 | Pengembangan produk unggulan komoditi pisang
1 115 | Xx | 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1] 15 | XX | 17 | 01 | Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
1 115 | XX | 17 | 02 | Pengembangan klaster bisnis
1 ] 15 | XX | {7 | 03 | Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerinlahan untuk UKM dan koperasi
1 16 | XX | 17 | 04 | Koorginasi pengunaan dana pemerintah bagi usaha micro kecil menengah
1115 xx |17 | 05 [::gﬂamnéa:::résﬁngelolaan penggunaan dana pgmerinlahan bagi usaha micro
1 15 | XX | 17 | 06 | Pengembangan sarana prasarana pemasaran produk UKM
1 | 15 | XX | 17 | G7 | Peningkatan jaringan kerja sama antar iembaga
1 115 1xx| 17 | os Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri
menengah
1 |15 [ XX [ 17 | 09 | Penyelenggaraan promosi produk
1 | 15 | XX | 17 | 10 | Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekenomi lokal
1 15 | XX | 17 | 11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 | 15 | XX | 17 | 12 | Pengembangan Informasi Potensi Koperasi
Pelaksanaan Pasar Rakyat Ramadhan, hari Koperasi Tingkat Kabuapten,
115 XX A7) 13 Propinsi dan Nasional
| 1 115 [ Xx| 17 | 14 | Magang dan Study KUKM
1 |15 | XX | 18 Program Peningkatan Ku:litas Kelembagaan Koperasi
1 | 15 | XX | 18 | 01 | Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
1 | 15 | XX | 18 | 02 | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perekonomian
1 15 | XX | 18 | 03 | Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perekonomian
"1 | 15 | XX | 18 | 04 | Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perekonomian
1 {15 | XX | 18 | 05 [ Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berpreslasi
1 15 | XX | 18 | 06 | Peningkalan dan pengembangan jaringan kerja sama usah koperasi
1 15 | XX | 18 | 07 | Penyebaran model-model pengembangan koperasi
1 | 15 | XX | 18 | 08 | Rintisgn penerapan teknologi sederhana
1 [ 15 | XX | 18 | C9 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 15 | XX | 18 | 10 | Bimlek Pengembangan Kinerja dan Pengendalian Koperasi
1 115 | XX [ 18 | 11 | Peningkalan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Keeil
1 ] 15 | xx | 18 | 12 | Penilaian Tingkat Kesehalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP-Koperasi)
I 1 | 15 | xX | 18 | 13 | Munitoring evaluasi dan revitalisasi koperasi dan investasi
}L1 15 | XX |19 Program Peningkatan Promosi dan Keijasama Investasi
| 1 | 15 | XX | 18 | 01 | Potensi Daerah dan Peluang Investasi
1 [ 15 | x| 18 | 02 | Promasi Penanaman Modal
1 16 Penanaman Modal Daerah
1 [16 | XX | 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
L 1 118 | xx ! 15 | o1 Peningkatan fasilitasi terwujudnva kerjasama strategis antara usaha besar dan
usaha kecil menengah
L1 16 | XX | 15 | 02 | Pengembangan potensi unggulan daerah
1 118 [ xx | 15 [ 03 Fa§ilitasi dan koordiansi persepatan pembangunan kawasan produksi daerah
tertinggal {P2KPDT)
oordinasi endali i i
4 _1_6_ XX | —1_5H _?_4_ E@%ﬁ:k&lmar iembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi
t 116 | XX | 15 | 05 | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
1 |16 | XX ] 15 | 06 | Peningkatan kor Jinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan
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instansi pemerintah dan dunia usaha

1 116 [ XX | 15 | 07 | Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
1 116 | xx | 15 | o8 Peningkatan kegialan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
1 116 | XX | 15 | 09 | Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
1 |16 | XX | 15 | 10 | Penyelenggaraan pameran investasi
1 [16 | XX | 15 | 11 | Moniloring, evaluasi dan pelaporan
1 [16 | XX [ 15| 12 | Dst ...
1 |16 | XX | 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 |16 | XX | 16 | 01 | Penyusunan kebija'.an investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
1 (16 | XX | 16 | 02 | Dst...
1 |16 | XX | 17 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
1 [16 | XX [ 17 | @1 | Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
1 |16 | XX | 17 | 02 | Dst ...
1 17 Kebudayaan
1 17 | XX | 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
1 17 | XX | 15 | 01 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1 17 | XX | 15 | 02 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
1 |17 | XX | 15 | 03 | Penyusunan kebijakan lentang budaya lokal daerah
1 17 | XX | 15 | 04 | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peng:mbangan nilai budaya
1 17 | XX | 15 | 05 | Pelaksanaan Promagsi Pariwisata Nusantara di dalam dan di lJuar Negeri
117 | XX | 16 Program Pengeimbangan Destinasi Pariwisata
1 | 17 | XX | 16 | 01 | Pengembangan Objek Parwisala Ungguian
1 17 | XY. | 16 | 02 | Peningkatan Pembangunan Szrana dan Prasarana Priwisala
1 (17 | XX | 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1 17 | XX | 17 | 04 | Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
1 17 | XX | 17 | 05 | Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1 18 Kepemudaan dan Olah Raga
1 118 | XX | 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1 |18 | XX | 15 | 01 | Pendalaan polensi kepemudaan
1 18 | XX | 15 [ 02 | Dst ..
1 |18 | XX | 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1 18 | XX [ 16 | 01 | Pembinaan organisasi kepemudaan
1 (18 | XX | 16 | 02 | Dst ..
Program Peningkatan Upayva Penumbuhan Kewirausahaan dan
1 |18 | XX | 17 )
Kecakapan Hidup Pemuda
1 |18 | XX | 17 | 01 | Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1118 | XX | 17 | 02 | Dt .
1 |18 | XX | 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1 118 | XX | 18 | 01 | Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
1 118 | XX | 18 | 02 | Dst ..
1 |18 [ XX | 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajen en Olah Raga
1 |18 [ XX | 19 | 01 | Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
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1 |18 | XX | 18 | 02 | Dst ..
1 |18 | XX | 20 Program Pembhinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
V|18 | XX | 20 | 01 | Pelaks inaan identitikasi bakat dan potensi pelajar dalah oiahraga
1 18 | XX |20 |02 | Dst ..
1 |18 | XX | 20 | 17 | Kegiatan Hardiknas, Haoras, dan Hari Sumpah Pemuda
1 118 | xx |20 | 18 IF_)ompa olah raga 02 SN SD pengiriman atlit prestasi ke Tingkal
ropinsi/Nasional
1 18 | XX [ 20 | 19 | Dst ..
1 (18 | XX | 21 Pragram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1 |18 | xx 21 01 Peningkatan pola kemitraan antar pemerintah dan masyarakat untuk
pembangunan sarana dan prasarana olah 1aga
1118 | XX |21 | 02| Dst..
1 |18 | XX | 21 | 08 | Pengadaan sarana olah raga SD/SMP
1 (18 [ XX |21 | 09 | Dst ..
1] 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 |19 | XX | 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingungan
1 119 | XX | 15 |01 | Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyaman lingkungan
1 119 | XX | 15 | D2 | Pembangunan pos jaga /ronda
1 119 [ XX | 15 | 03 | Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 | 19 | XX | 15 | 04 | Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
1 19 | XX [ 15 | 05 | Pengendalian keamanan lingkungan
1 19 | XX | 15 | 06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 19 | XX | 15 | 07 | Pelatihan satuan keamanan lingkungan masyarakat (Linmas Desa)
1 |19 | XX | 16 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
1 19 | XX | 16 | 01 | Pengawasan sengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1119 | xx |16 |02 E;gir?gtl-;lan kerja sama dengan aparat keamanan dan teknik pencegahan
1 19 | xx | 18 | 03 Kerjasama pengerpbangan kemampuan aparat polisi pamony praja dengan
TNI/POLRI dan kejaksaan
1 19 | xx | 16 | 04 :;zggahngkatan kar ssitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di
1 |19 | XX [ 16 | 05 | Moniloring, evaluasi dan pelapoidn
1 19 | XX | 16 | 06 | Dst........
1 19 | XX | 16 | 07 | Penyuluhan Keamanan, Ketlenteraman dan Ketertiban Terhadap Masyarakal
1 119 | XX | 16 | 08 | Penertiban Gubuk-Gubuk Liar disepanjang Damija
1 [ 18 | XX | 16 | 08 | Pelatiran PPNS Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan
1 |19 | XX | 16 | 10 | Peiatihan Kesamaptaan Anggata Polisi Pamong Praja
1 19 | XX | 16 | 11 | Operasi Gerakan Disiplin Nasional
1 | 19 | XX | 16 | 12 | Penambahan Peralatan Drum Band dan Koorsik Anggota Polisi Pamong Praja
1 19 | XX | 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 | 19 | XX | 17 | 01 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1 19 | XX | 17 | 02 | Peningkatan rasa seoiedaritas Jan ikatan sgsial dikalairgan masyarakat
1 |19 | XX | 17 | 03 | Peningkalan kesadaran masyarakal akan nilai-nilai luhur budaya
1 119 | XX |17 |04 |dst...... .
1 19 [ XX | 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1 119  xx| 18 | o1 Fasilitas pgncapaian halqoh dan berbagai forum keagaman lainnya galam
| upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1 19 | XX | 18 | 02 | Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
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Pentas seni dan budava, festival, iomba cipta drlam upaya peningkatan

1 19 ] XX | 18 03 wawasan kebangsaan
1 ] 19 | XX | 18 | 04 | Pameran promosi pembangunan Tk. Propinsi
T | 19 | XX | 18 | 05 | Pameran promosi pembangunan Tk. Kabupaten
1119 | xx | 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
1119 | XX | 19 | 01 | Pembenlukan satuan keamapan lingkungan di masyarakat
1 [ 19 | XX | 19 | 02 | Komoditas Intelejen Daerah
1 /19 | XX | 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
1 [ 19 [ xx |20 o1 Penyul Jhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba
1 119 | XX | 20 | 02 | Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
1119 | XX | 20 | 03 | Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
1| 19 | XX | 20 | 04 | Fenyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
1 119 | XX | 20 | 05 | Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan
1 19 | XX | 20 | 06 | Penyuluhar: pencegahan praktek perjudian
1 ] 19 | XX | 20 | 07 | Penegakan Peraturan Daerah Melalui Operasi Bersama Dinas Terkait
1 |19 | XX | 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
1 18 | XX | 21 | 01 | Penyuluhan kepada masyarakat
1 ] 19 | XX | 21 | 02 | Keordinasi Forum Diskusi Politik
1 119 | XX | 21 |03 | Dst...
1 118 | XX | 21 | 04 | Penyusunan Dalabase parpo! dan onmas
1 [ 19 | XX | 21 | 05 | Dst.
1 | 19 | XX | 21 | 06 | Dialog politik dan pembangunan bagi kaum perempuan
-1 | 19 | XX | 21 | 07 | DESK pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 |19 | XX | 22 Program Pencegahan Diri dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1 19 | XX | 22 | 01 | Pemantauan dan penyebarluasan infonmasi potensi bencana alam
1 119 xx |22 |02 Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari
ancaman korban bencana alam
1 119 | xx| 22|02 :;r:gaila‘an sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan
! 18] XX | 2204 semgeutara. ° P PP P
Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Anggota Satlak PB dan Petugas
1 /16| XX | 2205 CQperasional Desgg k 81798 :
1 | 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
. Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 |20 | XX |15 Piogram Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 | XX | 15 | 01 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1 120 xx| 15 | o2 ;I:fgr?%dlg::;l:rgagaas;;c;r;:nlka5| Jengan Pejabat Pemerintah Daerah dan
"1 | 20| xx | 15 | 03 [ Rapm-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1 | 20 | XX | 15 | 04 | Rapat-Rapdl Paripurna
1 | 20 | XX | 15 | 05 | Kegiatan Reses
1 [ 20 | XX [ 15 | 06 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
1 | 20 | XX | 15 | O7 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1 | 20 | XX | 15 | 08 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 ] 20 | XX | 15 | 09 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
1 | 20 [ xx | 15 [ 10 | Belanja kegia:an penunjang operasional pimpinan DPRD
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Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil

1120 XX 16 Kepala Daerah

3 20 | XX | 16 | 01 | Dst...

1|20 | XX | 16 | 02 | Dst....

1 | 20 | XX | 16 | 03 | Rapat kgordinasi unsur MUSPIDA

1 | 20 | XX | 16 | 04 | Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

1 | 20 | XX | 16 | 05 | Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

1 | 20 | XX | 16 | 06 | Koordinasi dengan pemerintah pusat pemerintah daerah lainya

1 | 20 | XX | 17 Program Petiingkatan dan Pengembangan Penglolaan Keuangan Daerah

1 | 20 | XX | 17 | 01 | Penyusunan analisis standar belanja —

1 | 20 | XX | 17 | 02 | Penyusunan Standar Satuan Harga

1 | 20 | XX | 17 | 03 | Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

1 [ 20 | XX | 17 & 04 | Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1 | 20 | XX | 17 { 056 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

1 | 20 | XX | 17 | 06 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

1 | 20 ) XX | 17 | 07 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

1 [ 20 | XX | 17 | 08 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

1 [ 20| XX | 1708 Per:bahan APBD | pata b 9 :

1 120 xx |17 |10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban
Pelaksanaan APBD

1120 | xx |17 |11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung
Jawab in Pelaksanaan APBD

1 l200xx |17 112 _l?:aiaﬁ;rl:nan Sistem Informasi Keuangan Daerah/Penyusunan Laporan

1 | 20 | XX | 17 | 13 | Penyusunan sistem infoimasi pengelolaan keuangan daerah

1 | 20 | XX | 17 | 14 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuannan daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulas; Tentang Pengelclaan

T 20 XX AT 1S Keuanggan Daerah S °

1 | 20 | XX | 17 | 16 | Peningkatar manajemen barang asel daera

1 | 20 | XX | 17 | 17 | Peningkatan manajemen investasi daerah

1 | 20 | XX | 17 | 18 | Revaluasi appraisal aset/barang daerah

1 | 20 | XX | 17 | 18 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1 [ 20 [ XX [ 17 | 20 | Lapor@in'barang milik daerah (LBMD)

1 | 20 | XX | 17 | 21 | Bintek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 20 | XX | 17 | 22 | Penyusunan laporan mutasi barang

1 20 { XX | 17 | 23 | Penatausahaan Administrasi Keuangan

1 | 20 | XX | 17 | 24 | Evaluasi dan Monitoring SPJ Bendahara

1 120 | XX | 17 | 25 | Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah

1 | 20 | XX | 17 | 26 | Asistensi penyusunan neraca akhir

1 [ 20 [ XX | 17 | 27 | Penyusunan sictem dan prosedur penyusunan APBD

1 20 | XX | 17 | 28 | Penyusunan laporan triwulanan

1 |20 | XX | 17 | 29 | Dst...

1 | 20 | XX [ 17 | 30 | Administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah

1 20 | XX | 17 | 31 | Bimtek penyusunan faporan dan evaluai

1 | 20 | XX | 17 | 32 | Penyusundn sistem informasi LPPD dan ILPPD Kabupaten Lampung Selatan

1 | 20 | XX | 17 | 33 | Peningkatan SDM Pengeloiaan Pembangunan Daerah

1 120 | XX |17 | 34 | Dsl ...

1 |20 | xx| 18 Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota

1120 [ XX | 18 | 01 | Evaluasi rancangan peraturan daerah tenlang APBD kabupalen kota

1 | 20 | XX | 18 | 02 | Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota

n



Evaluasi rancangan peraturan Jaerah tentang pajak daerah dan retribusi
120 XX 11803 daerah kabupaten/kota
2 1 | 20 | xx | 18 | 04 | PENYUSUNan standar evaluasi rancangan peraluran daerah tentang APB0D
kabupaten/kota
. 1 1201 xx |18 | 05 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah
s kabupaten/kota
1 | 20 | XX | 18 | 06 | Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 | 20 | XX 18 07 | Bimbigan teknis sistem akuitansi pemerintahan
1 |20 | XX |19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1 | 20 | XX | 19 | 01 | Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1 | 20 | XX | 18 | 02 | Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
1 | 20 | XX | 19 | 03 | Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
1 |20 | XX | 19 | 04 |dst......
1 |20 [ xx | 20 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 | 20 | XX | 20 | 01 | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1 | 20 [ XX | 20 | 02 | Penanyanan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
1 | 20 | XX | 20 | 03 | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
| 1 | 20 | XX | 20 | 04 | Per=.1gganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
1 | 20 | XX | 20 | 05 | Inventarisasi Temuan Pengawasan
1 | 20 | XX | 20 | 06 | lindak 1anjut hasil temuan pengawasan
Kvordinasi pengawasan yang lebin komprehensif dalam penyelenggaraan dan
1|20 | XX 2007 ketertiban umum
1 | 20 | XX | 20 | 08 | evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- 1 | 20 | XX | 20 | 09 | Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan APBD Bid. PU, Pendidikan dan Kesehatan
. 1 |20 | xx | 21 Frogram Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur
: Pengawasan
1 | 20 | XX | 21 | 01 | Pelatinan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 | 20 | XX | 21 | 02 | Pelatinan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
1 | 20 | XX | 21 | 03 | Soslalisas! Pe ‘aturan Perundang- undangan
1 20 | xx | 21 | 04 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Peraturan Perundang —
undangan
1 120 | xx!| 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
1 [ 20 | XX | 22 | 01 | Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem prosedur pengawasan
1| 20 | XX | 22 | 02 | Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1 | 20 XX | 22 | 03 | ast.......
1 | 20 | XX 2% Program optimalisasi penmanfaatan teknologi informasi
1 | 20 | XX [ 23 | 01 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1 120 (xx| 23|02 Pembuatan buku register administarsi pemerintahan Kecamatan dan
pendaaan papan data/bank data Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan
1 |20 | XX | 23 | 03 | Penyusunan data informasi rupa bumi
1 [ 20 | XX | 23 | 04 | Dst ...
1 | 20 | XX | 24 Program pengintensifil:asikan penangganan pengaduan masyarakat
. 1120 | XX | 24 [ 01 | Pembentukan unit khusus penangganan pegaduan masyarakat
1 |20 | xx| 2402 Pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat di bidang pertanahan di
o Kabupaten Lamoung Selatan
- 1 |20 [ XX | 24 [ 03 |dst........
1120 | XX |25 _Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
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fasililas‘;;grﬁBé_r{l_ﬁi(é-ﬁie-rj:gs_gna antar daerah dalam penyediaan pelayanan

1|20 | XX 01 publik

1 | 20 | XX | 25 | 02 | fasilitas pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

1] 20 | XX | 25 | 03 | Fasilitas pembentukan kerjasarna antar daerah dibidang hukum

i 1201 xx | 25 | o4 :)arzilsi;arz[?:r;?tjir:ukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan sarana dan

1120 | XX | 25| 05| dst.......

1120 XX | 28 Penataan Peraturan Perundang-undangan

1120 | XX | 26 [ 01 | Koordinast kerjasama penmasalahan perundang-undangan

1 |20 | XX | 26 | 02 | Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

1 | 20 | XX | 26 | 03 | Legiiasi rancangan peraturan perundang-undangan

1 | 20 | XX | 26 | 04 | Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1 | 20 | XX | 26 | 05 | Publikasi peraturan perundang-undangan

1 120 | xx |26 06 Kajian pgra_turan perundang-ungangan terhadap peraturan perundangan yang
baru lebih tinggi dalam keserasian antar peraturan perundangan daerah

1 | 20 | XX | 26 | 07 | Penyuluhan Hukum Terpadu, Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum

1 | 20 | XX | 26 | 08 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI} Hukum

1 | 20 | XX | 26 | 09 | Pendidikan dan pelatihan formal

1 ] 20 | XX | 26 | 10 | Pembuatan katalogisasi dan abslirak peraluran perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan bidan

1120 ) XX |26 |11 pemyerintahan : P i ) i ‘

4 20 | xx | 26 | 12 Fasilitasi dgan sosi_al_isasi peraturan perundang-undangan pertanahan dalam
rangka tertib agministrasi pertanahan

ikasi - wi inistrasi

1 20 | xx | 26 | 13 E:ggl;gﬁaﬂeraturan perundang-undangan tentang kode wilayah adm

1 |20 | XX | 26 | 14 | Dsl ...

1 |20 | XX | 27 Program penataan daerah otonomi baru

1 120 xx| 27|03 s::irl;tssi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi aniar

1 | 20 | XX | 28 | 05 | Pembu itan peta Kecamatan se —Kabupaten Lampung Selatan

1 120 XX | 28 Dst...

1 |20 XX | 28 | 01 | Dst....--

1 [ 20 [ XX | 29 Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan

1 120 | XX | 29 | 01 | Bimbhingan Teknis Kearsipan

1 | 20 | XX | 29 | 02 | Bimbingan Teknis Perpustakaan

1 | 20 [ XX | 29 | 03 | Diklat Kearsipan dan Perpustakaan

1 20 | XX | 29 | G4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan

1 120 | XX | 28 | 05 | Pangembangan Perpustakaan Umum (Perpustakaan Desa dan Sekolah)

1 |20 | XX | 29 | 06 | Gerakan Minat Baca Masyarakat |

1 20 | XX | 29 | 07 | Akuisisi Arsip dar Pengolahan Bahan Pustaka

1 | 20 | XX | 29 | 08 | Pembentukan perpustakaan percontochan

1 120 | XX | 29 | 09 | So<ialisasi kebjjakan perpustakaan dan kearsipan

1 20 } XX | 29 | 10 | Pengolahan data (Database)} perpustakaan dengan teknologi informasi

1 | 20 | XX | 29 | 11 | Monitoring dan evaluasi (Pengawasan) Kearsipan dan Perpustakaan

1 120 | XX | 30 Program Peningkatan Syiar Agama

1 | 20 | XX | 30 | &1 | Musabaqoh Tilawatil Quran

1 |1 20 | XX} 30 | 02 | Pembinaan Qori Qori'ah

1 ] 20 | XX | 30 | 03 | Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi

1120 [ XX | 30 | 04 | Penbinaan inam dan Khotib

1 1 20 ) XX | 30 | 05 | Pembinaan Ta'mir Masjid

1 20 | XX | 30 | 06 | Dst ..
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|
1 Frogram Meninék_a-ltkan Peran Dan Fungsi Sarana Dan Prasarana
1 (20 [ XX | 31
Keagamaan
\ 1120 | XX | 31 |'01 | Operasional Penyerahan Bantuan Rumah |badah
1 | 20 | XX | 31 | 02 | Operasional Penyerahan Bantuan Yayasan Fendidikan Mernuansa Agama
1120 | XX | 31 ) 03 | Seminar membangun peradaban dan zakat
1 120 | XX |31 [04 ! Dst ..
|
1 |20 | XX | 32 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Terhadap Masatlah Sosial
1 _2; ;(; 3; 01 '—ﬁ'—(-e_r?l—t)ir-{aé'h*T_P,. UKS Kécérﬁét;;da_ﬁ Tim Pelaksana UKS Sekolah se-
Kabupaten Lampung Selaian
-1 | 20 | XX | 32 | 02 | Sosialisasi Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kader Posyandu
1120 xx |22 |03 Sosialisasi TR, UKS Kecmatan dan tirm pelaksana UKS sekolah se-Kabupaten
Lampung Selatan
1 120 | XX | 32 | 04 | Sosialisasi Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kader Posyandu
1 120 | xx | 33 :irggram Peningkatan Penanggulangan Narkoha, PMS Termasuk Hiv/
1120 | xx | 33| o1 Peningkatan SDM: Tim Pembina Satgas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba dan
Satgas Desa/Kelurahan
Sasialisasi tim pembina salgas sekolah peduli narkoba dlan satgas
1] 20 XX 33 | 02| 4ecarketurahan
1 |20 | XX | 33 |03 | Dst...
1|20 | XX | 34 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
1 | 20 | XX | 34 [ 07 | Penerbitan Tabloid Pemda Kabupaten Lampung Selatan ‘Ragom Helau'
1 120 | XX | 34 | 08 | Pembuatan Buku Data Fakta 2007, Kalender Tahun 2008
1 | 20 | XX | 34 | 09 | Pengadaan buku agenda kerja '
1 | 20 [ XX ¢ 34 | 10 | Pengadaan Alal Studic dan Komunikasi
1 | 20 | XX | 34 | 11 | Pengadaan maket Lampung Selatan
1 | 20 | XX | 34 | 12 | Pembuatan panel photo Bupati-Wakil Bupatli Lampung Selatan
Program Fasilitas Peningkatan Fasilitas SOM bidang Komunikasi dan
1120 | XX | 35 , '
Dokumentasi
1 | 20 | XX | 35 | 01 | Penyertaan Pelatihan Kehumasan
1 20 | XX | 35 | 02 | Dst ..
Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Analisis
1 20 | XX | 36
Jabatan
1 20 | XX ) 36 | 01 | Penatnan Kelembagaan Perangkat Dacrah Kabupaten Lampung Selatan
. 20 | xx | 38 | a2 gg]e:?a!‘isasi dan evaluasi pengembangan budaya kerja Kabupaten Lampung -
1 | 20 | XX | 36 | 03 | Penyusunan pedoman pakaian dinas
1 | 20 | XX | 36 | 04 | Penyusunan rincian tugas jabatan pada perangkat daerah
1 ] 20 | XX | 36 | 05 | Implementasi pengukuran indek kepuasan masyarakat (IKM)
1 20 | XX | 36 [ 06 | Dst ..
1 120 | XX | 37 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan,_.
1 | 20 | XX | 37 | 01 | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan keselarasan gender
1|20 | XX | 37 | 02 | Dst ..
1 20 | XX | 38 Program Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan
T 120 | XX |38 |01 |Dst....
1 120 | xx|as oo Fasilitas Punqwl_l_llmngan Pusal Pclayanan Terpadu Bagi Pemberdayaan
Petempuan (P2TP2)
1 |20 | X® | 38 | 03 | Pengembangan sisten informasi gender dan anak
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Bimbingan teknis bagi lenaga relawan perlindungan perempuan bagi pengurus

20 XX | 38|04 organisasi perempuan se-Kabupaten L ampung Selatan
t | 20 | XX | 38 | 05 | Workshop peningkatan peran perempuan pengambilan keputusan _
120 | xx | 38 | o8 Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan
dan Anak
1 1201 xx |38 |os :t])g;dlna& penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan
1 | 20 | XX | 38 | 09 | Temu keordinasi guru tugas ko'a anak (KLA} Kabupaten Lampung Selatan
1120 | XX | 38 | 10 | Pengembangan Sistem informasi Gender & Anak
P 1| 20 | XX | 38 |11 | Dst..
| 1 | 20 | XX | 38 | 12 | Pembinaan dan pemberian bantuar kepada warga binaan P3KSS
P11 20 | XX | 38 | 13 | Dst .
| 1 20 | XX | 39 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 | 20 | XX | 39 | 01 | Sosialisasi & Advokasi Kebijakan Penghapusan Butla Aksara Perempuan
1 | 20 | XX | 39 | 02 | Fasiilas Upaya Pedindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
1 20 | XX | 39 | 03 | Pembinaan kepada warga binaan P3-KSS
1 120 | xx |39 |04 Kegiatan Pembentukan Kader P3 - KSS, Nakerwan dan Pokjanal GEi untuk
Persiapan Lomba Tk. Propinsi Lampung
Pembinaan Pendukung Bidang Pemberdayean Perempuan Untuk Lomba
1 | 20 | XX | 39 | 05 | Desa, UKBM. Posyandu, Kesrak PKK - KB - Kes Persiapan Lomba Tk,
Propinst Lampung
Sosialisasi standar operasional (SOP) pemulangan dan reintegrasi korban
! 20 | XX | 39 | 08 perdagangan orang
i i i d ingan korban tondak
1 120 xx |39 |07 Pelatihan bagi peningkatan pelayanan dan perdamping
kekerasan
Sosizhsasi pelaksanaan pos pelayanan terapadu pemberdayaan perempuan di
1|20 XX 139 | 08 Kecamatan
1 | 20 | XX | 39 | 09 | Temu koordinasi pelaksanaan P2TP2 di Kabupaten Lampung Selatan
1 20 | XX [ 39 | 10 | Dst ..
1 | 20 [ XX | 40 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1 | 20 [ XX | 40 [ 01| Dst....
1 | 20 | XX | 40 | 02 | Penyuluhan bagi ibu rumah {angga dalam membangun keluaraga syakinah
1 120 | xx | 40|03 Keg_nat’avn‘Penyuluh Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam membangun Keluarga
Sakinah
1 20 | xx | 40 | 04 SEgLa;an Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola
1 | 20 | XX | 40 | 05 | Pelatihan peningkatan keterampilan sumber daya perempuan yang mandin
1 | 20 | XX | 41 Inventarisasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas/instansi
1 120 xx| 41|01 Pelaksanaan Rapat Koordmam Bulanan dan Rapat Koordinasi Khusus Pemda
Kab. Lamsel
1 |20 | XX | 41 02| Dst ..
1 |20 XX | 42 Program Peningkatan Administrasi Kecamatan
1 | 20| xx| 42 | 01 Bimb_ingan Teknis Sekcam dan Kasie Pemerintahan dan Pengadaan Buku
Adminisirasi Kecamatan
1 20 | xx | 42 | o2 Pemelinaraan plang/papan nama Kecamatan dan gapura pintu masuk Kantor
Kecamatan
1 120 | XX | 42 | 03 | Dst ..
1 20 | XX | 43 Peadataan Kode Wilayah Kecamatan
1 20 | XX | 43 | 01 | Penyusunan Kode da:: Data Wilayah Administr=si Pemerintahan Kab. Lamsel
1 20 | XX | 43 [ 02 | Dst .
1 | 20 | XX | 44 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparansi Dan Akuntabilitas
1 20 | XX | 44 | 02

Feoyusunan LPPD dan IPPD Kabupaten Lampung Selatan
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1 |20 | XX | 44 | 03 | Dst ..
1 | 20 | XX | 44 | 04 | Pembentukan Unit Khusus Penanganan Masalah Kasus Tanah
1 | 20 | XX [ 44 |05 | Dst..
1 20 | XX | 45 Pengembangan Dan Pemantapan Pemerintahan Desa
1 | 20 | XX | 45 | 01 | Bimbingan Teknis Administrasi Desa dan Keuangan Desa
1 20| xx| 45| 02 Penyuluhan Juklak dan Juknis Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa
' dan Kelurahan
1 | 20 | XX | 45 | 03 | Pemilihan Kepala Desa se Kabupaten Lampung Selatan
1 | 20 | XX | 45 | 04 | Pemekaran Desa dan Pendefinitifan Desa
1 | 20 | XX | 45 | 05 | ASKES Bagi Aparat Desa
1 | 20 | XX | 45 | 06 | Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa sarana kantor desa
1 [ 20 | XX | 45 | 07 | Pembinaan Bagi Anggota BPD
1 | 20 [ XX | 45 | 08 | Administrasi Alokasi Dana Desa
1 | 20 | XX | 45 | 09 | Papan nama desa se-Kabupaten Lampung Selatan
Peningkatan Bantuan Sarana Dan Prasarana Desa Penunjang Bagi
1 | 20 | XX | 46 .
Pemerintahan Desa
1 | 20 | XX | 46 | 01 | Pembinaan Pendataan dalam rangka Pembentukan BUMDes
1 | 20 xx |48 |02 Asuransi Kesejahteraan Hari Tua Bagi Kepala Desa se Kabupaten Lampung
Selatan .
| 1 [ 20 [ XX | 46 | 03 | Perbaikan Kantor Desa / Balai Desa
1 | 20 | XX | 46 | 04 | Pembinaan terhadap des tertinggal
1|20 | xx | a7 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Bidang Perizinan Surat 1zin
Tempat Usaha {SITU) Merk dan Undang-undang Gangguan (Ho).
1 20| xx| a7 |01 Operasional Tim dan Sekretarial Tim Penegakan Perda dari Bidang Perizinan
dilingkungan Pemerintah Kab Lampung Selatan
1 20 | xx | 47 | 02 :engacaraan Lintas sektor Perusahaan Skala Besar yang Mengajukan
erzinan
1 20 | XX | 47 | 03 | Regristasi Pembinaan Perekgnomian Daerah
1|20 xx| 47|04 Pengecekan Indeks Lokasi, Gangguan dan Luas Berdasarkan Perda No.2
Tahun-2Q05 dan Pengadaan Buku Potensi daerah
Pembuatan papan Merk Sadar Retribusi dan Peneng Bagi Pengusaha se-Kab
1| 20| XX | 47105 Lampung Selatan
1 120 ! xx| 47|08 Optimalisasi sarana kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (P2TSP)
Kabupaten Lampung Selatan
1 | 20 | XX | 47 | 07 | Registrasi perekonomian daerah
1 |20 [ XX | 48 Peningkatan Ketahanan Pangan
1 | 20 [ XX | 48 | 01 | Bantuan Transportasi monitoring dan pendistribusian raskin
1 | 20 | XX | 48 | 02 | Cperasional Tim Pemantauan Harga Sembako di Lampung Selatan
1 120 | XX | 49 Peningkatan PAD di bidang perizinan
1 20 | XX | 49 | Ot | Dst....
1 20 | XX | 49 | 02 | Pembuatan-program aplikasi SiM penzinan satu pintu
1120 | xx|49 |03 Sosialisasi daq koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan
tzipadu satu pintu
1120 | xx | a9 | o4 Pembahasan terpadu tim teknis Dinas/instansi tentang perusahaan skala
b menengah dan besar yang mengajukan perizinan
v 1 ag x| ez | - Sasialisasi dan kaoardinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan
TETECL ST DT \
!
BT LERNYE: Pencipiaan ikhim usaha seci menengan '
| 1 | 20 | XX | 50 | 01 | Penyuluhan dan pebinaan usaha mikro kecil dan menengah

76



*r

20

XX

S0

02

Dst....

20

XX

51

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

20

XX

51

01

Cst ...

20

XX

51

02

Dst ..

20

XX

31

‘03

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

20

xx

51

04

Dsl ...

20

XX

A

05

Pengiriman peserta diklal PIM Tk, 11 & Ill

20

XX

51

06

Penyelenggaraan diklatpim Tk. IV

20

XX

o1

a7

Diklat prajabatan golongan ill CPND Reguler Angkatan |

20

XX

§1

08

Diklat prajabatan golongan Il CPND Reguler Angkatan ||

20

XX

51

09

Diklat prajabatan golongan Ill CPND Reguler Angkatan 11I

20

XX

51

10

Diklat prajabatan gelongan | & || Eks. Honorer Angkatan XXVIII

20

XX

51

1"

Diklat prajabatan golongan | & Il Eks, Honorer Angkatan XXiX%

20

XX

51

12

Diklat prajaba an golongan | & Il Eks. Honaorer Angkatan XXX

20

XX

51

13

Diklat prajabatan golongan | & it Eks. Honorer Angkatan XXXI

20

XX

51

14

Diklat prajabatan golengan | & I Eks. Honorer Angkatan XXXIi

20

XX

51

15

Diklat prajabatan golongan | & || Eks. Honorer Angkatan XXXII|

20

XX

51

18

Diklat prajabatan golongan | & Il Eks. Honorer Angkatan XXXIV

20

XX

51

17

Diklat prajabatan r,uiongan | & | Eks. Honorer Angkatan XXXV

20

XX

- 51

18

Diklat prajabatan golongan | & Il Eks. Honorer Angkatan XXXVI

20

XX

51

19

Penyelenggaraan Diklat Pengawasan TK/SD

20

XX

51

20

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

aAala|lalalrA]laa|l Aa|lalalaAla| ||l ]=_]=]=2]=a2]=2]—=]| =

20

XX

51

21

Dst ..

20

XX

52

Program Dst ...

20

XX

52

o1

Dst ...

20

XX

52

02

Dst ...

20

XX

52

03

Penempatan PNS

20

AX

52

04

Dst ...

20

XX

52

05

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

20

XX

52

11

Pembenan Bantuan Tugas Belajar dan lkatan Dinas

20

XX

52

17

Ujian Dinas dan Ujian Peny2suaian Kenaikan Pangkai

20

XX

52

18

Pelaksanaan Pelayanan Pensiun

20

XX

52

19

Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Penertiban Kartu-kartu Kepegawaian

20

XX

52

20

Pembuatan Tanda Pengenal (ID CARD) PNS

20

XX

52

21

Penyelesaian Penilaian dan Penetapan Angka Kredit PNS Fungsional

20

XX

52

22

Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS

ey e e e N Y . Y I [N S G N R N R N Y

20

XX

52

23

Dst ...

20

XX

53

Program Peningkatan Ketarampilan Calon Tenaga Kerja

20

XX

53

01

Penyelenggaraan diklal ieknis montir sepeda motor

20

XX

53

02

Penyelenggaraan dilat teknik menjahit dan bordir

20

XX

53

03

Penyelenggaraan diklat teknik las listrik dan karbit

20

XX

53

04

Penyel :nggaraan diklat instalasi listrik. rumah tangga

20

XX

53

05

Penyelenggaraan diklat teknoloyi hasil pertanian

20

XX

53

06

Penyelenggaraan teknik mobil bensin

-] | =] ] ] =] =] -

20

XX

53

o7

Dst ...

20

XX

54

Program Pengaturan Jasa Honstruksi

20

XX

54

01

Pembinaan jasa konstruksi

20

XX

54

02

Dsl....

20

XX

55

Penciptaan iklim usaha yar.g sehat
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1 | 20 | XX | 55 | 01 | Fasililasi kerjasama kemitraan pasar pisang dan profil pasar pisang
1 [ 20| xX|55|02]Dst..
1 [ 20 | XX | 56 Pelindungan dan Pengembangan L.embaga Ketenagakerjaan
1 120! xx |56 |01 E:ggr:;é):{;:?‘haan pembina «enaga kerja wanita terbaik Tingkat Kabupaten
1 120 | XX | 56 [ 02 | Dst....
1 (21 Ketahanan Papgan
1 21 [ XX | 15 Program Dst ...
1] 21 | XX | 15 | 01 | Dst ..
1 |21 | XX | 15|02 Dst ..
1 | 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 |22 | XX | 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 ) 22 | XX | 15 | 01 | Peberdayaan lembaga dan organisasi
1 | 22 [ XX | 15 | 02 | Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
1 | 22 | XX | 15 | 03 | Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
1 | 22 | XX | 15 | 04 | Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS
1 22 | XX | 15 | 05 | Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekoiah (PMT-AS)
1] 22 | XX | 15 | 06 | Dst ..
1 |22 | XX | 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1 | 22 | XX | 16 | 01 | Program pengembangan lembaga skonomi pedesaan
1 | 22 | XX | 16 | 02 | Pel=uhan keterampilan usaha budidaya tanaman
1 | 22 | XX | 16 | 03 | pelatihan kelerampilan manajeinen badan usaha milik negara
1 22 | XX | 18 | 04 | pelatihan keterampitan usaha industri kerajinan
t | 22 | XX | 16 | 05 | fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah dipedesaan
1 | 22 | XX | 18 | 06 | fasilitas kemitraan swasla dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
1 | 22 | XX | 16 | 07 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan :
’ 22 | xx | 16 | 08 ;zg)rf]iga)pa?n masyarakat dan pengembangan tehnologi tepat guna (pengolahan
1 | 22 | XX | 16 | 09 | Pameran/Gelar Teknologi Tepat gl-ma Pedesaan
1 | 22 | XX | 16 | 10 | Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
1 | 22 | XX | 16 | 11 | Pelatihan Kader Posyantekdes
1 | 22 | XX | 17 Program Pen.ngkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1 | 22 | XX | 17 | 01 | Pembit.aan kelompok masyarakat pembangunan desa
122 | XX | 17 | 02 | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1 | 22 | xX | 17 | 03 | Pembangunan stimulan pembangunan desa
1 | 22 | XX | 17 | 04 | Monitoring, evaluasdan pelaporan
1 | 22 | XX | 17 | 05 | Bulan Bhakti Gotung royong Masyarakat
1 22 | XX | 17 | 06 | Pemugaran rumah sehat & linghungan kumuh
1 | 22 P XX | 17 | 07 | PNPM-PPK
1 22 | XX | 17 | 08 | Pembangunan embrioc pasar rakyat dan semenisasi rumah kumuh
1 22 | XX | 17 | 09 | TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TN!
1 | 22 | XX | 17 | 10 | PNPM-PPK
1 | 22 | XX | 17 | 11 | Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan
1 22 | XX | 17 | 12 | Pembinaan lcinbaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
1 | 22 | XX | 17 | 13 | Dst ..
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EREEIER Statistik
[[1 23 XX | 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1 23] xx |15 | 01 | Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
1 23] xx [ 15 [ 02 [ Dsl .
e .
1) 25 Komonikasi dan Informatikan {
N
1 |25 | XX | 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 | 25| xx | 15 | 61 | Dst ..
(1125 xx | 15 | 02 | Dst..
1 [ 25 ] xx | 15 03| Dst..
1 ] 25| xx | 15 | 04 | Dst ..
1125 | xx | 15|05 Dst ..
1 (25| xx | 15 [ 06 | Dst..
L1 25 | xx | 15 | 07 | Penerbitan 1abioid Pemda Kabupaten Lampung Selatan “Ragom Helau" "
| 1 | 25| xx | 15 | 08 | Pembualan buku data — fakta 2008
1 25 | xx | 15 | 09 | Pengadaan Kalender Pemda Kabupaten Lampung Seiatan
1 | 25| xx { 15 | 10 | Pengadaan buku agenda kerja Kabupalen Lampung Selatan
1 | 25| xx | 15 | 11 | Pengadaan peralatan peliputan
J 25 | xx | 15 Uz Ztleg\?g?ngan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan meialui
|'G 25 | XX | 16 Program Dst..
F 25 | xx | 16 [ 01 | Dst ..
4 [ 25 [Xx | 17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatikan
1 25 | xx | 17 | 01 | Dst ..
1 | 25 | xx | 17 | 02 | Penyertaan petatthan dan sosialisasi kehumasan
1 | 26 Perpusatakaan
\
1 |26 | XX | 15 Program Pengembangan Kearsipan
1 |26 | xx | 15 ] 01 | Akuisisi Arsip
| 1 129 | xx | 15 | 02 | Diklat Kearsipan
\ 1 [ 26 | xx | 15 | 03 | Bimbingan Teknis Kearsipan
1 126 | xx | 15 | 04 | Dst ..
1 (26 | XX | 16 Program Pengembangan Perpustakaan
1 |26 | xx [ 16 | 01 | Bimbingan Teknis Perpustakaan
1 |26 | xx | 16 | 02 | Diklat Perpustakaan
1 (26 | xx | 16 | 03 | Gerakan gemar membaca masyrakat
1 |26 | xx (16 | 04 | Dst
1128 | xx |18 | 05 | Dst ..
1 |26 | xx | 16 | 08 | Pelayanan mobil perpustakaan keliling
1 |26 | xx | 16 | 07 | Dst .. ]
1 |26 | xx | 16 | 08 | Pengembangan perpustakaan umum (perpustakaan desa dan sekolah)
' 1 126 | xx | 16 | 09 | Pembentukan taman baca masyarakat
1 |26 | xx | 16 | 10 | Gerakan gemar membaca masyrakat
1 |26 | xx | 16 | 11 | Pengadaan sarana dan prasarana
| 1 26 | xx |16 | 12| D= .
|
1 (26 | xx |17 Program Pengembangan Dokumentasi
1 |26 | xx [ 17 | 01 | Diklat Dokumentasi
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1 |26 | xx | 17 | 02 | Pendokumentasian Kegialan Pemerintah Daerah
1 126 | xx |17 03 | Dst..
7 URUSAN PILIHAN
2 | M Pertanian
2 (01 [ XX |15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 | 01 | XX | 15 | 01 | Pelatihan pelani dan pelaku agribisnis
2 | 01 | XX | 15 ) 02 | Peningkatan kemampuan iembaga petani
| 2 | 01 | xx | 15 | 03 | Peningkatan kemampuan lembaqa petani
2 | 01 | XX | 15 | 04 { Peningkatan sistem intensif dan disinsentif bagi petani kelompok tani
2 | 01 | XX | 15 | 05 | Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
| 2 | 01 | XX | 15 | 06 | Pembinaan dan tindak lanjut revitalisasi perkebunan
2 | 01 [ XX | 15 | 07 | Pemberdayaan peningkatan pendapatan petani {P4)
2 | 01 | XX | 15 | 08 | Pengembangan Komuditas Nitam {Cana AD HOCK)
2 |01 | XX [ 15 | 09 | Sarasehan
2 | 01 | XX | 15 | 10 | Pembinaan M:i:syarakat Miskin {Siger Mas)
2 |01 | XX |15 |11 | Dst..
2 [ 0F | XX | 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2 | 01 | XX | 16 | 01 | Penangganan daerah rawan pangan
2 |01 [Xx]|16 |02 Penyusunan Datatrase Potensi Produksi Pertanian
2 | 01 | XX | 16 | 03 | Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
2 | 01 | XX | 16 | 04 | Analisis jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
2 | 01 ) XX | 16 | 05 | Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
2 | 01 | XX | 16 | 06 | Kajian ranlai pasokan dan pemasaran pangan
| 2 | 01 | XX |16 | 07 | Promosi Alas Hasil Pertanian Unggutan Daerah
2 | 01| XX |16 | 08 { Monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
2 | 01 | XX | 16 | 09 | Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
2 | 01 | XX | 16 | 10 | Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
2 | 01 | XX | 16 | 11 | Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
2 (01| XX | 16 | 12 | Penangganan pasca panen pengotahan hasil pe-tanian
2 | 01| XX | 16 | 13 [ Pengembangan cadangan pangan daerah
2 | 01 | XX | 16 | 14 | Pengembangan desa mandiri pangan
2 | 01 | XX | 18 | 15 | Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
2 | 01 | XX | 16 | 16 | Pengembangan Diversifikasi Tanaman
2 | 01 | XX | 16 | 17 | Pengembangan pertanian pada lahan kening
2 | 01 | XX | 16 | 18 | Pengembangan Lumbung Pangan Desa
2 | 01 | XX | 16 | 19 | Pengembangan madel distribusi pangan yang efisien
2 | 01 | XX | 16 | 20 | Pengembangan perbenihan perbibitan
2 | 01 | XX | 16 | 21 | Pengembangan sistem ekonomi pasar
2 | 01 | XX | 18 | 22 | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2 | 01 | XX | 16 | 23 | Koordinasi kebijakan perbesaran
2 | o1 | xx! 18|24 l;::gg:en::l Ferumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan
2 | 01 | XX | 16 | 25 | Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
\ 2 | 01 | XX | 16 | 26 [ Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
2 | 01 | XX | 16 | 27 | Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
2 ] 01 [ XX | 16 | 28 | Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
2 | o1 |xx!{ 16|29 Pening_katan Produksi, Produksivitas aan Mutu Produk Perkebunan, Produk
N _ Portanian
2 | 01 | XX | 168 | 30 | Penyuluhan sember bangan'é_lﬂa'rr{é_lkif o
2 | 01 [ XX | 18 | 31 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
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2 | D1 | XX | 16 | 32 | Penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan

2 | 01 | XX | 16 | 33 | Pengembangan alat mesin pertanian

2 o1 | xx!| 1624 Peningllxatan Produksi, Produkiivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan dan
Perbenihan

2 | 01 | XX | 16 | 35 | Pengelolaan Lahan dan Air

2 | 01 | XX | 18 | 36 | Penangqulangan desa miskin melalul pengembangan pembibitan

2 | 01 | XX | 16 { 37 | Pengembangan Sentra Produksi Holtikultura (Pendamping TP)

2 | 01 | XX | 16 | 38 | Penguatan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

2 [ 01 | XX | 16 | 39 | Pengembangan sentra produksi dan agribisnis horikultura

2 | 01 | XX | 16 | 40 | Penyusunan perencanaan pe,yuluhan pertanian

2 | 01 | XX | 16 | 41 | Penanganan pasca panen komoditas unggulan

2 | 01 | XX | 16 | 42 | Penanganan desa miskin {Siger Mas)

2 | 01 | XX | 16 | 43 | Akurasi data dan promosi pembangunan perkebunan

2 | 01 | XX | 16 | 44 | Diversifikasi kelapa dan pisang

2 [ v1 | XX | 16 | 45 | Partisipasi gerakan masyarakat melalui pemgembangan komoditas kakao

2 | 01 | XX | 16 | 46 | Pemantapan sumber benih kakao dan karet (DANA AD HOCK)

2 | 01 | XX | 16 | 48 | Peningkatan sarana dan prasarana produksi (Dana Dak dan Pendamping)

2 |01 [XX]|16 |49 | Dst..

2 |01 | XX |17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian

2 [ o1 | xx |17 01| peng ganp P P

2 ot | xx| 17 |2 Fasilitqs kerjasama regional/nasional internasional penyediaan hasil produksi
pertanian /perkebunan komplement

2 ot | xx|17 |03 Pembangun_an sarana dan prasarana pasar kecamatan pedesaan produksi

’ hasil pertanian perkebunan

Pembangunan pusat-pusat etalase eksebisi,promosi atas hasil produksi

2 101 Xx 17 104 pertaniar? Iperkgbunar? P

5 o1 xx!|17 |05 Pemelih‘araap rutin bgrkala sarana dan prasarana pasar kecamatan pedesaan
produksi hasil pertanian perkebunan
Pcnyuluhan pusat-pusat etalase eksebisi,promasi atas hasil produksi pertanian

2 | 01| XX\ 17 | 08 Iperzebunanp P °

2 | 01 | XX | 17 |-07 | Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan unggulan daerah

2 ot lxx!|17 |08 Penyuluhan pemasaran produksi pertanian perkebunan guna menghindari
tangkulak dan sistem jjon

2 Lot | xx|17 |00 Fembangunan pusat-pus_,at penampungan produksi hasli pertanian perkebunan
masyarakat yang akan dipasarkan
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian

2 |01 XX 17110 perk%bunan masyarakgt i P P

2 | 01 | XX | 17 { 11 | Penyuluhan distribusi pemasaran atau hasil produksi pertanian

2 | 01 | XX {17 | 12 | penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian

2 | 01 XX | 17 | 13 | Monitaring, evaiuasi dan pelaporan

2 |01 | XX |17 | 14 | Kerjasama Pengembangan Pengolahan Kelapa Terpadu

2 101 [ XX |17 | 15| Dst....

2 | 01| XX | 17 | 18 | Pembangunan stasiun terminal agribisnis (STA) dan sub STA

2 | 01| XX | 17 | 17 | Dst...

2 | 01 | XX | 17 ! 18 | Fasilitasi kerja sam~ pemasaran dan gelar teknologi perkebunan

2 | 01| XX |17 | 19 | Siaran pedesaan

2 | 01 | XX | 17 | 20 | Cetakan media pertanian

2 | 01 | XX | 17 | 21 | Promosi dan informasi pasar hasil produksi pertanian/perkebunan

2 101 | XX |17 | 22 | Lomba desa

2 |01 | XX |18 Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkeburian

2 | 01 { XX | 18 | 01 | Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian./perkebunan tepat guna

2 (01| XX |18 |02

pengadaan sarana dan prasarana leknologi perdanian /perkebunan tepat quna

81



Pemeliharaan rutinfberkala sarana dan prasarana teknologi pertanian
2 101 XX |18 03 /perkebunan tepat guna P Ie
. 2 | 01 1 XX | 18 | 04 | Kegiatan Penyuluhan Penerapan Tehnologi Pertanian Tepal Guna
2 o1 | xx] 18|05 ;’ﬂ\ztman dan bim.pingan pengoprasian teknologi pertanian /perkebunan tepat
- 2 |01 ) XX | 18 | 06 | Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocak tanam
2 | 01 | XX | 18 | 07 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 | 01 [ xx | 18 | og | Peningkatan kualitas sumber daya ranusia petani jarak menuju desa mandiri
energi
2 | 01 [ XX | 18 | 09 | Demplot pertanian
2 |01 | XX | 18 | 10 | SL PTT Padi (Penanda Padi)
2 |01 | XX| 18 | 11 | SL pertanian organik
2 |01 | XX] 18 | 12 | Pisang
2 |01 [ XX | 18 | 13 | SL sap
2 |01 [ xx[18 |14 | Dst.. |
2 {01 [ XX]| 18|15 | Dst...
2 | 01 XX | 18 | 16 | SL ikan kolam
2 |01 | XX |18 |17 | Dst...
2 | 01 | XX | 18 | 18 | SLPHT jagung
2 | 01| XX ]| 18 | 19 | SLPHT kelapa dalam
2 | 01 | XX | 18 | 20 | SLPHT kelapa sawit
2 | 01| XX | 18 | 21 | Pengembangan desa mandini energi berbasis perkebunan (Dana Adhock)
2 |01 | XX |18 (22| Dst..
2 [ 01 [ XX |19 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
2 | 01 | XX | 19 | 01 | Penyuluhan peningkatan peroduksi pertanian perkebunan
- 2 101 | XX | 19 | 02 | Penyedian Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan
) 2 | 01| XX | 19 | 03 | Pengembangan Bibit unggu) Pertanian / Perkebunan
2 | 01 | XX | 19 | 04 | Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
o 2 | 01 | XX | 19 | 05 | Penyuluhan kebijakan pencegahan alih fungsi tahan pertanian
2 | 01 | XX | 19 | 08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 | 01 [ XX | 19 | 07 | Pengembangan keterpacduan kawasan strategis perkebunan
2 | 01 [ XX | 19 | 08 | Pengembangan Sentra komaditas perkebunan
2 | 01 | XX | 19 | 09 | Pengofahian iahan dan air untuk perkebunan
2 | 01 | XX | 19 | 10 | Pengembangan kawasan agropolitan melalui penyediaan sarana produksi
o Lot {xx| 19|14 g:::(%%r::::gan keterpaduan hutan kemasyarakatan dengan komoditas
2 | 01| XX | 19 [ 12 | Pelatihan peningkatan produksi dan mulu produk makanan
2 | ut | XX | 19 | 13 | Perbaikan Infrastruktur Lahan
2 [ 01| XX | 19 | 14 | Pengembangan Hortikultura Unggulan dan Bernilai Ekonomis Tinggi
2 |01 [ XX |19 | 15| Dst ...
il 2 |01 XX | 20| - (Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
2 | 01 | XX | 20 | 01 | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian /perkebunan
| 2 | 01 | XX | 20 | 02 | Peningkatan kesejahieraan lenaga penyuluh pertanian /perkebunan
f 2 | 01 | XX | 20 | 03 | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan
2 | 01 [ XX | 20 | 04 | Peningkatan Operasional Penyuluh Pertanian
2 | 01| XX | 20 | 05 | Temu teknis penyuluhan pertanian
2 | 01 | XX | 20 | 08 | Penghargaan petani dan penyuluh prestasi
< 2 | 01 | XX [ 20 | 07 | Penilaian angka kredit point
® 2 | 01 | XX | 20 | 08 | Penilaian kelas kemampuan kelompok tani
X 2 | 01 | XX | 20 | 08 | Penyuluhan perencanaan penyuluhan pertanian
- 2 |1 01| XX] 20 |10 | BPP mode!
2 |01 | XX |20 11 |Dst..
2 | 01 | XX | 20 | 12 | Sarana penyuluhan pertanian
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2 |01 | xx | 20 | 13 | Studi banding penyuluhan peranian
2 | 01| XX ) 20 | 14 | Sosialisasi pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)
2 101 | XX | 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Temak
2 1 01| XX |21 |01 | Pendalaan masalah peternakan
2 | 01 | XX] 21 | 02 | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2 | 01 | XX | 21 | 03 | Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2 [ 01 | XX [ 21 | 04 | Pengawasan perdagangan temak antar daerah
2 |01 | XX | 21 | 05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 | 01 | XX | 21 | 06 | Pesianganan dan Pengendalian Penyakit Avian Influenza
2 | 01 | XX | 21 | 07 | Kegiatan pemberantasan dan pengendalian Avian Influensa
2 | 01| XX | 21 |-08 | Kegiatan pelayanan kesehatan hewan
2 |01 | XX |22 Program Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak
2 | 01 | XX | 22 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Produktivitas
2 101 | XX | 22 | 02 | Peningkalan Sarana dan Prasarana Administrasi Proyek
2 [ 01| XX | 22 | 10 | Peningkatan produksi ternak desa miskin (Siger Mas)
2 | 01 | XX |22 | 11 | Pengembangan bibit ternak
2 |01 | XX |22 |12| Dst ..
2 01 | XX |23 Program Peningkatan Permasaran Hasil Produksi Peternakan
2 | 01 | XX | 23 | 01 | Penelitaian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
2 o1 I xx| 23|02 Fasilitas kerjasama regional/nasionalfinterriasional penyediaan hasil produksi
peternakan komplementer
| 2 | 01 | XX | 23 | 03 | Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
2> o1 | %xx |23 |04 Pembangunan pu-.at-pusatl elalase /eksebisi promosi atas hasil produksi
peternakan
2 | 01 | ¥X | 23 | 05 | Promosi atas hasil produksi petarnakan ungguli.n daerah
2 | 01 | XX | 23 | 06 | Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
2 | 01 | XX | 23 | 07 | Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
2 101 | XX |24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
| 2 [ 01 | xx | 24 |01 | Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
2 | 01 | XX | 24 | 02 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
5> | o1 | xx | 24 103 :&rgehharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat
{ 2 |01 | XX | 24 | 04 | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peinerapan tepat guna
' 2 | 01 | xx | 24 | 05 | Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pelernakan Tepat Guna
2 | 01 | XX | 24 | 06 | Monitoring, Evaluasi dan Pe!aporan
2 | 01 | XX | 24 | O7 | Introduksi bibit ternak baru
| 2 | 01 | XX | 25 Program Pendampingan Kegiatan Tugas Pembantuan
2 | 01 | XX | 25 | 01 | Pendampingan tuhas pembantuan peniingkatan produktivitas perkebunan
01 | xx | 25 | o2 ;;ej:;jampingan tugas pembantuan peningkatan proouksi perkebunan (Ditjen
Pendampingan iugas pembaniuan pengolahan dan pemasaran hasil
2| 01| XX 25 103 | oy ohunarf (Ditjen P2HP)
2 | 01 | XX | 25 | 04 | Pendampingan tugas pembantuan AFBN
2 | 01| XX | 25 | 05 | Sckretanat dan pembangunan peternakan
2 01 [ XX |25 |06 {Dst..
2 101 XX 26| | Program Agribisnis
S | UE ] XX |26 [ 01 | Pektiban, magang, pamesn dan lomba
2 | 01 | XX | 26 | 02 | Kontes ternak
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2 |01 | XX | 27 Dst....
2 |01 | XX 127 |01 Dst....
2 |01 | XX]| 28 Perencanaan Kegiatan
2 | 01 | XX | 28 | 01 | Pembuatan laporan, monitoring dan evaluasi data
2 | 01| XX | 28 | 02 | Dana pendamping kegiatan tugas pembantuan APBN
201 | XX | 29 Program peningkatan produksi hasil pertanian |
2 | 01 | XX | 28 | 01 | Peningkatan sarana dan prasarana (DAK dan Pendamping}
Fz 01 | XX | 29 | 02 | Dst. . |
| 2 [o1 [ xx]| 30 Program Pengamanan Ternak |
2 |01 | XX |30 | O Péncegahan gan penanggulangan penyakit avian influensa §
2 | 01 | XX | 30 | 02 | Pelayanan keschaian ternak
2 101 [ XX |30 |03 | Dst..
2 12 Kehutanan J
2 102 | XX |15 Program Pemanfaatan Po'ensi Sumber Daya Hutan
2 | 02 ) XX | 15| 01 | Pembentukan kesatuan pengeltlaan hutan produksi
2 102 | XX | 15 | 02 | Pengembangan hutan tanaman
2 | 02 | XX | 15 ) 03 | Pengembangan hasil hutar. non kayu
2 | 02| XX | 15 | 04 | Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan ]
2 | 02 | XX | 15 | 05 | Optimalisasi PNPB
2 | 02 | XX | 15 | 06 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
2 | 02 [ XX | 15 | 07 | Pengembangan industri dan pemanfaatan hasil hutan
2 | 02 [ XX | 15 | 08 | Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan |
2 | 02| XX | 18 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2 | 02 | XX | 16 | 01 | Koordinasi penyelenggaraan dan penghijauan hutan
2 | 02 [ XX | 16 | 02 | Pembuatan Bibit Benih Tanaman Kehutanan
2 | 02 | XX | 16 | 03 | Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
2 | 02 | XX | 16 | 04 | Pemelifgraan kawasan hutan industri dan hutan wisata
: , el 1
2 | o2 [ xx| 16 | 05 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan |
2 |1 02| XX} 16 | 08 | Peningkatan Peran Serla Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan B
2 |02 XX |16 107 | Dst..
2 |02 | XX |16 | 08 | Dst .. |
2 | 02 | XX | 16 | 09 | Optimalisasi pemanfaatan lahan (Alokasi Desa-desa Miskin)
2 |02 | XX |16 | 10! Dst ..
2 [ 02 | XX|17 Perlindingan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2 | 02 | XX | 17 | 01 | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2 | 02 | XX | 17 | 02 | sosialisasi per.-egahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
2 | 02 | XX | 17 | 03 | Bimbingan 1eknis pengendalian kehakaran hutan dan lahan
2 | 02 | XX | 17 | 04 | Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2 | 02 | XX | 17 | 05 | Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
2 102 | XX |18 Program pemanf.atan kawasan hutan industri
2 | 02 | XX | 18 | 0t | Pertaman tanaman palawija, parti gogorancah
2 )02 | XX |18 |02 |dst.......
2 02 | XX | 19 Program penmibinaan dan penertiban industri hasil hutan
? 02 1 XX | 19y M1

Ponvostunan peraturan daesth mengenai pengelolann industri hasil hutan
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2 | 02 | XX | 19 | 02 | Sosialisasi pe-aturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2 | 02| xxX| 19 | 03 Pengawasan_dan pgneﬂ?ban pelaksanaan peraturan daerah mengenai
pengelolaan industri hasil hulan
2 | 02 | XX | 19 | 04 | Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
L 2 ] 02 | XX'| 19 | 05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 |02 | XX]|19 (06 |Dsl...... '
2 |02 [ XX | 20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
| 2 | 02 I'xx [ 20 [ o1 | Pengembangan hutan masyarakat
2 | 02 | XX | 20 | 02 | Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
2 )02 |xx|20)03]Dst... ]
2 |03 Energi dan Sumber Daya Minera!
2 103 XX )15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2 | 03 [ XX | 15 | 01 | Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
2 103l xx! 15 | 02 Sosialisasl regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian Cf
U Koordinasi dan pendataan tentang hasil preduksi dibidang pertambangan
o | o3 | xx T 15 | 03 Monitoring dan pengendalian kegiatan dan penambangan bahan galian
C/Pengawasan usaha dibidang pertambangan dan energi
Koardinasi dan pendataan tlentang hasil produksi dibidang
2 [ 03 [ XX |15 | 04 | pertambangan/Monitoring, evaluasi dan peiaporan perizinan pertambangan
umum, tambang takyat dan air bawah tanah
2 | 03 | XX | 15 | 05 | Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
2 | 03 | XX | 15 | 06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 o3 lxx!|15!lo7 Intensifikasi Pendapatan Pajak Bahan Galian C dan Pemantauan Dana Bagi
Hasil Migas, PBBKAB dan ABT/AP
2 | 03 | XX | 15 | 08 | Swudi Perencanaan Penetapan harga Dasar Bahan Galian C
Pembinaan dan Penyuluhan seita Sosialisasi Perda dan SK Bupati Bidang -
2 | 03| XX\ 15 | 09 Pertambangan dan Energi
Pemetaan geologi, pengawasan pemanfaatan air bawah tanah dan air
E 03 | XX |15 | 1D permukaan
2 | 03 | XX | 15 [ 11 | Monitoring pembinaan dan pcngawasan pertambangan umum
2 | 03 | XX | 158 ! 12 | Pameyan promosi pembangunan pertambangan
2 03 XX 115113 | Dst ..
Program Pengawasan [Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi
2 103 | XX|16 Merusak Lingkungan/ Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang
Ketenaga Listrikan
> 1 oalxx! 1801 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyatA\Workshop dan
_pelatihan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)
2 | 03| XX |16 | 02 | Dsl...
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga
2 |03 | XX |17 Listrikan/Pragram pengelolaan data dan informasi dibidang
pertambangan
Kaordinassi pengembangan ketenagalistrikan/Penyususnan Sistem Informasi
2 | 03 ) XX 17 | 01 | Petambangan Lampung Selatan serta Evaluasi dan Rencana Listrik
Pedesaan
2 | 03 | XX |17 |01 | Dst..
2 | 03[ XX |18 Proyram Pengelolaan pengembangan energi alternatif
2 | 03 | XX | 18 | 01 | Persiapan pengembangan desa mandin energi
2 | 03 | XX | 18 | 02 | Pematokan dan pemetaan ulang batas wilayah pertambangan
2 | 03 | XX | 18 | 03 | Waork shop, sosialisasi dan pelatihan energi varu terbarukan
2 |03 | XX |18 |04 |Dst ., B
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2 103 | XX |19 Program Minyak, Gas Bumi dan Kelistrikan
| 2 [ 03 | XX | 19 | 01 | Pengdaan pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Lampung Selatan
2 | 03 | XX | 18 | 02 | Pengawasan usaha kelistrikan serta pemanfaatan energi
2o xx 15 T3 [ost.
- .
2 104 ‘Pariwiasata
2 104 XX 18 Program Pengembangan Pemasaran pariwisata |
| |2 oa | xx] 15 01 |Dst. |
2 | 04 [ XX |15 | 02| Dst..
2 | 04 | XX | 15 | 03 | Dst...
][ 2|04 ]xx]|15]04]Dst.
2 | D4 | XX | 15 | 05 | Pelaksanaan promosi pariwisala nusantara di dalam dan luar negeri
2 |04 | XX |16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2 | 04 | XX |16 | 01 | Dst...
2 | 04 | XX | 16 | 02 | Peningkatan pembangunan sarana dan pariwisata
2 | 04 | XX | 16 | 03 | Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
2 104 | XX |16 |04 Dst.,
2 |04 XX |16 | 05| Dst....
2 [ 04 | XX | 16 | 068 | Pengembangan daerah tujuan wisata
2 [ 04 | XX |17 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2 |04 | XX |17 | 01| Dst...
2 | 04 | XX | 17 [ 02 | Peningakatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2 | 04 [ XX |17 | 03 | Dst... L
2 104 [ XX |17 |04 | Dst..
2 | 04| xXX|17 |05 Dst..
2 | 04 [ XX 117 [ 06 | Dst...
| 2 [ o4 | xx| 17 [o7]|Dst.
' , Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
2 | 04 | XX |17 |08 pariwisata B
2 | 04 | XX |17 [09]Dst.. |
—. |
2|08 Kalautan dan Perikanan |
2 105 |XX]|15 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2 | 05 | XX | 15 | 0t | Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
Pendampingan Program PEMP, PLBPM dan Inventarisasi Kawasan
2 | 05 | XX | 15 | 02 | Lingkungan Pemukiman Nelayan Calon Penerima Bantuan Program PLBFPM
20098-2010
2 | o5 | xx| 18 Program pemberdayaan marcyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan
2 1 os | xx!| 18 | o1 &:embenlukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya
elautan
2 |05 | xx |16 [02]ast.. ... ]
|
Peningkatan kesadaran dan periegakan hukum dalam pendayagunaan
2 |05 | XX | 17
sumber daya laut
2 | 05 | XX | 17 | 01 | Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laul
2 | 05 | XX | 17 | 02 | Operasi laut 3
2 | 05| XX | 17 [ 03 | Dst..
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L]

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

2 |05 Xx|18 pendayagunaan sumberdaya laut
2 | 05 | XX | 18 | 01 | Kajian mitigasi bencana alam a1t dan prakiraan iklim laut '
2 |05 [ XX |18 |02 |dst.....
Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim
2 |05 | XX | 19
kepada masyarakat
2 [ 05 | XX | 19 [ 01 | Penyuluhan bugaya kelautan
2 105 [ XX]19 |02 dst.......
2 (05| XX 20 Pengembangan Budidaya Perikanan
Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan dalam mendukung
2 [ 05 | XX | 20 | 01 | o515n00itan
2 | 06 | XX | 20 | 02 | Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2 | 05| XX | 20 | 03 | Pembinaan dan pengembangan perikanan
2 | 056 | XX | 20 | 04 | Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan
Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengawasan
2 [ 05| XX} 20 } 05 budidaya air payau
2 | 05 [ XX | 20 | 06 | Pilot Project Rumput Laut
2 |05 | XX |2 Pemgembangan Perikanan Tangkap
2 | 05 | XX | 21 | 01 | Pendampingan pada kelompok nelayan
2 | 05 | XX | 21 | 02 | Pembangunan dan pengembangan pusal pendaratan {PPI) Kalianda
2 | 05 [ XX | 21 | 03 | Pemelinaraan rutin berkala tempat pelelangan ikan
2 | 05| XX | 24 | 04 | Rehabilitasi sedang berat tempat pelelangan ikan
2 | 05 | XX | 21 | 05 | Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
2 | 05 | XX | 21 | 06 | Pembangunan TPI Bakau Heni
2 | 05 | XX | 21 | 07 | Rehabilitasi dan pengembangan TPI Ketapang
2 | 05 ) XX | 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2 [ 05 | XX | 22 | 01 | Kajian sistem penyuluhan perikanan
2 | 05| XX | 22 ]02]dst.......
2 705 | XX |23 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2 | 05 | XX | 23 | 01 | Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2 | 05 | XX | 23 | 02 | Promosi pembangunan perikanan
2 |05 | XX |23 |03|Dst... o
2 |05 | XX |24 | | Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2 [ 05 | XX | 24 | 01 | Kajian kawasan budidaya laut air payau dan air tawar
2 | 05 | XX | 24 | 02 | Operasional kawasan budidaya air payau dan air tawar
2 | 05| XX | 24 | 03 | Dst...
2 |05 | XX | 25 Peningkatan Mutu Produksi Pasca Panen Perikanan
05 | xx | 25 | o1 segrb;r:i?:g produksi pasca panen perikanan dalam rangka mendukung
05 | XX |1 25 102 | Dst.. )
2 106 Perdagangan
2 |06 | XX | 15 Program perlindungan konsumen dan pengarnanan perdagangan
koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan
2 |06 | XX| 15|01 konsumen
2 | 08 | XX | 15 | 02 | fasilitas penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
2 | 08 | XX | 15 | 03 | Peningkalan pengawasan peredaran barang dan jasa
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2 | 068 | XX | 15 | 04 | Qperasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2 | 08 | XX | 15 | 05 | Pengadaan tabung pemadam kebakaran
2 |06 | XX | 16 Program peningkatan kerja sama perdagangan internasional
2 | 06 | XX | 16 | 01 | Penyiapan database kuota setiap jenis barang dan jasa
2 106 | XX | 16 | 02 | Penyebarluasan informasi database kuota
2 | 03 | XX | 16 | 03 | Penyusunan lim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
2 | 06 | XX | 16 | 04 | Fasilitas penyelesaian sengkela dagang
2 | 06 | XX | 16 | 05 | Koordinasi penge’vlaan isu-isu perdangangan internasional
2 |06 | XX |16 |06 |dst.. ...
2 | 08 | XX |17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2 | 068 | XX | 17 | 01 | Koordinasi dan singkronisasi kebijakan pengembangan industri
2 | 06 | XX | 17 | 02 | Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
| 2 | 06 | XX | 17 | 03 | Sosialisasi kebijkan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
2 | 06 [ XX | 17 | 04 | Pengembangan dalabase informasi potensi unggulan
] 2 | 06 | XX |17 | 05 | Kerjasama standarisasi mutu baik nasional, bateral, regional dan internasional
' 2 los | xx|17 | 08 ggréiskama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan
| 2 | 06 | XX | 17 | 07 | Koordinasi penyelesaian masalan produksi dan distribusi sektor industri
2 | 06 | XX 117 | 08 | Membangun jejaring deiigan eksnortir
2 | 08 | XX | 17 | 09 | Koordinasi program pengemoangan ekspor dengan i, 3tansi terkait
2 |06 | XX | 17 | 10 | Pengembangan klutster ekspor
2 | 06 | XX |17 | 11 | Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
2 | 06 | XX | 17 | 12 | pengembangan promosi perdagangan internasional
2 |08 [ XX |17 |13 [dst........
2 |06 | XX | 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2 | 06 | XX | 18 [ 01 | Penyempurnaan perangkal peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional
2 1 06 | XX | 18 | 02 | Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan vsaha ]
2 1061 XX |18 |03 | Pembangunan Pasar dan Disiribusi Barang Produk )
2 | 08 | XX | 18 | OB | Pangadaan konstruksi/pengembangan pasar
2 | 06 | XX | 18 | 09 | Pengeinbangan informasi pasar dan distribusi barang
| 2 |06 |xx|18]10]|Dst. ~ "
% 06 | XX | 19 Pembinaan Peuagang Kaki Lima Dan Asongan
2 | 06 | XX | 19 | 01 | Kegiatan pembinaan organisasi pedsgang kakilima dan asongan o
2 | 06 | XX i 19 | 02 | Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
2 | 06 | XX | 19 | 03 | Kegiatan penataan tempat usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
2 | 06 | XX | 19 | 04 | Kegiatan fasilitas modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
2 | 06 | XX | 19 | 05 | Kegiatan pergawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan T
2 los | xx!| 19 |06 };53‘:.;1:: pembangunan Qudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan
2 | 78 | XX | 19 | 07 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar |
2 | 06 | XX | 19 | 08 | Pembinaan dan penyuluhan perdagangan dan perlindungan konsumen T
2 | 06 | XX | 19 | 09 | Pembinaan Pasar Desa dalam rangka mendukung Lomba Desa
2 [ 068 | XX | 19 | 10 | Lomba UPT Pasar PEMDA .Se-KKab. Lampung Sefatan
2 106 | XX | 19 | 11 | Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar PEMDA Kab.Lampung Selatan
\
2 06 XX |20 Dst ...
L2 |06 |xx]|20]01][Dst.
2 [ 06| XX | 21 Pengawasan Kebersihan Dan Ketertiban Pasar
2 1068 | XX | 21 | 01 | Pengawasan kebersihan dan ketertiban pasar Pemda Kab. Lampung Selatan
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2 | 07 Perindustrian

2 |07 | XX |15 Peningkatan Kapasitas |lptek Sistem Produksi

2 | 07 | XX | 15 | 01 | Koordinasi modal ventura bagt industri berbasis teknologi

2 107 | XX | 15 | 02 | Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator

2 | 07 | XX [ 15 | 03 | Pengembangan infrastruktur ketembagaan standarisasi

5 o7 | xx¢| 15| 04 Pengembangan kapasitas penala pengukuran standarisasi pengujian dan
kualitas

2 | 07 | XX | 15 | 05 | Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

2 107 | XX | 15 | 06 | Pengawasan BDKT, UTTP dan barang-ba.ang yang beredar dipasaran

2 | 07 | XX | 15 | 07 | Bimbingan penyuluhan (BIMBULUH) perlindungan konsumen

2 |07 | XX | 18 Pengembangan industri Kecil dan Menengah ]

2 | 07 XXJ 16 | 01 | fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya

2 lo7 Ixx! 16 |02 :i:lir:gr?aan industri kecil dan menengah daiam memperkuat jaringan klaster

> o7l xx! 18|03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang indusii kecit dan

. menengah

2 | 07 | XX | 16 | 04 | Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil aan menengah

2 o7 | xx| 16|05 Pembenan fasilitas kemudahan akses perbankan bagi indusin kecil danm

o menengah

> | 07 | xx | 16 | 08 Fasilitas kerjasama kemitraan industi mikro, kecil dan menengah dengan
swasla

2 | 07 | XX | 16 | 07 | Pelatihan Keterampilan Industri Kecil Bordir

2 107 1 XX | 16 | 08 | Pelatihan Keterampitan industri Kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan |

2 | 07 | XX | 16 | 09 | Pelatihan Keterampilan Industri Kecil Pengolahan Hasil Pertanian

2 | 07 | XX | 16 | 10 | Monitoring dan evaluasi bidang koperasi, industri dan perdagangan

2 | 07 | XX | 16 | 11 | Ppromosi dan motivasi industri dagang kecil dan menengah

2 | 07 | XX | 16 | 12 | Pelatihan keterampilan industri kecil genteng

2 | 87 | XX | 18 | 13 [ Promosi den Mctivasi Industri Dagang Kecil dan Menengah

2 | 07 | XX | 16 | 14 | Pelatihan Motivasi Berprestasi (AMT)

2 | 07 | XX | 17 Program Peninyaktan Kemampuan Teknologi Industri

2 | 07 ) XX | 17 | 01 } Pembimaan kemampuan teknologi industri

2 | 07 P XX |17 | 02 | Dst...

2 |07 | XX |18 Program Penataan Struktur Industri

2 | 07 | XX | 18 } 01 | Kebijakan keterkaitan industri hutu dan hilir

2 (o7 | XX |18 [ 02 ( Dst...

2 | 07 [ XX | 18 | 03 | Dst...

2 | 07 | XX | 18 | 04 | Dst,,,

2 07 | XX | 18 | 05 | Dst...

2 |07 [ XX |18 |06 Dst..

2 07 | XX | 18 | 07 | Dst...

2 | 07 | XX |18 {08 | Dst...

2 | 07 | XX | 18 | 09 | Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang

2 |07 | XX |19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

2 | 07 { XX| 19 | 01 | Pernbangunan akses transgortasi sentra-sentra industri potensial

2 |07 | XX} 19 |02 Dst...

2 |07 | XX |19 |03 | Dst..

2 | 07 | XX | 19 | 04 | Dst ..

2 | 07 [ XX |19 | 05 | Dst...

2 | 07 | XX | 19 | 06 | Dst...
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2 107 XX |19 | 07 | Dst...

2 o7 lxx| 19|08 Penyulu_han peningkalan disiplin dan pengetahuan pedagang golengan
ckonomi lemah

2 |07 | XX | 20 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2 107 | XX | 20 | 01 | Pembinaan terpadu pengembai.gan komoditi ekspor

2 | 07 [ XX |20 (02| Dst.

07 L XX | 21 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2 | 07 | XX | 21 | 01 | Pengembangan Informasi Pasar dan Distribusi Barang

2 | 07 | XX | 22 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Penyuluhan peningkatan disiplin dan pengetahuan pedagang golongan

2 | 07 | XX | 22 | 01 ekonomi lemah.

2 |07 | XX | 22 |02 | Dst.

2 107 | XX |23 Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan

2 | 07 | XX | 23 | 01 | Pengawasan Bdkt, Uttp dan Barang-Barang Yang Beredar Dipasaran

2 ) 07 | XX | 23 | 02 | Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan

2 | 07 | XX | 23 | 03 | Bimbingan dan Penyuluhan (Bimbuluh) Perlindungan Konsumen

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA
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NOMOK

TANGGAL 12' &:b?"NWlHLR J._‘{ms

KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

L]

2

a

Kode Rekening ' Uraian
4] ] ] _TPENDAPATANDAERAH o
4] ﬁ&v | PENDAPATAN ASLI DAERAH T
- _— _ |

4111 Hasil Pajak Dacerah ]
Ao Pajak [otcl o -
411010000 {Hotel Bmlanb Lima Berlian “

41111} 0) 02| Hotel Bintang Lima ]
4| 1] 1101 ] 03 | Hotel Bintang Empat - i
d01 0 or ) o ||ul:.| Bint; ing Tiga N
40110105 {Hotel Bmlang Dua - ]

411 1] 017} 06 | Hotel Bintang Satu |
411 T! 01 | 07 | Hotel Melati Tiga o

4111170 | 08 [Hotel Melati Dva |
al1]1] o1 I 09 Hotel ) Mulan Satu o L

(4]0 10 Motel B o

4101000 i ] Cotrage

alilitor ! [ ()\HlLIl/l{lllll:'l_l;".T"l:llL11hlpdll/i"(\urlt_.‘,.lhtlmli/l lastel/Rumah Kost

dan Bangunan S¢jenis

4 (011 0Ot 13 | Wisma Il')ari\;i_s?lta T T
4111101 ] 14 [Dende - j B

4] L[ 1] 01 15 | Pajak Hotel o

411102 Pajak Restoran e

411102 01 | Restoran o

411 oz r_O?._ Rumah Makan o B

T[] o203 |ca T

aliprioaod | Kantin ]
4 I—T [ ! 02 | 05  Kalering N _
4111102 | 00 i Feod Court

410 o2 07 I \\_’dmn—u Makan Kaki Lima T
Jirtron Dh’ Duu!d

4101 01 o9 Pajak Restorim o ;H_u_.__;_w
RPN NN T e a s e ]
4111103 ) I_’ ||.1k Illhul.m _ o ]
Aoy Qi Tontenan I rhn/{hoal\op : ]
4117110302 l’dﬂt,ldtdn Keseman/Musik/ Tari/Busana L
47011103103 | Kontes Kecantikan - B B
Jp PP ET OV 00 ] ones Bina ]
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4011103 05 | Pameran -
4] 1[1] 03] 06 | Diskotik

a1t 03|07 | Karoke -
a1t 1] 03 | 08 [ Klub Malam B

41103 | 09 | Sirkus/Akrobat/Sulap

4101 -- 03 | 10 I’_cl'lmli'n:Am_-Ililw,»'au' -

40171103 11 | Permainan Golf S B

4101 1]1]03 I2-J Permainan BowlmU - o
4 1103 3| Pacuan Kuda B
410010351 14 igi}ldp Kendaraan Bermotor )
a1 1] 03| 15 [Permainan Ketangkasan

411 1] 0316 | Panti Pijak/Reflcksi

41111103 17 | Mandi Uap/SPA

4111103 ] 18 | Pusat Kebugaran

41111103 ] 19 | Pertandingan Olah raga o

4 1[1(03]20 | Denda

4111103 21 | Pajak Taman Hiburan _
z 11 04 T’ajak Reklatne

4 1[1] 04| 01 | Reklame Papan/Bill board/Videoteron/Megatron
411]1]04 ) 02| Reklame Kain

4|11 04| 03| Reklame D MLlel\ah’Smkel/Iempelan

41111041 04 | Reklame Selebaran/Poster

4011 04 |05 [ Reklame Ber jalan

4111104 | 06 | Reklame Udara

4111104 | 07 | Reklame Ayung R
AL ] o8 | Reklame Suara i
4|11 04 | 09| Reklame Film/Slide

411101104 | 10 | Rekldmie Peragaan

4111104 11 | Reklame Cahays

A1 1] 04 ] 12 | Reklame Kendaraan Dumdn atau Idl‘lpd Pengeras Suara
4 111] 04 | 13 | Reklame Papan Nama Seng dan Sejenisnya

471 04 | 14 | Reklame Gantungan Berupa Plastik/Plagchain

4111 04 | IS | Denda

411 1104 |16 | Pajak Reklame B

4|11 05 i i’hjnk I'c:lcralug.;m Jalan - .
41111 08 (')I I’mak Penerangan Jalan PLN

‘4_ _1_ 105 | 02 + Tenaga Listrik dari PLN bukan untuk lndustri

J 0] os ] o3 { I:I_nud l. bs_lrixadll Pl N u—n_lal\_-mﬂ_l\lr|/I3|br11_:(l/[3)

41 11]0s 04 ; I:nauq 1. 1e.tnk ,BL,”?E‘“__ Dan PLN Bukan Untuk Industri
A os b os P renagal istrik Bukan dari PLN unok Industri/Bisnis ]
4001705100 , Denda ~

411110507 i Payak Perangan Jalan

n —I {] 06 Pajak pengambitan Bahan (i:lli:ui Golongan € .

L] oo ‘ Asbes

02



al1]vioe [ 02 [BauTulis
4111 1] 06| 03 | Batu Sctengah Permata L
41171706 | 04| Batu Kapur
4111|0605 Bawu Apung L
4711 1] 06 [06 | Permata B
(411 [1] 00 [ 07 | Andesit B
41 1]06 | 08 |Bentonit 7 ‘
4|1|1]06 | 09 |Feldspar
4111106 10| Garam Batu (Hahte) B
4111106 11 |Grafit
41111106 12 Granit
alv|vloe [ 3 laps 0 o
411[1]06] 14 |Kalsit
4(1})1] 06 | 15 | Kaolin
411 |1] 06| 16 | Leusit
4111 ] 06| 17 | Magnesit
411(1]06 |18 | Mika .
4111106 |19 | Marmer
41 111]06 | 20 | Nitrat o
41117062 | Opsidien
401110622 | Oker
411110623 | Pasir (Kerikil, Kuarsa) .
T os |24 Teertit
Al oo | 2s Phospat
40106 | 20 [Tak
4 1|1] 06|27 | Tanah (Serap-Fullers Eart, Diatone, Liat)
4111 1] 06| 28 | Tawas (Alum)
4111106 | 29 | Tras
411|106 |30  Yarosif
4111106 ] 31 zeolit o
4111|061 32 | Denda
411 |1] 06| 33 | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golungan C
411107 Pajak Parkir
4111 WJ_OI Pajak Parkir
alvli]or]oaost....
aft]rloes] | P;ll‘—\f_\ll Bawah Tanah
4 1] 1,08 01 I Pujak Air Bawah Tanah
(41 1]os]o2]Dst
41|09 —.-__- | I;.l_]lk_bam ng Burung Walet

111] 09| ol —Fz-lja}; STu-rang Burung Walct

[ 1]o9 o2 Dst ...
41110 Pajak l.ingku‘lilgau
ST 1 10 | 01| Pajak Linglungan
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i

11 10|02 |Dst....
1|2 Hasil Retribusi Daerah
412101 Retribusi Jasa Umum
41172 01 |01 | Retribusi Pelayanan Keschatan
4112|010 | 02 | Retribusi Pelayanan Persampahar/Kebersihan
4112 01 | 03 | Retnibusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
411]2] 01 04 | Retribusi Pelayanan Rekaman dan Pengabuan Mayat
411[2] 01 | 05 | Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum
|41 1]2] 01 | 06 | Retribusi Pelayanan Pasar
4111201 107 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
411 (2] 01 [ 08 | Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
411210109 | Retribusi Penggantian Biaya cetak peta
411200 [ 10 ! Retribusi I’J&lyanan pendidikan -
4112 0t | 11 | Retribusi Pele—l;nganilkan
411|201 | 12 | Retribusi Pemertksaan Kesehatan Calon Mempelai
4111201 | 13 ] Retribusi Balai Benih dan Lahan Percontohan
411 2) 01 | 14 | Retribusi Pelayanan Pernikanan
411)2] 01 | 15 | Retribust Jasa Umum
4l1]2] 02| | Retribusi Jasa Usaha
4112102 | 01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
411202 ] 0z | Retribusi Pasar Glosir Pertokoan
4|1 ]2] 02 | 03 | Retribusi Tempat Perdagangan
4112102 ]| 04 | Retribusi Terminal
4, 1]2) 02| 05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir
41112 Retribusi Tempat Penginapan,Fesangrahan/Villa
4112 Retribusi I‘enyediua:y@u penyedotan kakus
4112 Retribusi Rumah Potong Hewan
40112 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ' -
41112 Retribusi Rekreasi dan Olah raga
41112 Retribusi Penyeberangan di atr
41112 Retribusi Pengolahan Limbah cair |
41 72] 02 | I3 | Retribusi Penjualan produksi usahu daerah J
411 72] 02 | 14 | Retribusi Jasa Usaha Tempat Peielangan _"
4112|0215 | Retribusi Atas Usaha Penangkapan lkan Dengan Alat ]
4112|022 16 | Retribusi Sewa Tempat Pameran, Lokast dan Pertunjukan
411 |2) 02| 17 | Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lalu Lintas Ternak
4| 112]02 |18 |Retribusi Hasil Perkebunan
W_l 2102 | 19 | Retribusi Jusa Usaha
|
411203 Retribusi Perizinan Tertentu
a1 [2]03 01 | Retribusi lzin mendirikan bangunan
4|112,03 |02 | Retribust lzin tempat penjualan minuman beralkoho!
“_t_ﬁl 2_ 03 103 Runbuu l/m BangEuan kudnulhm
alr|2]03 044 Retribusi Izin trz yek
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411|203 ‘ 05 | Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan
al1l2] 03 | 06 Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosahan
Beras
4112|0307 | Retribusi lzin Jasa Penyedotan Mobil Tinja
41 1]2] 03 | 08 | Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
4112|0309 | Retribusi lzin industri dan Perdagangan
4(1]2]03 | 0 | Retribust lzin Pemutaran dan Jasa Usaha Rental
411/2]03 | 11 | Retribusi lzin Ketenagak%&an
4112|0312 | Retribusi lzin Bangunan
4112|903 | 13 | Retribusi Perizinan Tertentu
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
41113 o1 Bagian laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Dacrah
4(1|3| 0l | 0! |Perusahaan Daerah Pasar
41301 | 02 | Bank Pembangunan Daerah (BPD)
4113|010 | 03 | Perusahaan Dacrah Air Minum (PDAM)
4|13]| 0! | 04 | Ragian laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah
4(1]3 01 | 05 | Sumbangan pihak ke 111
4(1]3]01 |06 | Bagian laba dari penguatan modal petani (KIPP)
(131 02 Bagian laba atas peayertaan Modal pada Perusahaan Milik

Pemerintah /BUMN

113]02 ]| 01 | BUMN ...

1(3]02 02 Dst.....
L 3] 03 Bagian laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Swasta.
1[3] 03 | 01 | Perusahaan .....
113(03 02 |Dst.......
14 Lain-lain Pendspatan Asli Daerah yang Sah
41114 01 Hasil Penjualan Asct Daerah yang Tidak Dipisahkan
4 lj_4 01 | 01 [ Penjualan/Pelepasan Hak Atas Tanah
4114100 | 02 | Penjualan Peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai
4, 1]74]| 01 | 03 | Penjualan Mesin alat-alat berat tidak terpakai
41114 01 | 04 | Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4111401 | 05 | Penjualan Kendaraan dinas Roda dua
al1l4(01]o06 Penjualan Kendaraan dinas Roda empat
41401 | 07 | Penjualan Drum Bekas
411 [4]01 | 08 | Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4|1(4, 01 | 09 | Penjualan lampu hias bekas
4114|010 | 10 | Penjualan bahan-bahan bekas bangunan
LA 0T | Penjualan perlengkapan Lalu-lintas S
4111400 | 12 | Penujualan obat-obatan dan hasil farmasi
(4 [ L] 4] 0F [ I3 | Penjualan hasil Pertanian
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4014014 Penjualan hasil kehutanan

4,14 01 | 15 | Penjualan hasil perkebunan o

41114100 | 16 | Penjualan hasil peternakan -

al1]4l0l |17 Penjualan hasil perikanan ]
411|401 | 18 | Penjualan hasil sitaan

41114l 01 [ 19 Penjualan Jalan dan Jembatan

4 1[4 01 | 20 | Penjualan Bangunan Air

411 14] 01 | 21 [ Penjualan Instalasi dan Jaringan

414 01 | 22 | Penjualan Bangunan Gedung

41114101 ) 23 | Penjualan Monumen

4114101 |24 | Penjualan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

411401 | 25 | Penjualan Alat-alat Kedokteran, Laboratorium dan Kesehatan

4 1|4 01 |26 | Penjualan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olah Raga
41114 01 | 27 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4111401 | 28 | Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah yang Sah
4|14 02 Penerimaan jasa Giro
(4111402 | 0l | Jasa giro kas Daerah

4114|021 02 | Jasa giro Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran

41 114]02 |03 [Jasa giro danu cadangan

411]4]02]04 | Penerimaan Jasa Giro
4|14 03 Pendapatan Bunga I-)Tpt.silo

41 114]063 0l [ RcTcning deposito pada Bank ..., B ]
R R T I T
~|1[4] 04 Tuntutan ganti kerugian Daerah

41114104 |01 | Kerugian Uang N o L

401 (4] 04|02 Kcrugiaﬁ Barang o

41114 04| 03 | Penerimaan Kelebihan ‘i’cn_lbayamn

411 ]4]| 04| 04 | Penerimaan Ganti Rug: atas Kekayaan Daerah

41114 05 Komisi Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah

4| 14105 | 01 | Pencerimaan komisi dari pcnempatan kas dacrah
(4] 114 05| 02 | Pencrimaan potongan dari .

411 14|05 | 03 | Penerimaan Keuntungan selisih nilai tukar rupiah dari ...

4 tlajos]od]ps.

4|14 06 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
A4 00| o1 l‘Bitlung péndidil-:an“ - 7

4)1!4] 06| 02 | Bidang Keschatan ) |
41114106 | 03 | Bidang Pekerjaan Umum

4114 06 04 | Bidang Perumahan Rakyat

4111400 05 féi(l_ung Penataan R_u;.mg” o -

41114106 | 06 | Bidang Perencanaan Pembangunan

411 14] 00| 07 | Bidang Perhubungan

411 14] 006 08 | Bidang l.inghﬁlgzm I-lidu_pi

al1lalos | 09 Bidang Pertanahan
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i {406 |10 )D0st.... .
41407 Pendapatan Denda Pajak
4114107 | 0t | Pendapatan Denda Pajak Hotel
4140702 _E;MamH Denda Pajak Restoran
41114 07 | 03 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4,14 | 07 | 04 | Pendapaten Denda Pajak Reklame
4|1 (4] 07 05 | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
41114 07 | 06 | Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
4111407 | 07 | Pendapatan Denda Pajak Parkir ' |
4|1(4| 07 | 08 | Pendapatan Oenda Pajak Air Bawah Tanah
4114|0709 | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
411(4107 | 10 | Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
4114|0701 |Dst..... .
4147108 | Pendapatan Denda Retribusi o
4} 114 08 | 01 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4104 08|02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4|1]4]| 08 | 03 | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
411408 ;04 |Dst......
4 (1 4] 09 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4114109 | 01 | Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaa
4|1]4] 09 | 02 | Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4|14/ 09| 03 | Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
ait]afloo]oalose B |
s1t]4] 10 Pendapatan dian Pengembalian
4|114] 10| 0] | Pendipatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
alilal ol oo Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Biaya Asuransi
L ~ | 7 | Kesehatan B o -
i Lial 1ol o3 I’t,ndd;mhm dart I’Lnuunhdlmn Kelebihan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
:_T—; 10 | 04 I[’)f::g:palan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan _
Al]a 10 [ os Pendapatan dari I;Engcmhuliun Uang Muka o
4111410700 | Dst.... .
414 11 FFastlitas Sosial dan Fasilitas Umuam
4 14| 11 ) oL | Fasilias Sosial
41114 __Iﬁlﬁ 02 | Fasilitas Umum T
4111411 |03 |Dst.. .
414412 Pendapatan dan Penyelenggaraun Pendidikan dan Pelatihan
411412 ] 01 Uang Pondaftaran Ujan Masuk
1411141 12102 | Uang Sckolah Pendidikan dan Pelatihan
4111412103 U"ll]L U |mn Kumnkan Tingkat/Kelas
alilalnloi e
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40413 Pendapatan dan Angsuraa / Cicilan Penjualan ]
41114113 | 01 | Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
41114 ] 13| 02 | Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4|14 14 Pend:apatan dari Premi Asuransi
411 4] 14 | 0l | Asuransi
41 14| 14 | 02 | Denda
411|4| 14 | 03 | Pendapatan dari Premii Asuransi
411 (4] 15 Fengembalian Pinjaman Peagutan Modal Petani
41]4] 15 01 | Pinjaman Penguatan Modal Petani
4| 1]4] 15| 02 | Bunga Pinjaman Penguatan Modal Petani
41114 15| 03 | Denda Pinjaman Penguatan Modal Petani
4114 15| 04 | Pengembalian Pinjaman Penguatan Modal Petani
4|11 4|16 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4114|116 | 01 | NCR (Nikah Cerai dan Rujuk)
41114 16 | 02 | Lain-lain Pendapatan Asli Dagrah yang Sah
4|2 DANA PERIMBANGAN
4121 W:I:!:w,i Hasil Pajak/Bagi Lasil Bukan Pajak
42101 Bagi Hasil Pajak
4121|001 | 91 | Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan
42| 1] 01 | 02 | Bagi Hasil dari BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
al2111 0103 Bagi Has:il dar Pajalt; Pe.nghasilan (PRI]) Pasal 25 dan Pasal 29
Wajib Pajak Orang Pribadi dalamy Negeri dan PPh Pasal 21
42100 |04 | Bagi Hasil Pajak
42102 Bagi Husil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4|21 02 01 | BagiHasil dari luaran Hak Pengusaha Hutan - B
412102 ] 02| Bagi!lasil dari Provisi Sumber Daya Hutan T
412|102 | 03 | Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
412 |1] 02| 04 | Bagi Hasil dari luaran Tetap {Land-Rand)
42| 1] 02| 05 | Bagi Hasil dari [uaran Eksplorast dan iuran Eksploitasi (Royalti)
4|2|1]| 02| 06 | Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan
4121|0207 | Bagi Hasil dari ! ungutan Hasil Perikanan
i*.’lﬁfl . 02 | 08 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
412,102 | 09 | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
alal1 o210 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
;4:; T 02 | 11 7l]agi_llzlsil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam N
4122 Wl):lll;l_mi&—a_s_rﬁ_:n um ~
422w Dana Alokast Umum )
41227101 01 [ Dana Alokasi Umum
12,3 Dana .-\IuIAulsi I\Iunn. S i o
4121301 Dana Alokasi Khusus ]
42301 | Ol | Dana Alokasi Khusus
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4]2[3] 01 | 02 | Dana Alukasi Khusus
43| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
43|11 Pendapatan Hibah
413(1]01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah
413 ]1]ot]ol | Pemerintah
413|102 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
413(1]02 01 | Pemerintah Daerah ... .
41311102 |02 |Dst.......
|
4131 03—[ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi swasta
[ dalan: Negeri
4 103 | 01 | Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
413170302 ]Dst..
41311 04 Pendapatan Hibah dari Kelompnk Masyarakat/Perorangan
413[1]04 01 [Kclompok Masyarakat /Perorangan
3[1704]02 | Dst...... |
4311|035 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri Tl
4|31 1|05 | 0l {Pendapatan Hibah dari silateral \
413|105 | 02 Pendapatan Hibah dari Multilateral ]
4(3]1| 05|03  Pendapatan Hibah dari Donor ]
4(3]1[05]104 |Dst......
4132 PanaDarurat J
432, 01 Penanggulangan Korban /Kerusakan akibat Bencana
413{2] 01| 0l | Korban kerusakan akibat Bencana alam
43 (2] 01| 02 | Korban kerusakan akibat Bencana sosial
312101 03 | Penanggulangan Korban /Kerusakan akibat Bencana J
|
_ ] _ |
— |
4,3|3 Dana Bagi 1lasil Pajak dari Provinsi dJan Pemerintah Daerah
43|31 o1 Daua Bagi Hasil Pajak dari Provinsi |
4|33 |01 |0l | Dana Bagi Has'l dari Pajak Kendaraan bermotor
413 (3] 01 | 02 | Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan diatas air
4131301 | 03] Cana Bagi!lasil dari Bea Balik Nama Kendaraan bermotor
4|3 (3|0l |04 | Dana Bagi Hasil dari Bea Balik nama kendaraan diatas air
4313 01 |05 |DanaBagi Hasil dari Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor
al3l3l 01| 06 Dana Bagi lfasil dari Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air
“bawah tanah
slalalor | o 3;:1:::1}{5:15: Hasil dari Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air
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313 |0l | 08 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
33|02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
313102 | 0l | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
313([02]02|Dst.....

3|3|03 Dana lasil Pajak dari Kabupatcn
313] 03 | Ol | Dana Hasil Pajak dari Kabupaten
313103 02 |Dst.....

3|3 04 Dana Hasil Pajak dari Kota’

313| 04 | 0! | Dana (lasil Pajak dari Kota

313(04 |02 (Dst.. ...
3|4 | Dana Penyesugian dan Otonomi Khusus
34|01 Dana Penyesus.an

3141301 | 01 | Dana Peny2suaian

31401 | 02 |Dst......

34| 02 Pana Otonomi Khusus

31402 | 01 | Dana Otonomi Khusus

4102 |02 |Dst.....

3|5 Bantuan Kenangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
3| 5|0 Bantuan Kenangan dari Provinsi
3(5|01 | 01 | Bantewan Keuangan dari Provinsi
315|/0] |02 |Dst.....

35|02 Bantuan Keuangan dari Kabupaten
3(5] 02| 01 | Bantuan Keuangan dari Kabupaten .......
350202 | Dst.. .

3|50 Bantuan Kenangan dari Kota

3|5, 03 |0l | Bantuan Keuangan dan Kota

305,003 |02 |Dst......

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA
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LAMEPIRAN VI PERATURAN BUPATTI LAMPUNG SELATAN

NONGR
TANGGAL

! Ef', ' *h#f’éi'x’.lh

2008
2008

KODE REKENING BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rckcning—} Uratan
5 l BELANJA DAERANU
ST1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5111 BELANJA PEGAWAL
S0 110l Gaji dan tunjangan ) B
5101 1[01]01 | Gaj pokok PNS/Uang reprasniasi
511 1 101 ]02| Tunjangan keluarga
S 1| 10103 ]| Tunjangan jabatan ‘
SV 1|00 ] 04| Tuyangan fungsional
51 1] 1]01]05] Tunjangan fungsional umum
51 1] 1]01]|06/ Tunjangan beras
S| 1| 10107 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus
511 1] 10l 08| Pembulatan gaji
5111 1 ]01]09] luran asuransi kesehatan
5711100 10| Uang pakct
s or [ Tumjangan panitia musyawarah
501 1]01]12] Tunjangan komisi
s 1] 1]01]13] Tunjangan panitia anggaran
510,101 01|14 Tunjgnga—n badan kehormatan
§11 (1|01 15| Tunjangan salat kelengkapan
st ]o1]1e Tunjangan perumahan
511 1[01]17] Uang duka/wafat |
5,0 1|01} 18| Uang jasa pengabdian
511 1[0l %] Tunjangan Perbaikan Penghasilan |
S5TH[1]01]20] Akres |
S 110121 Tunjangan Kescjahteraan
5|11 ol ] 22 Tunjangan Keschatan i
$ | 17 1]01"23 Tunjangan Dana Pensiun
511 1101 24| Tunjangan Uarg Makan Pegawai
ST i o] 28 Tunjangan Transport Pegawai
5 5191206 l‘un-jangaﬁ Hari l{dyal o o
ST L0027 ] Tumangan Pendidikan Aunak J
S1 110l '_‘SJ;Funj'mgnn Culi Pegawai S 1
511101} 29] Tunjangan Khusus Pegawai Daeral/PNS
571 ] 1 o1 [30] Gaji dan Tunjangan Pegawai Dacrah/PNS
sl e V'I'uninng:m L ain-lain ‘_‘l-i-;l-‘;pilli'ln din ungy,uluﬂ DPRD serta
B O TR IO N L A Y )
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rS 1|1 ] 12 Tambahax(b&nghaéﬂzih PNS o j
5| 1] 1 ]02)01 | Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ‘
51011 102)02]| Tambahan penghasilan berdasarkan tenipat bertugas |‘
511110203 Tambahan penghasiian berdasarkan kondisi kerja ‘

~—'5 I ITO'.Z 04 | Tambahan penghasilan berdasarkan kelengkapan profes) —‘
ST 0208 Fambahan penghasitan berdasarkan prestast kerja B
st loa] E&iﬁ_ﬂf i)&lﬁcfriiﬁgun pimpih_h-ﬁ dan anggota DPRD serta

KDU/AWKII
S0 I 0301 Belanjé{'pcnunjaﬁ@ﬁope@ég)nal pitTlpinan lilfRD B

| S 11037702 | Belanja penunjang komuniksi intensif pimpinan dan anggota DPRD
St 105,03 Belanja penunjang KDH /WKDH
5,111 |03| 04| Belanja operasional KDH/WKDH
511 1 [03]05] Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDI

| ‘

I 5111104 Belanja Pemungutan Pajak Daerah ‘
511 |1/04]01|Belanja pemungutan PBB
5111 04|02/ Belanja pcmungutan Pajak Daerah C
5112 "BELANJA BUNGA i
S11H]2]01 Bunga utang pinjaman
S5 L[ 2101]0l Bungautang pinjaman kepada pemerintah

PS5 1120102 Bunga utang pinjaman kepada dacrah
511 ]2|01]|03 | Bunga utang pinjaman kepada keuangan Bank
511 210! 04| Bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank

|
S|1lz2]o02 "W73u11ga ulﬁ-lllgoblig_d_s”i" N
S| 120201 | Bunga utang obligasi

(1203 Bunga utang

I L 2 ]03 0l | Bungautang

513 BELANJA SUBSIDI
511301 Belanja subsidi kepada pemerintah perusahaan /lembaga
51113 )01 01| Belanja subsidi kepada perusahaan
ST L3014 02) Belanja subsidi kepada lembaga
S0 310003 Belanja subsidi
5014 | BELANJA THBATL
Sl Betanga libah kepada p[‘n\#uirliil-{l'hh pusat
5114001 Pemerintah pusat |
S| 140002 Inuansi Vertikal

S ao] _Il_clanja hibah kepada pemerintah daerah

"5 11| 4]02]01 7 Pemerintah dacrah
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ST1|4]02/02]dst.. ..
S11 (403 Belanja hibah kepada pemerintah desa
511 (4]93]|01| Pemerintah desa
51 74]03]02dst......... |
5011 14,04 Belanja hibah kepada perusahaan daerah /BUMD/BUMN ‘
ERRRERED 01 | Perusahaan dacrah BUMD/BUMN
'S4 lo4l02 dst o
S 405] Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
ST 1]4]os] 0l Badan/lembaga/organisasi/swasta
S 1405 02 dst.........
511|406 Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan
S11]4]0601]| kelompok masyarakat/perorangan
S| 1 |4([00]02 dst......... '
51158 BELANJA BANTUAN SOSIAL
S11 |50l Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan
511150101 Panti Asuhan
S| 1]5]01)02] Panti lompo
5115|0103} Yayasan Sosial
S{1fs|or]or PRK ]
511 |5]01]05] Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
5115|0106, Organisast Kemasyarakatan
511502 Belar)a bantuan partai politik
S|1]5p02) 01 Bclanj; bantuan partai politik
5115703 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENINGKATAN
PARTISIPAST MASY. DLM. PEMBANGUNAN
511 5]03 |0l | Kiset/Penehitian Pembangunan
S| t|5]03]|02]| Pameran I’e-mbzinghha'n -
5115 ]03]03]| kegiatan Kemasyarakatan yang Menunjang Pembangunan
5111503 04| Kegiatan Kemasyarakatan
'S5 1] 504 BELANJA BANTUAN SOSIAL INFRASTRUKTUR SARANA
PRASARANA
S| 1]5]04]|01 Air Bersih o -
‘ 51| 570402 Jalan dan Jembatan
S| H|5|04103]| Tempat Ibadah
ST s [od] o4 'I'clnj—)-uf’l’illgg:ll
sIT|s|o4]0s P_cnfcrungun Jalan Umum
S LTS Tod ] 00| Infrastruktur/Sarana Prasarana
511 15105| [BELANIA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDIDIKAN |
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5 | 05

01

MI/SD dan Sekolah Sederajat

5705

02

MTs/SMP dan Sekolah Sederajat ]

5108

03

MA/SMA dan Sekolah Sederajat

|t ] —

0s

04

Pendidikan

a

06

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT
LANGSUNG

06

01

Petani, Peternak dan Nelayan

06

02

Kelompok Usaha Kecil/Mencengah

06

03

Masyarakat Ekonomi Lemah/Miskin (Raskm)

06

0-

Organisasi Keagamaan

vl ungj |l Lng La

06

05

Masyaraha{tﬁ_

wh

Ch

07

BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK DANA
BERGULIR

07

Ol

Belanja Bergulir untuk k.epecluan Pertanian

07

02

Belanja Bergulir untuk Keperluan Perkebunan

Lh{ A un

07

03

Belanja Bergulir untuk Keperluan Kehutanan

|

Q7

04

Belanja Bergulir untuk Keperluan Perikanan dan Peternakan

07

05

Belanja Bergulir untuk Masyarakat Ekonomi Lemah
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07

06

Belanja Bergulir untuk Kelompok Usaha Kecil/Menengah
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07

07

Dana Bergulir
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BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI
PROFESI

08

01

lkatar Bidan Indonesia

08

02

Ikatan Dokter Indonesia ]

08

03

Persatuan Guru Republik Indoncsia (PGRI)

08

04

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

038

05

Ikatan-Akuntan Indonesia (1AlI)

08

0o

Persatuan Wartawan Indonesia (PW1)

08

07

lkatan Keluarga Anggota Dewan (IKADA)
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08

08

Organisasi Profest
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BRELANJA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

09

01

Belanja Komisi Pemilihan Umum

09

02

Belanja Panitia Pengawas Pemilihan Umum

6

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROPINSI /KABUPATEN
/KOTA DAN PEMERINTAH DESA

0l

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada proviasi

01

0l

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi

02

12

0

Belunja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota

Belanja daerah kepada kabupaten/kota

02

5
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sli1]6]o03 Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
51 1|6 |03|O0l |Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
16|04 Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten/kota
| | 6 104 | 0! | Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten/kota
5111605 Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa
5|16 |05|0] | Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
5(117 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVISINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN
DESA
s l700 Belanja bantuan keuangan kepada provinsi
51 1| 7]|01 0| Belanja bantuan keuangan kepada provinsi
Sy 7]02 Belanja kevangan kepada k;bupaten/kola
3 | 1] 7|02 0l | Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan
5111 7]02]|02} Penunjang Ketentraman Kerawanan Sosial
511 | 7)02]|03 | Penunjang Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan
ST 7102|104
S|11|7]03 Belanja kecuangan kepada pernerintah desa
511 |7 ]03]|01 | Belanja keuangan kepada pemerintah desa
5111|704 Belanja bantuan keuangen kepada pemerintah daeralvpemerintah
desa
S| 1| 7]|04]|01 | Belanja bantuan keuangan kepada provinsi
5111 7]04]| 02| Belanja.bantuan keuangar kepada kabupaten kota
S| 1|7]|04|03 | Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa
S| 1|7 |04]04] Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kecamatan
S11 17105 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN KECAMATAN
S| 1) 7 05|01 | Belanja keuangan kepada pemerintah kecamatan
S|1 /8 BELANJA TIDAK TERDUGA
51 1]8]|01 Belanja Tidak terduga
5| 118010l Belanja Tidak terduga
511 8)01/|02] Tidak tersangka untuk Korban Bencana Alam dan Sosial
ST U8 01]03 ] Tidak tersungka untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial
51180l 04| Tidak tersangka untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia
S|{1 |8 |01[05]|Cadangan .......ccoveviirviieiininennnn,
511 (8]01]061 Cadangan .......c.c.ovviivicinenninn.
§12 BELANJA LANGSUNG
]
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BELANJA PEGAWAI

01

Honorarium PNS

01

01

Honorarium panitia pelaksana kegiatan -

0l

02

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

01

03

Honorarium Tim/Panitia

01

04

Honorarium/Upah Peserta

01

05

Honorarium/Upah Non Tim/Panitia

01

06

Honorarium Peserta
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01

07

rlonorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

02

Honorarium non PNS

0l

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

02

02

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
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02

03

Honorarium Peserta

03

Uang lembur

03

01

Uang lembur PNS

03

02

Uang lembur non PNS

03

03

Uang Lembur Tim/Panitia

03

04

Uang Lembur Non Tim/Panitia
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03

05

Lembur

04

Belanja beasisw 4 pendidikan PNS

04

0l

Belanja beasiswa tugas belajar D3

04

02

Belanja beasiswa tugas belajar S1

03

Belanja beasiswa tugas belajar 52
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1|04

04

Belanja beasiswa tugas belajar S3

05

Belanja-kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

05

01

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

02

Belanja sosialisasi

05

03

Belanja bimbingan teknis
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1
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1
1

05

04

Belanja kursus pelatilan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS |

06

Insentif, Upah Pungut, dan Tunjangan

06

01

Insentif Untuk Tim/Panitia

06

02

lusentif Untuk Non Tim/Panitia

06

03

Belanja pemungutan PBB

04

Belanja pemungutan pajak daerah

06

05

Tunjangan Bendaharawan Umum Dacrah (BUD)

06

06

Tunjangan Bendahara dan Pembantu Bendahara

06

07

Tunjangan Operasional Pengelola Pendapatan

|
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l
1
1
1
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06

|
1
|

00

08

ol

Tunjangan Operasional Pejabat

irsentit Pemungutan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Insentif

I
1|06
i 07

Belanja Perawatan dan Pengobatan
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Belanja Dokter Umum




LIFY

571211 ‘ 07 | 02 | Belanja Dokter Spesiahis
S1201 \ 07 | 03 | Belanja Perawatan dan Pengobatan Lanjut Dalam Daerah
512 1|07 04| Belanja Perawatan dan Pengobatan Lanjut Tuar Dalam
Dacrah/Negeri L
S [ a7 08 Belanja General Chek Up
s|211]07]06 Beldnjv Perawatan DPRD (Asumnst)
S| 2] 107107 Belanja Perawatan dan Pengobatan
51201 |08 Bdann Pengembangan Sumber Daya Manusia
512 |4 [08]01[Belanja Penclitian dan Studi
S 12| 1 |08| 02| Belanja Penyarnngan Calon Siswa STPDN, 11P, S1, S2, §3
57211 08|03 | Belanja Pendidikan Penjenjangan Struktural
5012|1108 04| Belanja Pendidikan Fungsional
s2] 1 080 Belanja l’(,nt't.mbanuan Sumber DIya Manusia
5122 BELANJA BARANG DAN JASA
502201 Belanja bahan pakai habis
512201 01| Belanja alat tulis kantor
5,212 01|02 Belanja dokumen /administrasi tender
5120210003 Belanja alat Listrik (hn clektronik
5|21 2|01,04 Belanja perangko, materai dan benda pos
5|21 2]|01|05| Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
s 2120100 Bul;ﬁﬂ(fl};{l‘lffﬁ bakar mmydl\ £as N
s 2] 20107 Belanja pengisian tabung pecmadam kebakaran
5122|0108 BclanJa pengisian tabung, gas
R ERERTRE T m]T Bahan yang Bukuﬂan duu,.m Komputer
s{2(201l10 _Belanja Obat-obatan
512|201 11]|Belanja Bahan Keperluan Laboratorium
$12]2|01 12| Belanja Bahan Radiologi
s l2(2(01]13 Belanja Bahau EKG o
S [2[27]01] 14| Belanja Bahan USG
5122|0115 Belanja Bahan Fisioterapi
S122|01] 16| Belanja Bahan Alat Olah Raga
512120117 Belanja Spanduk
512]2]|01] 18] Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
s(2)2]0119 BC[-dl'IJd Alat Kontrasepsi
5121202 BLIJI'IJJ baban /material
s|z2] 2 o2]ol Ikl.uu.t h.llmn baku Imn“umm T
S1212]102]02Be |d|1_]d bahan bibit tanaman
S 12 202703 Belanja bibit ternak
sl2]2]0lu Belarja bahan obat-obatan
51212 02]05]| Belanja bahan kimia
5122 02|06 | Belanja Bahan Untuk Pertaman, Perkebunan dan Kehutanan
sl 007 Belanja Bahan Untuk PPeternakan dan Perikanan
0| 2] 202108 | Belanga Balan Percontohan dan Alat Peraga o
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[' sla2l2]o2]w BLLIIIJ.I B: 1'mn/f\/‘|.uclml |
| s2)2]03 Bclunja Jasa Ka ntor o
15| 2]2]03] 01 Belanja telepon ]
51212 |_O3 02 | Belanja air
S 12 72703]03] Belanja listrik
S 20 2103 |04 | Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang T
5V2 ] 2103|05) Belana surat kabar/majalah -
52| 203 06| Belanja kawal/faksimili/internct |
s |21 2]03]07] Belanja paket pengiriman J
5! 2| 27]03]08Belanja sertifikasi |
}_i 212 ]03]09] Belanja jasa transaksi kecuagan
502102 OBTWH_mjﬁaﬁsmministrasi pengumuman pajak penerangan jalan )
ne umum - |
S 12021031 1| Belanja jasa admiristrast pemungutan pajak bahan bakar kendaraan
bermuotor
512 ]2103[12]Belanja TV Kabel, Internet dan Multimedia |
5121203 13| Belanja Pembayaran Pajak - ]
51212103 14 Belanja Pengurusan Kendaraan Bermotor (SIM, STNK dil) o
5122 _"bfi"" VS [ Belama Asaransi
s l2V2 03 101 Belanja Lam;—)u Jalan -
512|203 17 BelanjaJasa Kantor
51212103 18] Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik
S22 04 Belanja premi asurans - |
512 2104]| 01 Belanja premi kesehatan ’
5122 ]04|02| Belanja premi asuransi barang milik daerah j
sl2]2]o4]03 dst...... S ﬁ_ﬂ
s[21727]05] | Belaga perawatan kendaraan bermotor
5122|0501 | Belanja jasa service
5122 05|02] Belanja penggantian suku cadang
L_S 2 1 05 | 05 | Belanja bahan bakar minyal-:/gwn pelumas
51212 |U05| 01| Belanja jasa KIR
s {272]05]05! Belanja STNK
s1212os 'E)i(;‘rlﬂanja perpanjangan SIM-
> | 2| 20507 Belanja perawatan kendaraan bermotor |
‘ |
h 20206 | Belanja Luhmm suandaan - 1
5122|0601 Belanja cetak
51212(06|02 Bulzmja pn.ns,gandaan
5021210603 I ctacopy, Penjilidan dan Kliping )
S22 000l Belanja Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor |
51212107 Belanja sewa rumah/;?edulxg/t;,udang,jparkir
512|2|07)|01 | Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
sl2lz2lo7]02 Ilcl.lm.t \L-\\:;:Lm /kantor/iempat
sl212(07103 Belanja sewa ruaﬁt_rwripat/pertemuan o
s12] 2710704 Belanja sewa tempat parkirfuang tamlmt/lan,L.ar sarana mobilitas
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07

05

Belanja sewa tanah

WAl L

07

06

Belanja sewa tempat

NN

08

Belanja sewa sarana mobilitas

08

01

Belanja sewa sarana mobilitas darat

08

02

Belanja sewa sarana mobilitas air

08

03

Belanja sewa sarana mobilitas udara
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08

04

Belanja sewa sarana mobilitas

09

Belanja sewa alat berat

09

01

Belanja sewa eskavator

09

02

Belanja sewa buldoser
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09

03

Belanja sewa alat berat

10

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
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10

01

Belanja sewa meja kursi

10

02

Belanja sewa komputer dan printer

10

03

Belanja sewa proyektor

10

04

Belanja sewa generator

10

05

Belanja sewa tenda

10

06

Belanja sewa pakatan adat/tradisional
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10

07

Belanja ses 'a perlengkapan dan peralatan kantor

1

Belanja makanan dan minuman

g
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Belanja makanan dan minuman harian pegawai

11

02

Belanja makana'i dan minuman rapat

11

03

Belanja makanan dan minuman tamu

11

04

Belanja Makan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
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11

05

Belanja Makan dan Minuman

Belanja pakaian dinas dan atributnya

0l

Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH

02

Belanja pakaian sipil harian

03

Belanja pakaian sipil lengkap

04

Belanja pakaian dinas harian

05

Belanja pakaian dinas upacara

06

Belanja Pakaian Olah Raga

07

Belanja PPakaian Hansip

08

Belanja Pakaian Polisi Pammong Praja

11

Belanja Pakaian Khas Daerah
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Belanja Pakaian Dinas Batik

»

Belanja Pakaian Dinas.
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Belanja pakaian kerja

Belanja pakaian kerja lapangan

Bclanja Pakaian Kerja Pesuruh/Cleaning Service
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Belanja Pakaian Kerja Sopir
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Belanja Pakaian Kerja Montir
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13

05

Belanja Pakaian Kerja Satpam

13

06

Belanja Pakaian Kerja Petugas Pemadam Kebakaran

13

07

Belanja Pakaian Kerja Tenaga Medis dan Kesehatan

13

08

Belanja Pakaian Kerja Tukang Kebun
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13
13

09
10

Belanja Pakaian Kerja Petugas Salar dan Kebersihan

Dl‘.lanja]ﬁkéiﬁh Kerja Petugas Parkir dan TPR
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13
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Belanja Pakaian Kerja Lapangan

14

Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu

14

0l

Belanja pakaian KOPR!

4

02

Belanja pakaian adat daerah

14

03

Belanja pakaian batik tradisional

14

04

Belanja pakaian olah raga
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14

05

Belanja pakaian khusus den hari-hari tertentu

%]

15

Belanja perjalanan dinas

15

01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

i

15

02

Belanja perjalanan dinas luar daersh

Belanja perjalanan pindnh tugas

(o]

16

01

Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
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16

02

Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah

L7

Belanja pemulangan pegawai

t7

01

Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah

17

02

Belanja pemulangan pegawal yang pensiun luar daerah
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17

03

Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan
tugas
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17

04

Belanja Pemulangan Pegawai
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18

Belanja Sewa

18

01

18

02

Belanja Sewa Alat-alat Bengkel

Belanja Scwa Alat-alat Studio dan Komunikasi

18

03

Belanja Sewa Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan Laboratorium
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13

04

Belanja Sewa Barang/Alat Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan
Olah Raga

18

05

Belanja Sewa Alat-alat Persenjataan
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18

06

Belanja Sewa Hewan dan Tanaman
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18

07

Belanja Sewa

I

19

Belanja Pgkaian Pelaksanaan Kegiatan

9

0l

Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan Tim/Panitia

19

02

Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan Peserta

19

03

Belania Pakaian Pelaksanaan Kegiatan Non Tim/Panitia

L

| Lhf uh| Lh| ta

(SRR R N O RIS B )

Lo B A I OO B S R

19

04

Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan

20

Belanja Jasa P s Eﬁtigaol’cndui\'ung Kagiatan

20

Belanja Jasa Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi
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Belanja Jasa Dokumentasi
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20 | 03

Belanja Jasa Dekorasi

20

04

Belanja Jasa Administrasi dan Akuntansi

20

05

Belanja Jasa Kebersihan

20

06

Belanja Jasa Keamanan

20

07

Belanja Jasa Reklame/lklan

20

08

Belanja Jasa Perencanaan Kegiatan
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20

09

Belanja Jasa Pihak Ketiga - Pendukung Kegiatan

21

Belanja Jasa Piliak Ketiga-Pelaksana Kegiatan
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21

01

Belanja Jasa Perancangan Kegiatan

.

21

0z

Belanja Jasa Bantuan Hukum

21

03

Belanja Jasa Penyusunan Sistem Informasi

21

04

Belanja Jasa Pelatihan dan Kursus Keterampiian
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21

0s

Belanja Jasa Penelitian dan Pengembangan (Research ang
Development)

[ ]

[ ]

21

06

Belanja Jasa Audit

(]

21

07

Belaaja Jasa Konsultasi (Laporan secara umum, pemberian saran-
saran perbaikan utk pelaksanaan keg.)

21

08

Belanja Jasa Manageiren
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21

09

Belanja Jasa Pengawasan don Monitoring (mis; Panagawasan
konstruksi, pengawasan pek. lap. bukan audit)

Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

Belanja Jasa Pembuatan SKT dan Sertifikat Tanah

Belanja Jasa Pekerja / Buruh
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Belanja Jasa Pihak Ketiga-Pelaksana Kegiatan

Belanja Jasa Keperluan Kegiatan

0l

Belanja Listrik

02

Belanja Telepon

03

Belan;ja Air

04

Belanja Surat Kabar/Majalah/Bulatin dan Semacamnya

05

Belan)a Kawat/Faksimil

06

Belanja Paket/Pengiriman

07

Belanja TV Kabel, Internet dan Multimedia

08

Belanja Pembayaran Pajak

09

Belanja Pengurusan Kendaraan Bermotor (SIM, STNK, dll)

10

Belanja Asuransi

11

Belanja lasa Keperluan Kegiatan
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12

Belanja Jasa Keperluan Ujian Sekolah

Belanja pemeliharaan alat-alat berat

0l

Belanja pemeliharaan Troktor

02
03

Belanja pemeliharaan bolduser

Belanja pemeliharaan stom wols

04

Belanja pemeliharaan eskavator

05

Belanja pemcliharaan dump truk
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06

07

Belanja pemelibaraan crane

Belanja pemeliharaan kendaraan penyapu jalan
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08

Belanja pemeliharaan mesin pengolah semen
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23

09

Belanja pemeliharaan mesin pengolah air bersih

h

10

Belanja pemeliharaan alat-alat berat

24

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor

24

0l

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan

24

02

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
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24

03

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor station
wagon
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24

04

Belanja pemeliharaan pengadadn alat-alat angkutan darat bermotor
bus

24

05

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus

24

06

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor truk

24

07

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki

24

08

Belanja pemeliliaraan alat-alat angkutan darat bermotor boks

24

09

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up

24

10

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance
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24

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam
kebakaran

224

12

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda
motor

2|24

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator

224

14

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga
berjalan

224

15

Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus
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24

16

Belanja pemeliharaan Wales dan sejenisnya
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24

17

Belanja pemliharaan Kendaraan Bermotor

25

Belanja pemeliharaan alat angkutan darat tidak bermotor

25

o1

Belanja pemeliharaan gerbak

25

02

Belanja pemeliharian pedati/delman/dokar/bendi

25

03

Belanja pemeliharaan becak

25

04

Belanja pemeliharaan sepeda

R R R

25

05

Belanja pemeliharaan karavan
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R

25

06

Belanja pemeliharaan alat angkutan darat tidak bermotor

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air bermotor

0l

Belanja pemeliharaan kapal motor

02

Belanja pemeliharaan kapal feri

MR
[
(=8

03

Belanja pemeliharaan speed boot

38
[
[

04

Belanja pemeliharaan motor boot/motor tempel

05

Belanja pemeliharaan hidro foll

06

Belanja pemeliharaan jet foll

07

Belanja pemeliharaan kapal (og boat

08

Belanja pemeliharaan kapal tanker
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Belanja pemeliharaan kapal kargo
Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air bermotor

[ ]

[g®]

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor

01

Belanja pemeliharaan perahu layar

—
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r

112

Il‘\.)

13!
3T

10

ST T RpEOT s CICR{ronik

Belanja pemeliharaan visual clektronik -

| wngoe

— ]

12

Belanja pemeliharaan tabung pemadam kebakaran
Belanja pemeliharaan Alat Reproduksi/Penggandaan ]
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31
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Belanja pemeliharaan Alat Tulis Menulis

Belanja pemeliharaan Makan dan Minum

”
-

I

=3l

Belanja pemeliharaan Alat Pembersih
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38

03

212
S5
202
2231719 Belanja pemeliharaan Alat Persentasi dan Dokumentasi
212131\ 20| Belanja pemeliharaan Televisi dan Peralatan Elektronik Sejenis
21 2 31|21 ] Belanja pemeliharaan Perkakas Kantor
S 12023122 Belanja peme'iharaan Alat Perkemahan
S{2]231]23 _ﬁa;-uja pLil](;|l|-1:i-l—-¢14c\_lll—~Aidl Menjahit
5122|3124 | Belanja pemeliharaan Alat Kantor
S12]2132 Belanja pemeliharan perlengkapan kantor
51 2] 213201 | Belanja pemeliharaan meja gambar
5 121232/ 02] Belanja pemeliharaan almari
512|232 03| Belanja pemeliharaan brankas
51223204 Belanja pemeliharaan filling kabinet
S 12]2]32]05] Belanja pemeliharaan white board
512 | 2]32]| 06 | Belanja pemeliharaan penunjuk waktu
5122 ]32]07] Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
S1212,33 Belania pemeliharaan komputer
512 2]|33]|01! | Belanja pemeliharaan komputer maimframe/server
512 2133]|02| Belanja pemeliharaan komputer/PC
S5 1212 3303 | Belanja pemeliharaan komputer notebook
512123304 Belanja pemeliharaan printer
512|2]|33]|05 Belanja pemeliharaan scanner
512 |2|33]06 ] Belanja pemeliharaan monitor display
512,233 |07 | Belanja pemeliharaan CPU
S12]2]33)08 llclznju pemelibaraan UPS
512 | 21(33|09]| Belanja peineliharaan kelengkapan komputer
S12]2|33 10| Belanja pemeliharaan peralatan jaringan komputer
52| 2|33 11 Belanja pemeliharaan komputer
’ S22 34 Belanja pemeliharaan meubelair
S| 2| 21]34] 01| Belanja pemeliharaan meja kerja o
5122|3402 Belanja pemeliharaan meja rapat
5121234 03| Belanja pemeliharaan meja makan
5 12| 2|34 )04 Belanja pemeliharaan kursi kerja
5 [ 2] 2|34]05] Belanja pemeliharaan kursi rapat
S1212]34|006]| Belanja pmmllllalaan kursi makan
512 1273407 BelanJa penn.hharaan tempal tidur
S1212(34|08 Bt,ldnm pumhluu.\a'l sofa
BRI I!cl:ﬂu.t pumhlmnmn Tak lmku/l\cnﬂmng
S22 34 10 Belanga ln.lm,h'ihumln meubelais )
5122135 “Belanja pemeliharaan pe.alatan alat dapur
S 121235101 | Belama pemelibaraan tabung gas
S22 85 102 | Belang pemeliharaan kumpur pas T
S1212 Bhldll;d pum,lnhdraan lemari makan ) B




Selanja pemeliharaan dispenser

Belanja pe:ncliharaan kulkas

Belanja pemeliharaan rak piring

Belanja pemeliharaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok

Lhl th]| Ln) wh| Ln

Belanja pemeliharaan peralatar alat dapur

L) Ln

36

Belanja pemeliharaan penghias ruangan rumah tangga

—7p————

36

01

Belanja pemeliharaan lampu hias

o

36

02

Belanja pemeliharaan jam dinding/meja
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36

03

Belanja pemeliharaan penghias ruangan rumah tangga

37

Belanja pemeliharaan alat-alat studio

37

01

Belanja pemeliharaan kamera

37

02

Belanja pemeliharaan handycam

37

03

Belanja pemeliharaan proyektor

37

04

Belanja pemeliharaanPeralatan Studio Visual

37

05

Belanja pemeliharaanPeralatan Studio Video dan Film

37

06

Belanja pemeliharaanPeralatan Cetak dan Dokumentasi
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37

07

Belanja pemeliharaanAlat-alat Studio

wn

33

Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi

38

01

Belanja pemeliharaan telepon

h| W

38

02

Belanja pemeliharaan faksimilt

—

38

03

Belanja pemeliharaan radic ssh

38

04

Belanja pemelibaraan radio hf

38

05

Belanja pemeliharaan radio VHF

38

06

Belanja pemeliharaan radio UHV

38

07

Belanja peme’iharaan alat sandi

38

08

Belarja pemeliharaan Peralatan Komunikasi Sosial

38

09

Belanja pemeliharaan Peralatan Pemancar

38

10

Belanja pemeliharaan Peralatan Translator

38

11

Belanja pemeliharian Peralatan Antena
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38

12

Belanja pemeliharaan Peralatan Penginderaan Jarak Jauh

3%

38

13

Belanja pemeliharaan Alat Komunikasi

39

Belanja pemeliharaan alat-alat ukur

39

01

Belanja pemeliharaan timbangan

39
3y

02
03

Belanja pemelibaraan teodolite

Belanja pemeliharaan alat uji emisi

39

04

Belanja pemeliharaan alat GPS

39

05

Belanja pemeliharaan Kompas, peralatan navigasi

39

06

Belanja pemeliharaan ukur

39

07

Belanja pemeliharaan barometer

39

08

Belanja pemeliharaan seismograf
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39

09

Belanja pemeliharaan Alat Ukur Universal

39

10

Belanja pemeliharaan Aiat Ukur/Test Intelegensia, Kepribadian,
Kejiwaan dan Test Sejenis

39

11 | Belanja pemeliharaan Alat Kalibrasi
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39| 12 | Belanja pemeliharaan Oscilloscope

39 | 13 | Belanja pemeliharaan Takaran

B .

39 | 14 | Belanja pemeliharacn Gelas Takar
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39 | 15 | Belanja pemeliharaan Alat Ukur

40 Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran

40 | 0l | Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran umum

40 | 02 | Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran gigi

40 | 03 | Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran THT

LI'IMU"IKJ'I‘J'I'J\

40 | 05 | Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran-bedah

wn

40 | 04 | Belanja pemeliharaan alai-alat kedokteran mata j
\
|
40 | 06 | Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran anak }

\

N RN
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wn

40 | 07 | Belanja pemeliharaan alat- alat kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan

40 | 08 | Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin

40 | 09 | Belanja pemeliharaan alat-aiat kedokteran kardiologi

40 | 10 | Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran neurologi

40 | 11 | Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran ortopedi

40 | 12 | Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran hewan

40 | 13 | Belanja pemeliharaan alat-alat farmasi

40 | 14 | Belanja pemeliharaan alat-alat penyakit dalam
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40 | 15 | Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran

4] Belanja pemeiiharaan alat-alat laboratorium

41 | 01 | Belanja pemeliharaan atat-alat laboratorium biologi

4] | 02 | Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi

41 \ 03 | Belanja pemeliharaan ala -alat laboratorium kimia

41 | 04 | Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium pertanian

41 | 05 | Belanja pemeliharaan alal-alat laboratorium peternakan

41 | 00 | Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium perkebunan

41 | 07 | Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium perikanan

41 | 08 | Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium bahasa

41 | 09 | Belanja pemeliharaan alat-alat peraga /praktik sekolah

R[]
RN DI RN RN R

41 | 10 | Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium

42 Belanja pemeliharaan konstrukst jalan

|

42 | Ot | Belanja pemelibaraan konstruksi jalan

42 | 02 | Belanja pemeliharaan konstruksi jalan fly over

42 | 03 | Belanja pemeliharaan konstruksi jalan under pass

42 | 04 | Belanja pemeliharaan Jalan Tempat Kerja
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205 Bc,lanja pcmclrhamanjalan Tempat Tinggal
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43 | 01 | Belanja pemeliharaan konstruksi jembatan gantung

43 Belanja pemeliharaan konstruksi jembatan

43 | 02 | Belania pemeliharaan konstruksi jembatan ponton

43| 03| Belanja pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan orang

(CH S IN SIFR NI R TSI Y RN N FE S
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43 | 04 | Belanja pclmhlwadn konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
43 | 05 delljd pumhhalddn Jembatan Tempat Kerja
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43

06 |

Belanja pemeliharaan Jembatan Tempat Tinggal

8]

43

07

Belanja pemeliharaan Jembatan

44

Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air

44

01

Belanja pemeliharaan konstruksi bendungan

44

02

Belanja pemeliharaan konstruksi waduk

44

03

Belanja pemeliharaan konstruksi kanal permukaan

44

04

Belanja pemeliharaan konstruksi kanal bawah tanah

44

05

Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi

44

06

Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air bersih/minum

44

07

Belanja pemeliharaan konstruksi resovir

44

08

Belanja pemeliharaan konstiuksi pintu air

44

09

Belanja pemeliharaan Jaringan Air Minum/Bersih
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44

10

Belanja pemeliharaan Jaringan Air Limbah/Kotor, Pengolahan dan
Pembuangan Sar.pah

Lh

[ 8

[

44

Belanja pemeliharaan kostruksi jaringan air

45

Belanja pemeliharaan pencrangan jalan, taman, dan hutan kota

45

01

Belanja pemeliharaan lampu hias jalan

45

02

Belanja pemeliharaan hias taman

45

03

Belanja pemeliharaan penerangan hutan kota
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45

04

Belanja pemeliharaan penerangan jalan, taman, dan hutan kota

46

Belanja pemeliharaar instalasi listrik dan telcpon

46

0l

Belanja pemecliharaan instalasi listrik

46

02

Belanja pemeliharaan instalasi telepon

46

03

Belanja pemeliharaan instalasi gas

B3 R 2| O] B2

46

04

Belanja pemeliharaan instalasi Pengaman Petir
2

46

05

Belanja pemeliharaan instalasi Pengofahan Bahan Bangunan

Lhlth| Lh| | Ln| wa| wh] WA

46

06

Belamja:pemeliharaan instalasi

[ SR AR S )
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46

07

Belanja pemeltharaan instalasi

47

Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan

a7

01

Belanja pemelibaraan konstruksi/pembelian gedung kantor

47

02

Belania pemeliharaan konstruksi/pembelian rumah jabatan

47

03

Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian rumah dinas

47

04

Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung gudang

47

05

Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah

47

06

Belanja pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan bermonumen

47

07

Belanja pemeliharaan konstruksi tugu peringatan

47

08

Belanja peimeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

47

09

Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah

fraj | oo o

47

10

Belanja pemclibaraan Bangunan Gedung Instalasi

47

Belanja pemelibaraan Bangunan Gedung Bengkel

47

12

Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Pos Jaga

47

i3

Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Garasi
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47

47

14
15

Bcrlranja pemeliharaan Bangunan Gedung Pengujian Kendaraan

Belanja pemeliharaan Bargunan Gedung Lembaga

Permasyarakatan
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47 | 16 | Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Tahanan

47 | 17 | Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

47 | 18 | Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
47 | 1| Belanja pemeliharaan Tugu Kantor

47| 20 | Belanja pemeliharaan Tugu Selamat Datang
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47 | 21 | Belanja pemeliharaan Tugu Patok

47 ) 22 | Belanja pemeliharaan Tugu

WL

47 | 23 | Belanja pemeliharaan Menara Komunikasi

47 | 24 | Belanja pemeliharaan Menara Air
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47 | 25 | Belanja pemeliharaan Menara

h e

b

48 | Belanja pemeliharaan buku /kepustakaan

01 | Belanja pemeliharaan buku matematika

|

i
[# o

Ll

B
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02 Belanja pemeliharaan buku fisika

H
<

03 [ Belanja pemeliharaan buku kimia

Y
oo

04 | Belanja pemeliharaan buku biologi
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05 | Belanja pemeliharaan buku biografi

[
£
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X

06 | Belanja pemeliharaan buku geografi

~

4

0

07 | Belanja pemeliharaan buku astronomi

-]
—

=Y

oo

08 | Belanja pemeliharaan buku arkeologi

5|

09 | Betanja pemeliharaan buku bahasa dan sastra
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48 | 10 | Belanja pemeliharaan buku keagamaan

43 [ 11 | Belanja pemeliharaan buku sejarah

48 | 12 | Belanja pemeliharaan buku seni dan budaya

48 | 13 | Belanja pemeliharaan buku ilmu pengetahuan umum
48 | 14 | Belanja pemeiiharaan buku iimu pengetahuan sosial
48 | 15 | Belanja pemeliharaan buku politik dan ketatanegaraan K
48 | 16 | Belanja pemeliharaan buku pengetahuan dan teknologi
48 | 17 | Belanja pemeliharaan buku ensiklopedia

48 | 18 | Belanja pemeliharaan buku kamus bahasa

48 | 19 | Belaija pemcliharaan buku ekonomi dan keuangan

48 | 20 | Belanja pemeliharaan buku industri dan perdagangan

=
oo

21 | Belanja pemeliharaan buku peraturan perundang-undangan

I

-
o]

22 | Belanja pemeliharaan buku naskah

48 | 23 | Belanja pemelihz.aan terbitan berkala
48 | 24 | Belanja pemeliharaan buku mikro film

Ll

48 | 25 | Belanja pemeliharaan buku peta/atlas/globe

I

48 | 26 | Belanja pemeliharaan Buku Umum

48 | 27 | Belanja pemelibaraan Buku Fitsafat

|

48 | 28 | Belanja pemeliharaan Buku Ilmu Sosial, Akutansi dan Manajemen
48 | 29 | Belanja pemeliharaan Buku Pengetahuan Praktis

48 | 30 | Belanja pemeliharaan Buku Arsitektur, Kesenian dan Olah Raga
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48 | 31 | Belanja pemeliharaan Buku Komputer

———

48| 32| Belanja pemeliharaan Buku Jumal llmiah
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48] 33 | Belaja pemelibaraan Buku

HEREN

49 Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan

[0 N S
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[ 9]

49 | 01 | Belanja pemeliharaan lukisan
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502214902 Belanja pemeliharaan patung
S 1224903 | Belanja pemeliharaan ukiran
51224904 Belana pemeliharaan pahatan
5 [ 21249 05| Belanja pemeliharaan batu alam
512021490061 Belama pemeliharaan maket/miniatw/diorama
S22 149]07 Belanja Pemchhacio Peralatan lah Raga _ S
S1212 49081 Belanja Pemeliharaan lat lic}l-;:};é‘ngﬂll dan Rambu lalu Lintas
S22 4 09 Belanja Pemeliharaan Barang, Bercorak Kesenian J2n Kebudayaan
s 12 250 “Belanja pémclEvligl-i:a*a‘:'i_ﬁ;v";n_ ternak dan tanaman
5121250 01| Belana pemeliharaan hewar kebun binatang
S {2 2]50]02]| Belanja pemeliharaan ternak
sl2]2]s5003 Belanja pemeliharaan tanaman
5121250 04! Belanja pemeliharaan hewan ternak dan tanaman
S121021]85! Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan T
572 2]51]01] Belanja pemeliharaan senjata api
S1212(50) 02| Belanja pemeliharaan radar
S 12| 2151]03 | Belanja pemeliharaan mobil water canon
S 1212|5104 Belanja pemeliharaan borgol
| s [ 21]2]51]05] Belanja pemeliharaan sangkur/bayonet
512 ] 2151106 | Belanja pemeliharaan parisai/tameng
S 1272151107 Belanja pemelibaraan ditcktor logam
S 2| 2|81 08| Belanja pemelibataan rompi anti pelury o
51212]51]09" Belanja pemetiharaan pentungan
5121|2151 10| Belanja pemeliharaan helm
5122|511 | Belanja pemeiiharaan alarm/sirine
S12] 2151 12] Belanja pemeliharaan sentolop/senter
S 1202|5113 | Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan
S1212)52 Belanja pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga
5122|5201 Belanja pemeliharaan Meia, Kursi, Lemari dan Meubelair
S12]2]32]0 Beluanja pcmclihzn‘aan“f-\lul [itung -
502 2|52]03 _E_l_c—:l_zi-n_j;i pemeliharaan Alat Penyimpanan Perlengkapan
S|12|2]52]| 04| Belanja pemeliharaan Alat Pengukur Waktu
51212 52|05 Belanja pemeliharaan Alat Pendingin
512 2)52]|06 | Belanja pecmeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
s 12| 2]52]07] Belanja pemeliharaan alat Makanan dan Minuman
5122 52|08 Belanja pemeliharaan Alat Pembersih
5121252109 Belanja pemeliharaan Televisi dan Peralatan Elektronik Sejenis
S22 52|10 Belanja pemeliharaan Perkakas Rumah Tangga
S 12 2]82] 11 Belaja pemeliharaan Alat Perkemahan o
51212 52| 12| Belanja pemeliharaan Alat Menjahit
S | 2] 2|52]|13 ]| Belanja pemeliharaan Alat Rumah Tangga
50202183 -B-éli-l;lﬁ .-L.)cliiél_ivl.iéi_laaﬁvharang-Barang Perpustakaan
S72 (2 (5301 Belanja pemeliharaan Pela
2| 2153 ] 02] Belanja pemeliharaan Bagan, Garbar, Diag?;i_h:" o
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5 ‘ 21 2| 53|03 | Belanja pemeliha-aan Bola Dunia
ST2 25304 Belanja pemeliharaan ¥Foto
§ 121215305 Belana pemeliharaa |1"1372717|"z'1'-11_;,r'li‘rig751 Dimensi ]
s 27275506 Belanja pemeliharaan Diorama T
5122|5507 Belanja pemeliharaan Barang-barang Perpustakaan
512]3 | [BFLANJAMODAL o |
- |
512|301 B—gl;ﬂa modal pengadaan tanah
5213|0101 | Belanja modal pengadaan tanah kantor O
s|l2 1 3001]02 ‘Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
512,13 O‘lJ 03 | Belanja modal pengadaan tanah kesehatan puskesmas
S512| 3|01 04| Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik o
|3 [ 2] 3 0105 | Belanja modal pengadaan tanah pendidikan taman kanak-kanak
51213 |01 |06 | Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah |
sl2 3 lor|o7 BJa—ﬁjmudul pengadaan tanab sarana pendidikan menengah
umum dan kefuruan -
S12 130808 Belanpa madal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah
fanjutan dan Kejuruan
5273 01|09 Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa
s 213 [0t 10] Belanja modal pengadaan tanah sarana pelatihan dan kursus
5123100 11| Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
ENEERE) —i'_Z—Fjiclzmjn maodal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
512|300 13| Belanja modal pengadaan tarah sarana umum terminal
s 1213 To1] 14| Belanja modal pengadaan tanah sarana winum dermaga
BEFEEEN Eelanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang
perintis J
s 12130116 Belanja modal pengadaas tanah sarana umum rumah potong hewan |
S 1203 01 17! Belanja modal pengadaan tanai sarana umum tempa pelelangan
ikan _
S 12 3|01 18| Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar
5 2T3_ 0t [ 197 Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan |
akhir sampah J
51213 ]01}20| Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman J
S 1213100 21 Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat ]
521300122 —Blen;,: ﬁTJ(ﬁlTpChg:ldﬂﬂﬂ tanah sarana umum ibadah o
5121301 |23 | Belama niodal pengadaan tanah sarana stadion olah raga
51213 0124 Belanja modal pengadaan tanah perumahan
'S 27737 01 | 25 | Belanja modal pengadaan tanah pertanian
S 12| 3]01]26] Belanja modal pengadaan tanah perkebunan
51213 001]27 ] Belanja modal pengadaan tanah peikanan |
5 1213|0128 Belanja wiodal pengadaan tanah peternakan
si12]3]oil29 gﬁelanja modal pengadaan tanah perkampungan |
slal3 o0 -Hcii[h_iu moclal ﬁL‘ngiid;i{{h -li]l_i_lql';;(:-l'}__’,lldiln]_’,illl /tempat penimbunan
miaterial bahan baku
s {2 ]3] 0131 Pelanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung
Pertokoan/Perdagangan/Perusahaan/Koperasi
S22 3 ol 32 Belampa Medal Tanah ontuk Bangutan Gedung T
| Penginapai/tlotel/Motel/Losmen dan Gedung Scjenis




230133 Belanja Maodal Tanah untuk Bangunan Gedung Kesenian dan
Kebudayaan
LS 2| 3|01 ]| 34| Belanja Modal Tanah untuk Bam,unan Gedung, Perpustakaan
sT23io1]3s _I-iﬁl—u v Maodal Tanah untuk Hdn&,undn CGedung lungi(ﬁﬂﬂli.ﬂﬁi_
s{2130) 36/ BLIanJa Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Rekreasi
2 | 3 |01 37| Belanja Modal Tanah uniuk Bangunan Gedung Laboratorium
203000130 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Muscum, Pameran
dan Geaung Sejenis
2| 3|01 | 39 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Instalasi |
2 | 3 | 01| 40 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Bengkel
2 [ 3100 [41] Belanja Modal Tanal untuk Bangunan Gedung Pos Jaga
2 1 3101 [ 421 Belanja Modal Tanah untuk tuk Bangunan Gedung Garas
2.3 01143 ’ Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Pabrik/Kawasan
] Industri
213 J 01 | 44 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Pengujian
Kendaraan
2 13 /01|45 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Lembaga
Pemasyarakatan _
2 | 3101 | 46 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung/Rumah Tahanan
23|01 |47 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kramatorium dan
Pembakaran sejenis
2 3] 01| 48 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung/Direksi Kit
2 | 310149 | Belanja Modal Tanah Gedung Mess/Asrama/Wisma/Bungalow dan
Gedung Sejenis
2130150 _Bclanjﬂ Modal Tanah untuk Bangunan Gedung
213 101].5] Bcla@ Modal Tanah Untuk jalan dan Jembatan Khusus Tempat
Kerja
2 | 3To1 | 521 Belanja Modal Tanah Untuk jalan dan Jembatan Khusus Tempat
Tinggal
5123|0153 Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung - |
5123 01|54 Belanja Moda! Tanah Lapangan Olah Raga
502130055 BBelanja Modal Tanah Lapangan Parkir |
5123 01 5a Belanja Modal Tanah Lapangan |
| |
5121302 ‘ Belanja mod. | pengadaan alat-alat berat J
s1213]02001 Belanja modal pengadaan Traktor r
sla2]302]02 Betanja modal pengadaan bolduser }
5027130203 BL.Id!‘IJE] modal pengadaan ston wals ‘
572[3|02]04 mnja modal pergadaan cskavator
5121310205 Belanja modal pengadaan dump truk
S 12131020006 Belanja modal pengadaan crane
5| 7| 30207 Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan |
5121302708 Belanja modal puu,admn mesin pengolah semen
s 23020 B_LT[.d-I_I-Jtl modal |)un.,admm mesin pengolah air bersih
s la2 3oz NBCIdn[d-nlOddTPcBC:l&ddn alat-alat berat
S127013703 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ]
|5 2303|010 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
{ 512] 3|03 02| Belania modal pengadaan alat-alat angkutan daiat bermotor jeep
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03

03

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station
wagon

el

04

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus

Ln

[\

AP S

03

05

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro
bus

03

0o

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truk

03

07

03

08

Bclanjd modal pcnmdaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki

Belanja modal p&,n&,adaan alat-alat angkutan darat bermotor boks

03

00

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
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03

10

Belanja modal pengaduan alat-alat angkutan darat bermotor
ambulance

N

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
pemadam kebakaran

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda
motor

|3}

03

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
lift/elevator

03

14

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga
berjalan

03

15

Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus

03

16

Belanja Modal Wales dan sejenisnya

Lh

[N NI o)

("]

03

17

Belanja Modal Kendaraan Bermotor

04

Belanja modal pengadaan alat angkutan darat tidak bermotor

04

0l

Belanja modal pengadaan gerbak

04

02

Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi
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04
04

03

04

Belanja modal pengadaan becak

Belanja modal pengadaan sepeda

04

05

Bcelanja modal pengadaan karavan
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04

06

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

ad

05

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor

05

01

Belanja modal pengadaan kapal motor

05

02

Belanja modal pengadaa:i kapal feri

05

03

Belanja modal pengadaan speed boot

0$

04

Belanja modal pengadaan motor boot/motor tempel

05

05

Belanja modal pengadaan hidro foll

05

06

Belanja modal pengadaan jet foll

05

07

Belanja modal pengadaan kapal tog boat

05

08

Belanja modal pengadaan kapal tanker

05

09

Belanja modal pengadaan kapal kargo
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05

10

Bclanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor

06

Belania modal pengadaar alat-alat angkutan di air tidak bermotor

06

0l

Belanja modal pengadaan perahu layar

06

02

Belanja modal pengadaan perahu sampan
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06

03

Belanja modal pengadaan perahu tongkang
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06

06
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Belanja modal pengadaan perahu karcet

B}%nj_angdal pengadaan perahu rakit

122



06

06

Belanja modal pengadaan perahu sekoci

2

06

07

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor

07

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara

07

01

Belanja mcdal pengadaan pesawat kargo

07

02

Belanja modal pengadaan pesawat penumpang

Al Las Lal bh

07

03

Belanja modal pengadaan pesawat helikopter

]
Lh

07

04

Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran

07

05

Belanja modal pengadaan pesawat capung

07

06

Belanja modal pengadaan pesawat terbang ampibi

07

07

Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang
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07

08

Belanja modal pengadaan alat-afat angkutan udara

08

Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel

08

0l

Belania modal pengadaan mesin las

08

02

Belanja moaual pengadaan mesin bubut

08

03

Belanja modal pengadaan mesin dongkrak

08

04

Belanja modal pengadaan mesin kompresor

08 | 05 | Relanja Modal Alat Bengkel Tidak Bermesin
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08 | 06 | Belanja Modal # .at Bengkel
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09

Belanja moda! pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan
eternakan

09

01

Belanja modal pengadaan penggilingan hasil pertanian

09

02

Belanja modal pengadaan alat pengering gabah

09

03

| Belanja modal pengadaan mesin bajak

09

04

Belanja modal pengadaan pengadaan alat penetas

wh| Lnf Lal ual La

MR N D

| W I L]

09

0s

Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan
peternakan
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10

Belanja moda! pengadaan peralatan kantor

10

01

Belanja modal pengadaan mesin tik

10

02

Belanja modal pengadaan mesin hitung

10

03

Belanja moda! pengadaan mesin stensil

10

04

Belanja modal pengadaan mesin fotocopy

10

05

Belanja modal pengadaan mesin cetak

O

06 | Belanja modal pengadaan mesin jilid

10

10

07

08

Belanja modal pengadaan potong kertas

Lelanja modal pengadaan penghaneur kertas

10

09

Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik

IO|

10

Belanja modal pengadaan visual elektronik

10 |

11

Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran

10

12

Belanja Modal Alat Reproduksi/Penggandaan

i

[0
10

13
14

Belanja Modal Alat Peoyimpanan Perlengkapan

‘Belanja Modal Alat Pengukur Wakty

10

N

Belanja Modal Alat Pendingin
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10
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Bcl_a_m__iz_l Maodal Alat Tulis Menulis

ﬁc‘lunj a Modal Makan dan Minom
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10

lSJ_Belanja Modal Alat Pembersih
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19

Belanja Modal Persentasi dan Dokumentasi

20

Belanja Modal Televisi dan Peratatan Elektrontk Sejenis

t

21

|22

Belanja Modal Perkakas Kantor

Belanja Modal Alat Perkemahan

23

Belanja Modal Alat Menjahit

24

Belanja Modal Jenset
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Belanja Modal Alat Kantor

11

Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor

11

0!

Belanja modal pengadaan meja gambar

11

02

Belanja modal pengadaan alimari

[
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03

04

Belanja modal pengadaan brankas

Belanja modal pengadaan filling kabinet
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05

Belanja modal pengadaan white board
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il

06

Belanja modal pengadaan penunjuk waktu
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07

Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor

12

Belanja modal pengadaan komputer

12

01

Belanja modal pengadaan komputer maimframe/server

i2

02

Belanja modal pengadaan komputer/PC

12

P

03

Belanja modal pengadaan komputer notebook

12

04

Belanja modal pengadaan printer

12

05

Belanja modal pengadaan scaner

12

06

Belanja modal pengadaan monitor display

|12

-

07

Belanja modal pengadaan CPU

12

08

Belanja modal pengadaan UPS

12

09

Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer

10

Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
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12

g

Belanja modai pengadaan komputer

-

13

Belanja modal pengadaan meubelair

13

01

Belanja modal pengadaan neja kerja

13

02

Belanja modal pengadaan meja rapat

13

03

Belanja moda! pengadaan meja makan

13

04

Belanja modal pengadaan kursi kerja

13

Q5

Belanja modal pengadaan kursi rapat

13

06

Belanja moda’ pengadaan kursi makan

13

07

Belanja modal pengadaan tempat tidur

13
13

08

Belania modal pengadaan sofa

09

Belanja modal pengadaan rak buku/kembang

13

10

Betanja modal per-jadaan meubelair

2

Belanja modal pengadaan peralatan alat dapur

14
14

0l

07

Belanga modal pengadaan tabung gas

'Bélréin'ja modal pengadaan kompor gas

14

03

Belanja moda!l pengadaan lemari makan

14

04

Belanja modal pengadaan dispenser

14

05

Belanja modal pengadaan kulkas
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06

Bcelanja madal pengadaan rak piring
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123 14]07] Belarja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok
S 12| 3| 14]| 08| Belanja modal pngadaan peralatan alat dapur
S22l st vli[:‘lﬁnjzl modal 'ﬁélig,at.ia;n‘ 7;')(':7115;1-1‘7215 ruangan rumah tangga
502131501 Belanja modal pengadaan lampu hias
S {20315 02 Belanja modal pengadaan jam dinding/meia
512 (3 |15] 03| Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga
ST2 03106 Relanja modal pengadaan alat-alat bludm B
5123lielo1] Li-eiahja modal f)_eﬁgaaaan kamera
512 |3|16! 02| Belanja modal pengadaan handycam
S 2131603 Belanja modal pengadaan proyektor
512} 3|16 04 Belanja Modal Peralatan Studio Visual
5023 | 16]05] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
5123 16|00 Belanja Moda! Peralatan Cetak dan Dokumentasi
512 |3 ]| 16]|07 | Belanja Modal Alat-alat Studio
ESERERRLA B-crlarmju modal pc;l‘:;il-dt{iili alat-alat komunikasi
sl213 7170l Belanja modal pengadaan telepon
51273 17|02/ Belanja modal pengadaan faksimili
5123 ]17]03 ] Belania modal pengadaan radio ssb
512131704 Bdan;a modal pengadaan radio hf
s 2| 311705 | Belanja modal pengadaan radio VHE
523 [17]06 Belanja modal pengadaan radio UHV
5123|1707 | Belanja modal pengadaan alat sandi
S12|3]17|08 Bulama Moda! Peralatan Komunikasi Sosial
5237 '69‘ Bt.hmjd Madal Peralatan Pemancar
"$| 2| 3{17]10] Belanja Modal Peralatan Translator
|_S 2|3 |17 U] Belanja Modal Peralatan Antena
57203 |17 12| Belanja Modal Peralatan Penginderaan Jarak Jauh
51230711 | Belanja Modal Alat Komunikasi
S1213 118 Belanja modal pengadaan alat-alat ukur
51213 ]18]01]| Belanja modal pengadaan timbangan
s 23 l18]o02 Belanja modal pengadaan teodolite
51213 ]18]03 | Belanja modal pengadaau alat aji emist
50213 18] 04| Belanja modal pt.nbddadn—‘;ld-f Grs
5125|1805 | Belanja modal pengadaan Kompas, peralatan navigasi
5123 | 18| 00| Belanja modal pengadaan ukur
512 |3 | 18|07 Belanja modal pengadaan barometer
S512 318 08| Belanja modal puu.,.\daan qc:smm,ra[
512130180y Bk.](llljd Madal Alat Ukur Universal
512 |3 |13 10 Belanja Modal Alat Ukur/Tesl Intelegensia, Kepribadian, Kejiwaan
dan Test Sejenis
5121318t | Belanja Modal Alat Kalibrasi
S12]5 18] 12 Belanja Modal Uscilloscope
51213 18] 13 Belanja Modal Takaran
R ERREIRE ‘ 1"Sc|a|-1j_a_ Modal Gelas Takar B
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S 123 | 18] 15| Belanja Modal Alat Ukur
S| 2|3 | 19| | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
S12]3]19]|01| Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum
512 ]3]19]02] Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5121311903 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT
S 12 3 19|04 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata
51231905 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5123 ]19] 06| Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak
5123|1907 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan
penyakit kandungan
S12(3]19] 08| Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
512311909 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5 213 ]19] 10! Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5121319 11] Belanja modal pengadaan alat-aiat kedokteran ortopedi
S$12 13|19 12 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan
51213 19| 13| Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi
502 3|19] 14| Belanja modal pengadaan alat-alat penakit dalam
512131919 15 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
5121320 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium
512512001 | Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologl
51213 [20] 027 Belanja modal pr.igadaan alat-alat laboratorium
| fisika/geologi/geodesi
5125 |20 03| Belanja modal pengadaan alnt-alat laboratorium kimia
51232004 ‘Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
512312005 | Belanja modal pcngadaan alat-alat laboratorium peternakan
512|320 06| Belanja modal pengadaan alat-zlat laboratorium perkebunan
S 203 2007 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium |)L‘-l-'i-£iilii{ll.- S
5 2320 08| Belagamodal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5121320 09| Belanja modal pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah
S 120320 10| Belanja modal pengadaan alat-alat faboratorium
5121321 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
s 121321 ol Belanja modal pengadaan konstruksi jatan
5121312102 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over
502132103 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan under pass
| 5 2] 3 |21]04] Belanja Modal Jalan Tempat Kerja
512 ] 3|21]05| Belanja Modal Jalan Tempat Tinggal
s 2132106 Belanja Modal Jalan
5121322 Belanja modal pengadaan Konstruksi JcmblllFm
sl213 21 m Iiclii;lji;inlllt1tiill pengadaan Konstruksi jembatan gantung
512032202 Belapja modal pengadaan I-;-uns{ruksjli-j::ﬁ-lbutan ponton
S 123|122 03 Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5123|2204 Belanja modal pengadaaa konstruksi jembatan penyebrangan diatas
i
S 12032205 Belanga Modal Jembatan Tempat Kerja T
S 1213|2206 | Belanja Modal Jembatan Tempat Tinggal
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| 07

Belanja Modal Jembatan

Belanja modal pengadaan konsiruksi jaringan air

23

01

Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan

23

02

Belanja modal pengadaan konstruksi waduk

23

03

Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan

23

04

Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah

23

05

Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi

23

06

Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersib/minum

23

07

Belanja modal pengadaan konstruksi resovir

23

08

Belanja modal pengadaan xonstruksi pintu air
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23

09

Eelanja Modal Jaringan Air Minum/Bersih
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23

10

Belanja Modal Jaringan Air Limbah/Kotor, Pengolahan dan
Pembuangan Sampah

'n

3]

23

11

Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air

24

01

Belanja modal pengadazn penerangan jalan, taman, dan hutan kota
Belanja modal pengadaan lampu hias jalan '

24

0z

Belanja modal pengadaan hias taman

T
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24

03

Belanja modal pengadaan penerangan hutan kota
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24

04

Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman, dan hutan kota

25

Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon

25

01

Belanja modal pengadaan instalasi listrik

25

02

Belanja modal pengadaan instalast telepon

25

03

Belanja Modal Instalasi Gas

25

04

Belanja Modal Instalasi Pengaman Petir

25

05

Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

LthU'Ith]LhU'IU'I

(S YRS E R S N ) S RS S
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25

06

Belznja Modal Instalasi

-—t

20 |.

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan J

26

01

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

26

02

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan

26

03

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas

26

04

Beianja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang

wi| La| Lhg bhal Ly oo

(SRR JRN SR ) O S

LI | W | ) 2

26

05

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
bersejarah

Lh

[

ol

26

06

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
bermonumen

07

Belanja mod.il pengadaan konstruksi tugu peringatan

08

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

09

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah

10

Betanja Modal Bangunan Gedung Instalasi

11

Belanja Modal B-hgunan Gedung Bengkel

e B2 B B

Lo W] W o] | W

12

Belanja Modal Bangunan Gedung Pos Jaga

13

Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi

[

Belanja Modal Bangunan Gedung Pengujian Kendaraan

15

Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Permasyarakatan

’J‘I'J\%'.hk.h!.hl.h‘d‘l(.h{hkll

[0 RIS RN FIN W ]

‘] QI | twd

16

Belanja Madal Bangunan Gedung/Rumah Tahanan
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e
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lﬂ Belanja M dal Bangunan Gedung Tempat Kerja

18 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

b
Lo

19 | Belanja Modal Tugu Kantor

20 | Belama Modal Tugu Selamat Datang

21 | Belanja Modal Tugu Patok

22 | Belanja Modal Tugu

_LI;

23 | Belanja Modal Menara Kemunikasi

24 | Belanja Modal Menara Air

h| wn| ta] Luh| Lhl Lal L Lh] LA

RN N2 R 2

W ] o) el Lo W] ] W

25 | Belanja Modal Menara

Belan,a modal pengadaan buku /kepusiakaan

i Ln

01 | Belania modal pengadaan buku matematika

wh

02 | Belanja modal pengadaan buku fisika

03 | Belanja modal pengadaan buku kimia

04 | Belanja modal pengadaan buku biologi

n| | Lh

05 | Belanja modal pengadaan buku biografi

06 | Belanja modal pengadaan buku geografi

07 | Belanja modal pengadaan buku astronomi

08 | Belanja modal pengadaan buku arkeologi

09 | Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra

10 | Belanja modal pengadaan buku keagamaan

—

11 | Belanja modal pengadaan buku sejarah

12 | Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya

13 | Belanja modal pengadaan buku ilmu pengeiahuan umum

14 | Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial

15 | Belanja modal pengadaan buku politik dan ketatanegaraan

16 | Belanja modal pengadaan buku pengetahuan dan teknologi

[PEY IR U PN BUEY IS ORI USE UG UG R B UUR DR VY SV py U I SPE ) Bt SO R RLUS J g v

17 | Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia

18 | Belanja modzal pengadaan buku kamus bahasa

1¢ | Belanja.modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan

20 | Belanja moda! pengadaan buku industri dan perdagangan

| |l bkl un| il n| Ll Ll | L] L] LA LA LA LA LA

21 | Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan

N

22 | Belanja modal pengadaan buku naskah

23 | Belanja modal pengadaan terbitan berkala

Al un Lh

24 | Belanja modal pengadaan buku mikro film

—

25 | Belanja modal pengadaan buku peta/atlas/globe

26 | Belanja Modal pengadaan Buku Umum

27 | Belanja Modal pengadaan Buku Filsafat

Lh| Lh|

ool ol sl Rl ] o R )RR R R

Lo W] Wl fald] W L] W) W] | e

28 | Belanja Modal pengadaan Buku llmu Sosial, Akutansi dan
Manajemen

Ln

[ ]

[e ]

29 | Belanja Modal pengadaan Buku Pengetahuan Praktis

(8]

[P}

30 | Belanja Modal pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian dan Olah
Raga

31} Belanja Modal pengadaan Buku Komputer

(RIS

i T d | a2

|
|

3PN IS

32 | Belanja Modal pengadaan Buku Jumal limiah

‘Belanja Modal pengadaan Buku

Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan

01 | Belanja modal pengadaan [ukisan
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2 J 3128 ) 02 ] Belanja modal pengadaan patany, o

5 |7'_-; 3028003 Belanja modal pcmaddénruklmn o -

S 23728704 Belanjo modal pengadaan pahatan
s Lo |32 08| Belanja modal pengadasn bata alan -
—1—2_1‘_2}49“0 ligl-i_ﬂlld modal mt{sfﬁﬁn 1_nakgthnnnalur/dmmmd T

5020 2128107 Belanja me modal pengadaan barang bereorak kesenian, kebudayaan

s Ts 20 hﬁat:m]a modal panaddmf hewan ternak dan tanaman |
s 2320700 Bu.lanja modal permaddan he\\anﬁkbaﬁmﬁhmmﬁﬁ: B
ERER RSN Bvldnja modal ])Llli..ddddn ternak )

S22 ]20003] R anja modal pengadaan tanaman o
s 2529 04 Belanja mOd-(li pengadaan hewan ternak dan ta iman __.__ )
sz 330 Belanja modal pwz:{daﬂﬁa_lalt_AI;Il_;;c:sun]-dldd_n_/-k:ziﬁlanan
ERERERE] Belanja modal pengadaan semau[ﬁﬁ? _________
sl2l3 T’) 02 Belanm modal pelljjcldﬂall radar S L .
5 2 T3T30 05T Belanja modal pengadaan mobil water canon |
EREEER RGN Belanja modal peng radain bun,nl__m - B

s1a21l3i30|o08 ilcl:lﬁju modal | |)L,I‘JLd(|d:ln smmlmt/bdvum.t -
S 203 30006 [ieldmd modal_pt;l;;afdl'm';5;1‘1—5;“’ldm( ng T T

RN Belama modal pengadaan dlk‘l\IOI Intmrn -

Sz 3]0 08 fféﬂuua n1od‘1ﬁli}7)un,}u'f‘im mmp1 ant puelur S

S 1213 ]30]09] Belanja modal pengadaan pentungan |

512133010 Belanja modal pu,mladcmn helm I
s30T Belanja modal pe: n,adaan alarm/sirine |

SERERERE BLIHH]&H]&LE)CHA&(QEIT -;:1-1-!}5lop/s(‘|1lur |

st RUINE Belanja modal pengadann alat-alal pcr~cn|:1l;|:|11/hk:‘-;i;n;!nall

s12 ”L?a | 3] Belanja Modal Alat-alat Rumah Tangea o
EREEERERE) B(Tanja Modal 1 Mejd Kursi, lcmdn dan Meubclair

si213 3oz Betanja Modal Alat [—il-l;.lmﬁ__“ T
Slais| oy Belanja Modal Alat PBIIYIrilpgl]_lkl‘l1 Perle nghapan 'W#_fmw*T

ST2 1330 04| Belanja Modal Alat Pengukor Wakew

S 271757 31 05 | Belanja Modal Alat Pendingin )

S12 (33106 Belanja Modal Alai Pelnad:a_m Kebakaran N

S1203,31]07(E bt.|;lflja Moda! alat Makanan dan Minu.nan S

Sa s ox H(ldi]].l Modal Ak Pemibersih o

S12 53109 Belanja Modal Televisi dan Peralatan Llektronik ‘suulls o

S _’a_rﬂ_’» _____ 10 Belanfa Moddl Pc:kdlziaﬁdh IdHL'.L,d T
—g— é-" :i_‘—;—i—T I] ‘BLJ(II]_}E{ \/[Oddl “'\Idl ];L,“r_f\l..l]‘l;!l]’:ll) - T
REREEREIERE HLl;lnlJ Modal Alat Mu\].llnl -
Slal3 303 "Bcidn]n Modal Alat Rumah Tal angaa -

S a2 Belanja Modal chdns, Bdmng I’ el -ldlm Al T
121337 00 | Belanja Modal Peta S
‘_Eq_;_‘mlhjﬂ 'EZZ_'F.E)E__I_I-L-‘IanJJHModdl Bas..m delhll Dmumm .

S1203 ‘ 203! Hcidnm Modal Bola Dunia T -

SR ob Belawa Modal Foto
IS 2]51082 } 0% | Belanja Modal Barang Tiga Dimer si -

|24



3 Belanja Modal Diorama

Belanja Modal Barang-barang Perpustakaan
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LAMPIRAN IN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATA

KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH
RABUPATEN LAMEUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening Uraian

o | T | | PEMBIAYAAN DAERAN ]

6|1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAN ]
sl | [sISA LEBII  PERHITUNGAN  ANGGARAN  TAHUN

1 ANGGARAN SEBELUMNYA L

_6_ I_ __I_ 6|_ j_— l_’_t.lampaum pcncn'madn P_&li__k o ;__:j:::
O L or o1 ) Pajak dacrah o

.,,(.’.__..l.m e *_f_)lm 02 Retribusi daurah o )

cprprpor Q_?__ Hasil pem_.,elol‘lan I\Lkd\,’aclﬂ dacrah vang rtlplxahkdn |
611100 ] 04 l_,_‘am tain PAD yang sah

§_T o2 Pelampauan penerimaan d_aﬁ})_gmn_lzangm
6| 1] 1] 02] 0l |Bagihasil pajak
0

| | 02 | 02 | Bagi hasil bukan paJaL/bumbu d.v.,/.a alam

6|1 1] 03 Pelampnunn pt,nunmmn lain- Lun |)LII(|<![)dl m (l.lleh vang sahmm
6111|030l [dst.... ..

o| 111041 ]Sisa pen"hematan belanja atau JL|Abdt4|¢unu\d

6]1] 1] 0401 |Belanja pegawat dari belanja tidak Iantir:eru -

6 110402 Belamapegawal dzmbelanjzfl';115_;1:@_1w 7 _____

O] 1104 03 | Belanja barang dan jasa ———

o1 | 1] 04 04 Belanja mo. modal L .

o[ 1] 110405 [ Belanjabunga S .

6|11 ] 04! 00|Belanjasubsidi

(o) Il 1] 0407 |Belanja hibah

R et e N

6T T84 09 | Belanja bagi hasil - 7 7 ]

0 7L7I 10410 Belanga Imnumn kumm.,;m

GLLL ] 04 IT__ lBeIa_l_l;)_tld1k tLE_billJind_” i;j:- i T

ol1l11os Kew ﬂjlbdn kqmda pihak ketiga sampan dt.nuan akhir tahun belnm
terselesaikan

fi{' V[ [es pon [Uangjaminan T

o 799 }]é_:_l’olnrlbdn ldspCI-]-_" T T

6 b E 05 03 | Potongan beras o - B 7

611105 | o4 A\kc T

o os oS | Taperom_

bal



05 |08 |PPh23 S
11 us {99 [ PPN 7 !

Kewajiban I\epadd plhdL ketiga sampar dcnuan akhir tahun belum
terselusaihan Lainnya

06 | | Kegiatan lanjutan

O6 | 02 | dst. . ..,

1
1 1] 06| 01 Kegiatan lanjutan
l

t12] | ] PENCAIRAN DANA CADANGAN o
F‘_wl_mi—-ﬂ(‘)‘lm_ P-ucairan dana Ladam.an_m_mm___m __-

! 2"70‘17 0l f_cngnrqr_l_;iiqg_c_zldanuan noOMor | (ekemnu o

210l (o2 dst...... _ B )

IIASIL  PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH  YANG|

H3 DIPISAHKAN o
11 3]0l Hasil penjualan milik daerah o
11 T“.OI m-lii- | Bank Peml)an&,unan Ddcrah ;f - -
I 3 or"'_;j)p l’uuSa_haan Dacrah Pasai N L
‘_If 73 7_'_671-:“03 ] l’cru;al;.e;dn Dau’ah Alr ﬁiiﬁunf@ﬁfiwn ;7 ;i ]
o131 0 104 | Hasil pommlan nll|l_|*(vdiﬂ_l.fd_|}_|_ﬂl-lﬂ}_\2“ o

Hasil penjualan aset milik pemumldh dacrah yang dikerjasamakan

{3 02
dengon pihak ketiga
Lpdjoafiong .
PE3 02|02 [dst.... ...
A2 Ue e jdst
1114 | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH 3
|40l I’cncllm.l.m }'III]]dlI]dIl (l.wmh d i pemerintah S
0l l)l_ _l’til_gl_z_t:m p;_;_:tlpmn B |
[ 4 [ Ol 0" { dst ...
“1__’__4;__0.'_1_____ Penetimaan pmﬁﬁl—n th dari pcmumldh dacral lain 7 o
F-b 02 ] ol punumldh daerah
L ar o2 | ds ‘
L ! . —..—_——_._]
L_| A
14 _&le l’cnunman pinjaman dacrah dari lunhdu‘ Lcuanu,(m bank

Fl4303 ’ 01 | Bank Punbalwundn Daerall Lampung

8 _‘——f B [ e e —_—
(1[4 03,02 Jdst
1P| Pencrimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank
14| 04 01 | Lembaga keuangan bukan 7:1nL. S )
Caea TR s T
i
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of1]4]0s Pe m‘nmmm |—1:|:1|.|u 1(‘I|-)!‘1-IT;[l;l:;rl:l;ﬂL:lu‘:l‘_J:ltI.III - o o
ofljaes ob _‘.?_l?l_‘_izf”' atasmama, . -
611140802 ObllLd'ﬂ nomor ... ...
o1y alos o3 Ndst e _
15[ | | PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN
O |1 ___ ;p_l_ | Penerimaan kembali pemberian pmjdm_aﬂ__ N
&|1]5] 01| 0! | Penerimaan kembali pemberian pinjaman (piutang lain-lain) N
61 ]5]00L]02 |dst..... . o
6]1 6] | |PENERIMAANPIUTANG DAERAI _
ol 1]a] 0l - Penerimaan piu[;ms, dtiéraﬁ:{a_n_Eﬁﬁ_ci;;ﬁlmn dacrah
oo ol ol Penerimaan _piutang doerah dari pendapatan pujak daerah
6l116] o0l 70? | Pencrimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
0116 |01 | 0, | penerimaan piutang dacrah dari lain-lain PAD
o|1jo|02] Ml’é-l.l-eirimzl-aﬁ.p‘iuu‘l'm!(-]aerah dari bemcrinlah ]
(6|16 02| 0F | Penerimaan piutang g daerah dari pemerintah ~
61|00 Penerimaan plLl{dnL dacah dari pemerintan daerah Iduih_y—a_ ----- -
6|1]6]| 03| 0l |Pemenntah daerah. ... e
G106 ] 03|02 |dst... o
6 nl_ _6_ _?J_f-i_ - “_-Pcnerlmfldn piutang dﬁ.'le;l;‘h‘a:\;l‘ Iglaliau a Keuangin h:mk - _ ]
6|16 04 01| Bank Pembangunan Dacrah L Lampung .
6 1604 02 |dst...... ~
-ot_l__ _()_ pﬁ B " Penerimaan [;.I_U.-ldlli_. &Glﬁfd{n ‘|_L-I_1‘l_l.)dL1 kevangan bu[&ﬂgz_mk T
(61| 6105 0l Lembaga keuangan bukan Bank. ~
6 05 | 02 [dst..... .. o
612 PENGELUARAN PEMBIAYAAN ]
62| 1 | PEMBENTUKAN DANA CADANGAN ]
RERR Pembentukan dana cadangan o
16 2] 1 | Ol | Ol | Pembentukan dana cadangan nomor......
G2 1] 00 |03 |dst.
6l2]2 | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
6|2 ?_ 01| "\15;{:_1_6;‘5{;1 milik pemerintah (B MNL)_‘ -
012 2] 01|01 |BUMN. .. .
ol2]2] 01 o2 dst
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L 1 ‘ PR B _
| O l 2 ! 2 | 02 i‘ - E.‘ld_‘ﬂ} Eh_d]m militk dacerah (BUINDY) ;;é ;_; ]
202 02001 | Bank Pembangunan Dacrah I
0 ! 2i‘ 2 l 02 | (]'2_ PLI’ll\dhddn Dacrah Pasar o
pe 2ol U I_’_L_I:U_w_qhddll Dacrab A Minum (PDAM, -
021202 04 ) Badan usaha milik dacrah (BUMD) Lainna : ]
T T S
o212, Baddn El?:ﬁd!l:lil'ﬂllll\ SWAsld -
02D 08 O Badan e
0 "} 2 oa | 02 | dst
‘

6203 | | PEMBAYARAN POKOK HUTANG -

! |
-{_)'|— ) | f\_l 1T I’cmb;g-.u_.in |)L:L:'a-)_l:—m_;;iﬂlﬁ]unpu Ldedd pemer mt‘:h ﬁl

e e i ] —— _— ——— — s —— —

L3100 01| Penerusan DIyaan .
a2 ‘ Aal a2 | dsl .

l’cmbayar.m ut ng Mluh Tl npu I\cpad 1 pemerintall dacrah lainnya

0 | Pemenintah dacrah

S DR 02 Al st

!' l ' " N N R e - - i

i | | | I - . !

! Il 1 1 . R - . —_——_— . -
A I CPembavaran wang polob yang jatale tempo hepadia Tembaga kevangan
' .. M * .

| | . ; 13:ank R
02 JI 3003 00 | Bank Punb.mnun.ln Dacrah 1. dampuny
olzis 0302 | ds

+ S o ——————
i
[
. - - —— :
' oA | mlmy tran Ulc”l“ pohok vang jatub tempo bepada Icmbdbd l\LlIdl'l"l
G203 ud
{ } Lukan [Lmk
6123 [ 04| Ul | Lembagal: Luanuan bukdn ILmL i ]
61203 0402 [ dst.. ..

A RO ]
612 508 Pembayaran pokol\ p:ul(mu sebelum jatuh tempo |-.C|)dd.l pemerintah
61273 |05 | 0l | Penerusan pinjaman ]
G203 005107 d.\l

| : ] )
A S S S . - —
olal ] oc I’cml).wamn uhmg |)uLnI\ sehelim puuh renipo Lqm'ld pcmuml(lh
y | 2 \ )}

d:!.uah [ainnya

6203 oo ol I’cnunnldhddc an
G203 006 Uild:.l_

Punlnwamn uting pohok sehehan jatuh lunpo kepada  lembaga
heuangan 13ank

|
I
|
I
s

ol oy

6 21 3067 01 | Bank Pembangunan Daerah Lampung

| Pembavaran wtang pokole sebelunn jatub tempo kepada lembaga keuanga

G253 ] 08
) ‘ buhan Bank
ol L os ‘ Lembrea hewangan bukan Bank

|3+



cl2]3]us]o2]as. S
ol2]3 o ] PLILIH.\‘MI] ()I)IH_IN “dacrah rmd 4 saat |dluh lcnlpn Y
621309 01 Ohhmm atas nama. -
012]3 0002 Ublu_dsl DOMOF.
______ (R I e Bt ol . S o .
G203 00003 | dst.
[ O R I _ e ——— ]
. e
SERUSER I Pembelian kembadl obligast daciah schictum jatidy tempo -
1 ‘
Clay s 01 1 0bligasi atas mama. .. S
O } 7003 I_(l_ | U" 1 Ohllqaxl nomor., i ]
L2 3 o) Uv dbl... . ~ o _
6124 | I’I'Ml}l'RIANPINI\M\N I)\H{\II
A et J 2 D RIRERIANY VT S
O (204 00 | Pemberian pinjaman daciah kepada pemerintah o
0 | 2040l ‘ Ol | Pemerintah ]
| _ I
olatelo ) Pcn bu lan -;;ia;mdn ddct lh L( |§;1dd [)1'?1;;1111[.1.1 ddg‘l ah lainnya
o124 0201 I’cmumlq_l_t_(_laudh 7 o B
O[214 0202 dst _
ORI )OS N ) O U [ -
6l2]4 ] 03 Pcmbcrlan pinjainan dis rah LL‘pdda masyarahat -
6124 03 Gl I’cmburmn pinjaman l\qmdd petant (dana bereuliry
S el A R 0 O L) il it v Kl b —— ]
al2y4]0d T2 Tdst .
. | — | I. . JEU P ——_—— . - . _
. 7 : | 1'SISA LEBIH PERIITUNGAN ANGGARAN FAHUN
) -
‘ B" l\(\. ENAAN
R R e e e

ol2]s ol ‘7 Sl_‘\z-’._l:ébih PL]EIJnETm_A_nL,Eman I"dlmn %uk(‘nddn B
G125 { Ol | Sisa . thh Pethitungan Anggaran lalnm BL‘Il\LHddI]
6lafs! v lelpg o - ]
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TANGGAL 7 G NECTERIBER 2008

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAIIUN ANGGARAN 2009

¢ . ¥ i T T
1 T 0 . ; - - I
NO ! URAIAN PENJELASAN BELANJA ; SATUAN HARGA | KET |
T Tunjanean Khusus Peganai Dacrah/PNiﬁTK!’Dj ' I o - ] ' ! '
5 Tumangen Bendahars Usien Dacrai (BUD) l ! : eelola Ko -.!'-w-'. ! o !
| Jangun Bendala e ;Lr 1{BLD) ! Badan Pengelola Kavangan Daerair ) Oring * Buidan Rp. 1 000000
Tomangan Pejabat Penatvsauaan Kevangn (PPK) 1 Semua Satuan Kerja. hecuali | | Orang / Bulan Rp. 300,000 B
L e 2 Kecamalan Orung . Bulan i Rp. 200 200 |
'I Tomanean Bendatburs PeonedlwatyBendahara Penerinuan ! Semun Satuan Nerjay kecual: Oring / Bukun i Rp. 50000 |
f i b) | g ~mal i i
) - Recrmatan ! Orang + Bulan Rp. 200,000
: Tumangon Pembaniv Bendahara Penecliamm Bendatar ' . . : |
‘ Bar.ennun c oo Sekretarial DacralVDPRD r Orang / Bulan _ | Rp. 00,000 :
i , ” n |
_ 2 Bupaw/Wakil Bupan i Grng Bulan Rp. 5201 00K |
5 1 —— t i
- . I i i !
* Dinas/Bad: ang " Buk . <1 e |
; Dinas/Bodan [ Orung * Bulan I; Rp 230000 | i
! * ! : - i
' : i Kantor Orang - Bulan | Ro. 00 ) | i
1 ) - - l i
! (- ot UBTRAC o ' . ' = i
: 1'_ : Setinghm UPTR/Cabane Dinas ‘ Oring  Bulan ; Rp 200,000 t [
i : T, T T B . ! -
6 LCCAnYItED Oning : "Ry - |
L ]\L».II...II_ B Drng Bulan . Ry 'S0 |
Sckolak 1 Grng  Bulan Rp 130 00
- ~ . .
oy LSt ' fg an
_ Puskesrivas | Orng  Bular 1 Rp. 1 54 00} | !
r Tunjangan Pembaniu Pejabat Penatansahasn Semua SKPD. maksimal 2 orang. 5 |
i Kowangan (P P K) ! keculi - = Orang . Bulan Rp. 250.000 ¢
2 Kecamatan Orang s Bulan Rp. 130.000
Tumjangan Operasional Pejabat (tambahan penghasilan- i Sckretaris Dacimh Orang / bulan Rp.  23.000.000
berdasarkan beban kerja) 2 Sataf Ahli Bupati Orang / bulan Rp. 7.500000
N Asisicn Orang / bulan Rp. 7.300000
L 4 Kepala Badan / Dinas - Sckwan Orang / bulan kR 2.000.000




5 1 = j ’
i 3 Kepala RSUD Kahand: ! Orang / bulan Rp. 1 300,000 ) i
| ' |
6 Kepala Kantor/Kepain Bagian pada f , : - : :
o . : i i ; Rp. RIVTRTTY :
- Sekreiariat Daerub i Oring / bulan P ! v |
7 Sckretans KPU dan Cama i Orang / bulan { Rp 1.500.000 :
L | ®  Sckretaris Bappeda dan DPPK AD i Orang / belan " Rp. 7300660 :
. . ! i !
tunpngan Uan: S1akan : 1 POL -PP dan DAMNAR ; i Orang/Mian - Rp T a0 i ;
Pcgzwai SekretariaUDinas/instansi ~ | : ! i |
o 2 Kab Lamsd | I Orang/hani | Re 7.500 |
Tunjangan Kimsus Pegawai DacraivPNS Lannva | ‘J
Lang Pika 1 POL -PP dan DAMKAR | Crang/Mhan | Rp. 000 |
Tuniangar Poinegang Barang / Pengunis Asct 1 chretariat Daerah/DPRD Orang / Bulan | Rp 300000
! : 2 Z S
' ! I
| 3 iAW ali R . » : 1
P2 Bupgaii Wakit Bupau : Orang, / Bulan | Rp 2504H0) } '
— ; } -
1 1 g . !
: Dinas Badan Crang / Bulin Rp 230,000 L
| 1 Kanior Orang / Bulan Ep 00,000 l
S Setingkat UPTD ‘ Oranyg / Bulan 'Rp L3000 -
_‘r | -—
I T . i :
! G Feecamatian ! Orang / Bulin _ Rp. FA0 OU8)
Honor dan Upah untak Yo Pegawai Dacrah/PNS ! ! -
— — i - - _ -
Tenaga Harnmn Lepas : i g/ bulan '
cnagn Ha cpas | I Sarjaia | Orang / bulan Rp 25000 | -
) 1 i ang / buk
2 D! ! Qrang ! bukin Rp 1S 000 L
: .
. | 3 SMU Qrang / bulan . Rp. 350,000 | _
| s | f
4 SLTF dan SD Orang / bulan : Rp. 100.000 f
T
- Bang Lembur Pegawai Dacrah/PNS { :
Uang Lembur 1 Golongan IV 1 Jam | Rp. 9.500 !
2 ! !
2 Golongan HI | ! Jam ' Rp. .000 !



i i |
_ | S ; i
é 3 Golangan 11 PRI :‘ Rp. 6,500 _[’
F : ; '
| 4 Galongan | 1S & 30600 !
v : ‘ - - - f
h | Lang Lenbur untuk Non Pegawai Daerah/PNS ; : _ ‘1
Cang Lembur 1 | THLS [ Iam Rp < 500 B :
T ? ! ‘ :
£ Uane< Makan Lembur i1 Semua Golongan dan Non PRS ' | Rp. 10600 F
! L - :
6 Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia E i :
Eiava Baastswa/Bantuan Tugas 3elajar ' ! |
Perawii Tugas Betajor Procram D-3 di Lar Proving | - . . X ‘ ‘
J Al rugas Betajur Program D-3 di lar Provinsi bl Tunjangan Belajar i Uang Buku Orang / bulkw , Rp. SO !
i ipung b - ! 30, —
! 3 Tunjangan Uang Saku. Uang makan Orane / bulan ' Rp. N '
' dan Pondokan = — M —_—
l —_— l : . '
i3 Biaya Riscl/Skrips: ) I kati F Rp. 00,000
1 1 . _—
-+ \VISl!d:I s I I\dll . R]J JOU UKL
Pegiwii Tugas Beljar S-1 diluar Provinsi Lampung 1 Tunjangan Belajar - Lang Buku Oranz  buln Rp. 73 G0
Timjangan Usng Saku. Uang makan. _ ; '
2 Pan = £ Orang 7 bulan Rp. -
" dan Pondokan ) = P 460,000 !
| .
3 Buna Risat / Skripsi I I kah Rp. 200 (KK
b= - - : B ) T
. Wisuda PRy Rn oAt o
Pegawan Tisnas Belajar $-2 di luar Provinsi Lapung | 1 Tuniangan Belagar Uang Buku Orang  bulai Rp. 230060
T Tunjangin Cang Sithwe, Cang makan. : ) o
2 . = . Ormg  bulan Rp.
! ' dan Pondokan = L P ! r_mu_um ‘
) i3 Biava Risct 7 Sknpsi : i kah Rp. 1.500.000 .
é 1 Wisuda I kali Rp. 1,500,000 |
} Pegawai Tugas belajar Program Magister (S-3) 1 Uang Saku dan Biava Lainnya Ls / Tahun Rp. 17.750.000
! Biaya Bantuan Pendidikan Penjenjangan Struktural
| Diklat Penjenjangan PIM I\ |
i - didalam Propinsi Lanipung 1 Uang Saku dan Biava Lainnya ) Ls Rp. : !

L
&



! | | i
: - : ! LSemp ot '
' — f ;
! - diluar Propinsi Lampung l 2 Lang Saku dan Biava Laimina Ls Rp. 1 S0 000 B
+ _ . . i
j Diklat Pemyenjangan PIM 11 i —
H ! ] ] i i
; - di dalam Pr. zin< Lampue i i Uang Saku dan Bima Lainma Ls Rp. 1 Sie (40 !
i - : ;
- di Luar Propuasi Lampune R Lang Sshu dan Biave Linnnas i 's Rp. 1 3G i
» * - 1 ~ M -
f Ladics Program i_ i !
H H
i . . | - . :
i - didalom Propinsi Lampune ; R Uang Saku dan Biaya Laiuna 'sg Rp. 1 500 000 | J
: ? |
' - diluai Propinisi Lamipung ; i Uang Saku dart Biava Lainna Ls " Rp. 1500000 |
H 1
[ — T r— : !
, Diklat Penjenjangan PIM 1] i - —
{ . i i
[! - < dali Propins Lampiag | } Uang Szku dan Bisva Lainnya ; Ls Rp. O 000 0 ‘ i
H . . | - . . ~ o r :
l ~ di Luar Propinst Laripung Lo Uang Saku dan Biava Lainnva Ls Rp. 60600 GOl i
! Ladics Program i ; !
! ' . . | !
i - didalars Propmnsi Lampung b3 LUang Saku dait Biava Lainma | Ls Rp 1 300 006 i
L . :
; : ; |
i - diluar Propinsi Lampung f 4 Lang Saku dan Bizva Lainma J Ls ~Rp ]S 0 5
’ -
—— A !
' savai Tuoas Beloar D3 81 G Sa <on i
| 'P}C.'L.ﬂ\\;q Tugas Belajar D3, ST dan S2 Selund: ! | Cang Saku ! Orang/ Bulan Rp 0 |
| b.m_\nn_\ a - . — ‘
! ditanggung sleh Femenntair Pusat/Pelat ma ! o
r Bravi Bantuan dan Kursus Katerampikan | -
i } . C —
i !\urs_us .I\uu:unpll.m dan bob Treaining dr dalam ! 1 Goionvan IV Osnang ' Han Rp. 100 e
Provinsi Limpuny £ _ |
-z !
> Golonzan Orang / Hari Rp. 2000 '
3 Golongan [i Orang / Hari Rp. ~0.000
- 4 Golongan | QOrang / Hari | Rp. 25.000
Kursus Keterampilan dan Job Training di luar :
Provinsi Lampung
I Golonean [V Orang / Han Rp. 3014000 |
2 Colonean It Orang / H: Rp. |
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|
B B < = - —
! . 275.004) ]
{3 Golengan 1 Orang ! Han Rp 250 100 : J‘
- 20000 ‘
[ 4 Golongai; | Orang / Hari Rp 225 000 '. !
LAY i
B B !
Nuiists b elerame: tan Tehwus Funesional H L:;mi‘. Sakl.[' trunspon lolal & ! Owang " Har Rp. iy i
= akhomodasi | = © 200,009 i
, {betum temasuk transportasi PP) i '
7  Biaya Jjasa Kantor | i
. -' . . B
Bina Lisink { | Semua Salker Bulan/saluran Rp. [ 500.000 | L
E:ava Telepon _ ! BPRD Bular/saluran ! Rp '7 ;
] ! i 2000001} !
- N . | . i ! |
2 Bupati’'Wakil Bupati Bulan/saluran | Rp. 3.000.000 |
i ! '
3 Sekretariat Dacraly’ Sekretariat DPRD Bulan/saliran Rp. . i
e ! ! P 2800000 ;
4 Baduw/Dims/Raunor Bulan/saluran ! Rp. 750,000 f
Biava Air 1 Semuz Satker Bulan’salnran Rp 306000 1
8  Biava Cerak dan Pcng,-_'_amlaem_ - ¥ Fotokopi : i |
. - T - !
Faoiokopi. Penzibuian dan Kliping - Al dan A2 g lembar Rp. 35 !
! 256G :
. i N
- Al . fembar Re. i
- 1 T
- Ad ! lembar i Rp. I 500
2 Jilid dengan Coner no. | exampiar i Rp. 20000 !
. i
‘ !
| 3 Jilid dengan Cover no. 2 examplar Rp- 15.000 i
] - i 1
9 | Biava Makanan dan Minuma Jamuan Minum dan Makanan Kecil |
 Bia Minuman ' Snack Orang Re 7500
- |
| Biaya Mukinan dan Minuman Harian 2 {?;;m Makan (Prasmanan) Tamu Orang Rp. 22.500 ¢
! ]
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? l } !
— : —_ i |
‘ ) ; Imiim Makan (Prasmanan) untuk -
ava Maboan M h : 3 - . Oran Kp. <y
Bravy Makanan dan Minuman Rapm 1 ¥ Petatinas. Penataran, dil ; & F l},tjn
L .
S Mabiaan dan Mineman Tamu I Jamuan AMakan (Nasi Kotak) 5 Orang, Rp. 12500
1
S:ava Makanan Pelzksanaan Keaiatan X |
! 1 ;
B L
i . - ! - N .
HY o Biaya Pakaian Dinas L Zakaian Sipil Hanan | Stel Rp 100,000 |
1 I 13
[ ] L. 1 ) l
| pi Pakaian Sipii Lengkap ; Stel Rp. 730 006 ;
| . ! .
.3 Pakasan Olah Raga : Siel Rp. {73,006 !
' i 1
f ;
i 4 Pakaian DH | Sted . Rp 250,000 !
i _ i .
JIL 3 Pakaian Hansip { Stel Rp 3500 (UKD i
i G Pakaian Polisi Pamong Praja Lengkap : Scperangkat Rp. 200 O(x! i
- : - : -
. ] : Pakaian Kerja Pesurul/Cleaning ! S o :
Co s o Palewis ia 1ok i X : Ccperangkat Rj. <
11 Biaya Pakuian Kerja Lapangan 1 | Service Lengkap | perang 225000 _
i
oo Pakatan Kerja Sopir ! Stel Rp 175 000
- i !
Loa Pakaian Keri: Montir Stel Rp. 175 000
4 Pakaian Kera Satpain sl 2 175000
L R S - -
T Fakaion Kerja Petuzas Pemadam : Srel Rp
h : < - I 73
" Kebakaran : < 173,000 -
Pakaian Kerja Tenaea Mcedis dan : g
| £ . tel R, 3
6 Kescehatan ] 175.00%) !
. : :
I * |
7 Pakaian Kerja Tukang Kcbun Stel ! Rp. 175.000 :

|

12

BELANJA PERJALANAN DINAS

UANG HARIAN
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. » .
i | o ; i
A PERJALANAN DINAS FLARDAERAI ] o - | -
| TINGKAT A TINGRAT B TINGKAT C TINGKAT D | ;
! I NANGRU ACEK DARUSSALAM Rp. W00 EBp zou_uﬁi Rp. 220.000 I Rp 180400 | ;
l 2 SUMATERA LT aRA Rp. 300000 Rp. 260.000 | R 220,000 i Rp. 180,000 !
' 1L RIAU Rp. 300000 Rp 260.000 | Rp 220.000 | Rp 1813 6000 | :
. 4 KEPULALAN PIAU ' Rp. 300000 Ry 261000 | Rp. 220 00 _5 Rp. R VEERY ﬁ '
; 5. JAMBI Rp. 0N Rp 260.000 | Rp. 220.060 l Rp. 180 6 | !
i 6. SUMATERA BARAT Rp. 0G0 . Rp 260.000 | Rp. 220,000 ! Rp 184 vy ;
i 7 SUMATERA SET ATAN Rp. 300000 Rp. 260.000 ; Rp 220.000 Rp. 1841.000 :
‘ 4. BENGKULU Rp 360000 . Rp. 264.000 | Rp. 220.000 Rp. i80.00c | ;
: Y. BANGKA BELITUNG ' Rp. 300000 Rp 269.000 | Rp. 220,000 p 180 (%% | :
l 0. BANTTEN Rp. 3R G0 Rp. 260.000 | Rp. 220,000 ' Rp 10 (i ;
| 11 JAWA BARAT Rp. 350000 1 Rp. 300.000 | Rp. 250.000 Rp. 210 000 i
: 12 D K1{JAKARTA . Rp 450040 Rp. 400 000 | Rp. 350.000 Rp. 3000 ‘1
i 13 TAWA TENGAH :  Rp. 00000 Rp. 260.000 | Rp. 220.000 Rp 0 0 | ]-
‘ i4.D1 YOGYAKNARTA ' Rp. 350000 1 Rp. 300 060 | Rp. 250.000 Rp. 210005 |
3 I3 JAWA TIMUR . Rp 20000 Rp. 300,000 | Rp. 250 000 | Rp S [(XVES IS :
| 16, BALI . Rp 0o Rp 350,010 | Rp. 300.000 | Rp. 1500081 | :
| 17.NLJSA TENGG 3RA BARAT : Rp 356 M Rp 300,000 § Rp. 230,000 5' Rp. 230.4HK1 |
; i NUSA TENGGARA TIMUR ; Rp 330 Rp 300,000 | Rp. 250,000 i Rp 2106060 | :‘
! 12 KALIMANTAN BARAT . Rp 0000 R 20006 | Rp. 220000 i Rp. 180 6
t 200 KALIMANTAN TENGAH . Rp AHinon  Rp 260.0(H1 | Rp. 2206006 | Rp. 1800k
: 21 KALIMAMNT 4 SELATAN . Rp MO0 Rp 260,000 1 Rp 220,000 ! Rp I 8GO0 |
22 HALIVANFAN TIMUR © Rp RN R 3004 Rp 2500 ! Rp Zivao
33 SULAWESI UTARA ’ Rp 300tk Hp 260.000 | Rp. 230,000 | Rp Isuns
21 GORONTALO Rp. oot Rp 260,000 1 Rp. 220 00k i Rp 1800k}
‘ A5 SULAWESI BARAT Rp Inzam Rp 260,000 i Rp 220,000 Rp 18000 ‘
! 26 SULAWESE SELATAN Rp. RRITAVEY Rp 0000 | Rp. 230 . (W Rp. 210 K ;
] 27 .SULAWESI TENCGAH Rp 300,000 Rp 260,000 | Rp. 220.000 Rp. 18u.000 {
28. SULAWESI TENGGRA Rp. 200000 . Rp, 260.000 | Rp. 220.000 Rp. 130.000
, 29 MALUKU Rp. 300000 ¢ Rp. 260.000 | Rp 220.000 Rp. 180 000
i 30. MALUKU UTARA Rp. 300000 | Rp 260.000 | Rp. 220.000 Rp. 180.000
: 31. PAPUA Rp. 450,000 | Rp. 400.000 | Rp. 350.000 Rp. 300.000
| ' | UANG HAFIAN
| I
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I !
T MODA TRANSPORTASI !
PEJABAT/PEGAWA] GOLONGAN - f
N __ ' ! Pesawai Udara Kapal Laut j Kereta ApiyBUS Lainnya (Tarif) _J
b ﬁlclﬁ?:])\;l;i]};l Bupati. Keiua DPRD. dan para Wakii E Bisnis l Kelast B ‘ Eksckutif Sesuar tanf vang berlaku \I i
2 Pam Anggow DPRD dan Sckdakab : Ekonomi | Kclas 1 B Eksckutif Sesual anif yang berlaku :
_ '. e
3. Pcgawai Golongan 1V Esclon 11 : Ehonomi Kelas 1 B Evsekutil sesuan il yang berlaku |
. . ) ) ) B} P . Sesuai tanf vang berlaku !
4 Pegavwai Golongan IV dituar Escion 11 Etonom: Kelas 11 A |i Eksckutdf
3. Pegawin golongan L I [ dan PTT Ekonemi i Kelaz 1l A : Eksckunif Sesuili trif yang berlaku :
BIAYA PENGINAPAN |
BINTANG IV BINTANG IV BINTANG IV BINTANG IV !
I. NANGRU ACEH DARUSSALAM Rp. 5000 | Rp. 320000 ¢ Rp. 250.000 Rp 260.000 |
2. SUMATERA UTARA | Rp. 550000 | Rp. 400.000 | Rp. 300.000 _Rp. 20,000 |
3. RIAU i Rp 330006 ' Rp 100400 | Rp. 300,000 K{. 200,000 |
4 KEPULAUAN RIAU b Rp. 150000 | Rp. 336,000 | Rp. 200000 ~_Rp. 130 000 ;
5. JAMBI T Rp sooom Rp. 360,000 | Rp. 260.000 Rp. 130000 |
6. SUMATERA BARAT Rp. 600000 | Rp 100.000 | Rp. 200.0(K) Rp. 250000 |
7. SUMATERA SELATAN Rp. SN0 | Re 350,000 | Rp 230500 Rp. 200000 |
8. BENGKULU Rp 300 00 Rp 330000 ! Rp. 300 000 Rp. 200000
Y. BANGK A BELITUNG . Rp. 0000 0 Rp. 330000 ; Ro. 230,000 Rp. 150,000
1 BANIEN __Rp S0006 Rp 30000 | Rp. 300 000) kp 2000 451 |
{1 JAWA BARAT I Rp. 6IXLODD ¢ Rp. S as0.000 [ Rp. 330.00%3 Rp. 220,000
2. DK 1 JAKARTA Rp. TOOHN - Rp 336000 | Rp. S0, SR Rp. RNV E
13, JAWA TENGAH ~ Rp. 6UO.OG - Rp. 430000 | Rp. 350,000 Rp. 250,000}
14.D1 YOGYAKARTA Rp. 350000 1 Rp 400,000 | Rp. 300.000 Rp. 200,000
15. JAWA TIMUR ' Rp. 60000 | Rp. 150060 | Rp 350.000 Rp. 250.000 .
| 16. BALI Rp. [.100.000 | Rp. 850.000 | Rp. 700.000 Rp. 450.000 \
i 17. NUSA TENGGARABARAT Rp. 000.000 Rp. 450.000 | Rp. 300.000 Rp. 200.000 ‘
! 18. NUSA TENGGARA TIMUR Rp. 500000 | Rp. 350.000 [ Rp. 250.000 Rp. 200.000 i
! 19. KALIMANTAN BARAT Rp. 500000 | Rp. 350.000 | Rp. 250.000 Rp. 200.000 '
} 20. KALIMANTAN TENGAH Rp 300.000 Rp. 350.000 | Rp. 250.000 Rp. 200.000 4
! 21 KALIMANTAN SELATAN ' Rp. 56000 | Rp. 100000 | Rp. 230,007 Rp. 150.000 |



i ! 1
22 KALIMANTAM. TIMUR Rp 650000 1 Rp. 500.000 ¢ Rp. 350,000 ! Rp 260 000 | i
25. SULAWESI LTARA Rp. 600 0ue | Rp. 500.000 | Rp. 350.000 | Rp. 200.000 |
j 23. GORONTALC Rp. 006 | Rp 450,000 ! Rp. 300,000 | Rp. 150.000 ! ;
: 25 SULAWESI BARAT I Rp 500000 | Rp 400.000 ! Rp. 300.000 Rp 150.000 |
! 26. SULAWESI SELATAN Rp. 63000 | Rp. 500004 | Rp. 350.600 ! Rp. 200.000 | !
: 27. S*TLAWESI TENGAH | Rp. SHLO00 | Rp. 400 000 ¢ Rp 300.000 B Rp . 150.900 I
1 28 SULAWESI TENGCARA Rp. SN0 | Rp. 160,000 ; Rp. 300600 ! Rp. 200.000 §
a 29. MALUKU Rp. 456,000 | Rp. 300.000 | Rp. 200.000 Rp. 150.000 i
; 30. MALUKU UTAPA Rp. 430,000 | Rp. 300.000 | Rp. 200.000 Rp. 150.000 !
i 31, PAPUA ! Rp 600.000 | Rp. 450,000 | Rp. 350.000 i Rp. 250,000 i
|! 32 IRIAN JAYA BARAT I Rp. S00.000 | Rp $00.000 | Rp. 300.000 i Rp. 200.000 } !
L - — - i | i i S ?
FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI |
DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS =
PEJABAT/PEGAWAI GOLONGAN : FASILITAS HOTEL KELAS o :
t
Bupati, Wakil Bupau kaua DPRD, & para Wakil | : ; ! Dl : :
: Keivwa DPRD Bintang 1\ i " |
- ; !
2 Para Anggota DPRD dan Sckdakab Beatang IV Delux i
] !
5 Pegawai Golongan [\ Exclon il Bintng [V Delus i |
- | —
! H
4 Pegawai Golongan 1Y diluar Esclon 1l ! Bintang 1! i Standar '
- — E — i - 1
i_ 5 Pegawnat golongan 11! dan Dokter PTT ' Biatasig 11 | Standar |
! - i |
6 Pegawai Golongan 1. { dan Bidan PTT ‘ Bintang | ! Standar
L I I
‘ |
|
g |
' ]
i |
‘ B. PERJALANAN DINASDALAM DAERAH UANG HARIAN |
' - |
f TINGKAT A TINGKATB | TINGKAT C | TINGKAT D |
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L ! i
i I. KALTANDA Rp IG0M6 | Rp. 220 uoﬂL Rp. 180,000 Rp. 140.000
j 2. RADJABASA Rp 260.000 | Rp. 220.006 | Rp. 180 060 Rp. 140.000 |
; 3. PENENGAHAN Rp 26000 | Rp 226600 | Rp. 180,000 Rp. 140 000 | ;
| 4. PALA: Rp 260000 ¢ Rp. 220.000 | Rp. 180.000 Rp. 140.000 |
i 5. SERAG!  Rp 2600 | Rp. 220.000 | Rp. 130.0001 Rp. 140,000
: 6 KETAFPANG Rp 160.000 | Rp 220 000 § Rp. 180,000 Rp. 140.000
f 7. BAKAL HEN . Rp 260000 | Rp. 220,000 | Rp. 180.000 Rp. 140.000 |
g 8 SIDOMULYO Rp 260000 ] Rp 220000 | Rp. 180,000 Rp. 146,000 1
i Y. CANDIPURO Rp 260.000 | Rp. 22¢.000 | Bp. 180.000 Rp. 140,000
i 10. WAY PANJI Rp 267000 ] Rp. 220.000 | Rp. 180.000 Rp. 140,000
i 11 KATIBLUNG Rp 260.000 1 Rp. 220.000 | Rp. 180.000 Rp. 140.000
| 12. WAY SULaMm Rp 260.000 | Rp. 22060 | Rp. 180.000 Rp. 140 000 |
13. MERBAU MATARAM Rp 260000 | Rp. 220.000 | Rp. 180.000 Rp. 140,000
M. TANJUNG SAR] Rp 260000 | Ryp. 220.000 | Rp. 180.00G Rp. 140.000 |
3. TANJUNG RINTANG Rp 260000 | Rp. 220.000 | Rp. 180.000 Rp. 140.000 |
16, JATI AGUNG Rp 260.000 | Rp. 220.000 i Rp. 180.000 Rp. 140.000 |
7. NAT AR 3 Rp 260000 | Rp. 220.000 | Rp. 73(1_900 Rp. 140.000) !

BESARNYA BANTUAN TRANSPORT PENYEBERANGAN ANTAR FULAU
DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

|
1

o] URATAN TUMLAH BANTUAN |
o { Penyeberun —an antar pulau dalam dacrah Kabupaien Laimpung Sefatan dengan jumlah peserta § - 10 pegay al. bantuak kng o Rp. 350,000+
: pciveberaagan pet T :
3 E Penveberangan antar pulay da!mn dacrah Kabupaten Lampung Selatan dengun jumiah pesera 11 — 20 grang pegawal bantuan Rp. TOQOM) ,

! penveberangan transpont perTim ‘

Catatan :

l. Ulng harian digunakan untuk keperluan uang saku. transpont lokal/PP dan uang makan bersifat lumpsum.

2. Bagi pejabat. pegawai Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan perjalanandinas dengan tujuan ke Desa-desa hanya diberikan nang harian sampai keibukoia

Kecamamazan,

3. Pejalanan dinas Kecamatan ke Desa, Desa ke Kecamatan dan Desa ke Desa dibavar perhari kerja (bukan perjumiah Desa yang dikunjungi)

Bantuan Transport untuk Daerah Terpencil

Semua
Golongan

Rp.

250000 | R

Rp.

) JRp.

250.0¢ -
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" i !
_ L i :
Perjalanan Dinas Lua. Negeri i Goiongan 1V Rp. sonoo | P Rp. | Rp. SO0 W {
2 Golongan il Rp. 156,630 | Rp. - Rp. ' Rp 150,00 | |
13 Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan l i
Biaya Pcineliharaan Alal Angkutar, Darar Benmotor ’3 3 :
BADAN/DINASSEKWAN/K ANTOR/CAMAT ' _ : .
’ Biaya Reparasi & Penggantian Suku Cadang . i Mobil Mumbus. Jeep i I Tahun t Rp 5.000.000 | J
! R | i
2 Mobi! Bus 3/4. Bus Besar. Truch B 1 Tahun P 000.000 | ;
i : 3 ! !
3 Sepeda Motor ] ! Tahun 1 Rp 300.000 0| 4
Biava Service 1 Mobil Minibus. Jeep ! i Tahun Rp. 750.000 | !
2 Mobil Bus 3/1, Bus Sesar. Truck 1 Tahun i Rp. 1 600,000 | |
; I |
3 Sepeda Motor I Tahun | Rp. 100.000 i
Bantuan Biava Panbelian BBM (Bensin dan Solar) 1 Mob:! Minibus | Unit / Bulaii LRP 3 Go0.000 N
' " { o 1 i
2 Mobil Jecp | Unit/ Bular [RE 5 600000 :
1 _ | 1
1 Mobil Bus % ! Unit / Bulan CRP s gunomo :
4 Mobil Bus Besar Urit / Bulan Re. 3 go0.000
i . ;
b3 Mobii Truck ' Lnit / Bulin ; Rp 3,606,000 -
h Sepeda Motor Unit / Bulan " Rp. 270000 o
Bantuan Biava Penibelian Pelumas 1 Mobil Miubus Umt / Butan Rp. 150.000 ! |
5 ) 2 Mobil Jeep Unit / Bulan Rp. 150.000 |
! 3 Mobil Bus % Unit / Bulan Rp. 250.000
— : 000
| 4 Mobil Bus Besar Unit / Bulan Rp.  250.
f .
| 5 Mobil Truck Unit / Bulan Rp. 250.000
| 6  Scpeda . ior Unit/ Bulan Rp. !
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Pemnbelian Accu I Miebil Mimbus. Jecp Unit / Tahun
i )
! | 2 Ntobil Bus 3/4. Bus Besar | Unit / Tahun
. | 3 Mol Truck / Tibam. Buas 1/4 Unit / Tnhm—n
: : 4 Sepeda Motor Un / T::hn-u
Pembeltan Ban i 1 Mobil Minibus. Jeep Unit/ Tahun
| IL— 2 Mobil Bus 3/4. Bus Besar Unit / Tahun
i ft 3 Mobil Truck / Tibum. Bus 3/4 Unit / Tabhun
! ‘
‘ ir + Sepeda Motor Unit / Tahun
! KEPALA DA"RAH i
Biaya Reparas: &an pergganiian suku cadang i 1 Kendaman Kepata Daerah . Umit/ Talum
| Biaya service ; | Unit/ Tahun
1
| Banluan biava pembelian BBM Unit / Bulan
: i
' Bantuan biava ;xm'm‘iian pciumas | ! Unut / Baka
Pcmbclian Acen I : Unii 7 G
Pobelian Bun ; ‘ Umit/ Thun
WARKIL KEPALA DAERAH |
Biafa Reparasi dan penggantian suku cadang i Kendarazan Wakil Kepala Dacrah Unit / Tahun
j Biaya service Unit / Tahun
I Baniuan biava pembelian BBM premix Unit / Bulan
i Bantuan biava pembelian pclumas Unit / Bulan
i

Pembelian Aocu

Uni- / Tehon
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|
S0.000 |
Rp. 500.000 t
Rp- | 0o0.000
Rp- ) goo.ovo *
Rp. 190.000
Rp- 3 500.000
| Rp- 6.300.000
Re- 4 500.000
Rp. 300,000
RP- 35.000.000 !
RP- 20.000.000
Re- 15 000000 |
Rp. 730000 : :
BP- o0000 |
Rp. 7,300,000
Rp- 55 000.000
RP- 20.000.000
Rp- 15.000.000
Rp. 750.000
Rp.




L] X |

|

: i
' i I 200000 |
! i
Fembelian Ban ! ‘ Unit / Tahun Rp- 5 <00.000 |
SEKRETARIS DAERAH | ! !
|
Biava Reparast dan pengsantian suku cadang | } Kendarman Sekrctanal Daerah ! Unit / Tahun Rp. 17.500.000
; : 300
Biava senice ‘ Unit/ Tahun Rp. = 500,000
Bantuan biaya pembelian BBM prenix Usnit/ Bulan Rp. 8,500,000
Barnwan biaya pembelian pelumas Unui / Bulan Rp. 750.000
Pembelian Accu Unit / Tahun Rp. 200000
Pembelian Ban Unit/ Tahan R =
! P 7500000
KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD | i
o : — i Kendaraan Ketna dan Wakii Ketua | . _
Biava Reparasi dan penggantian suku cadang b DPRD l Unit 7 Tahun Rp 23,000,000
_ Biava senvice t Unit/ Taliun Rp- 36.000.000 |
: . 26.000). .
) | H
_f P - [ R
| Bantuan biaya pembelian BBM premix i Unit / Bulan Rp. i 5.000.000 \
Bantuan biava pecmbelian pelumas { Uit / Bulan Rp. 750.000
i |.
Pembelian Acce ‘ iInit / Tahun Rp. ' uaeo |
; i ! i
Pembelian Ban ~ tInit / Tahun Rp. 7.500.000 | I
14 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung | ' |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Perkantoran 1 Badan / Dinas / Kanior / Sekretariuat Unit / Tahun RP. 15000000 J
. — |
15 | Belanja Pemelibarzan Komputer dan Periengkapannya .
Belanja Pemeliharaan Komputer Meja (Deskiop) i Badan / Dinas/ Kantor / Sekretariat Unit / Tahun Rp. 1.500.000
Belanja Pemeliharaan Komputer Laptop, Notebook, . . .
Desknote atau vang seienis 1 Badan / Dmas { Kantor / Sekretariat Unit / Tahun Rp. 250.000 i
Belanja Pemeliharaan Printer 1 Badan / Dinas / Kantor / Sekretariat Unit / Tahun Rp. 1.000.000
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! ; TR0 Ny
— e T -
P4 Golongan 11t Regiatan 7 hiar [ Rp B g
— - —_ - f - —
j' i
p_ s Golengan I o Kegiaian / han | Rp. TRoon
t .
S Teniza Ahli Jam PRP. - oo oae
! —— _—_—— ——
7 e U - T - T T T ]
Keginman kopanitenn /Diking Keponitian 4 i | ‘
! ! !
Lintuk kegiaan vang dilskaonakan dintes 13 han . \ ; : w
nF_ cgiatan yang d ksamakan diata | P Petindung / Pembing : Orang / Bulam I Rp. § o 0Ky
hotsrariwn w i L i DAL
i ‘ i
dibinar per balan tbudanan ‘ 2 Penaschat }‘ Oring / Bukin | Rp. RV T
R i | alinded
= - = i
- Kcing ‘1 O-img * Buian  Rp Ne
i—* L | | P25 UK
! ] . ! . . l R
4 Wakil Ketua § ' Orang / Bulan i Rp. 1y (H¥)
. . - : —
©A Wokil Kenua T ! Orvig F Bulan i Rp 109,600
—— - —_—— — \
f Sckrerans Orang ! Bulm i Rp. 1t O
Y - - —- { = . R, J—
!
: Wakit Sekretaris Orang - Bulm i Rp. =4 o
1 - PR —
L . - !
8 Anggola i Orang - Bulan { Rp-. 60,000
———_ - { . - —_ .
Bila Pelaksanaan Kegiwan L3 hari kebawaby inpha . . , - R -
ika Pelahsanaan Kegutan 3 hari ke T ; Pehadung * Pembina Crang * Har  Rp {35 s
Liorsrarir; o o o o o _ i L o -
Ny N . v TN
dipavar pei keguian h Penasch Owne  Hari et Lha ey
3 Ketuwa Orang  Han i Rp Lo0
— —_— —_— —_— ———— e a— e — . "‘ R
4 Wakit Netuz | Orang / Hari ', Rp. 73 DG
— — T i
L3 Wakil Ketua 11 Orang 7 Hari Rp. 25000
I , {
. ; !
| 6 Sckretanis Orang / Hari Rp. 75.000 1.
i I i
[ | [ . . |
! |7 Wakil Sekretaris Orang / Hari Rp. 50,000 |
' — — l
; K Anggota Crar 2 / Hari Rp. !
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; ' ! ] ,
i - . . . ! |
| 19 1 Biaxa Jasa Pihak Ketiga Potaksamian Kesiatan : ' }
! ! Bima fusa Pclanhan dan Kursus Kcterampilan l
; : Unteh Keghtan yg dilaksanakan diatas 3 han dapat |
: | dibtiatkan SPR Konuak itau MOU atau '; i
: ! Perjanyian Saienis Lanwn o dengan Pihak Ketigs: ' |
! : Tarif discswmnikan dengan Harga Negosiasi , .
: | ; i
' |
- S i — -
20 | | |
| 20 ¢ Biaya Operasional i !
! | Torhadap Kegatan s ang bersifit Oncrasiona! Tekrus akan | !
!. : ditctaphan dun diatur dengan Keputusan Bupaii : !
b L lebib Linnn | B - ! o
- -BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA
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